
WALI KOTA OGRGNTALO 

PROVINSI OGRGNTALO 

P E R A T U R A N D A E R A H KOTA GORONTALO 

NOMOR 10 TAHUN 2022 

T E N T A N G 

P E N G E L O L A A N K E U A N G A N D A E R A H 

D E N G A N RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

W A L I KOTA OGRGNTALO, 

Menimbang : bahwa u n t u k me laksanakan ketentuan Pasa l 3 b u r u f a P e r a t u r i n 

Menteri Da l am Negeri Nomor 77 T a b u n 2020 tentang Pedompn 

Tekn i s Pengelolaan Keuangan Daerab, per lu menetapkan 

Pera turan Daerab tentang Pengelolaan Keuangan Daisrab; 

Mengingat : 1. Pasa l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasa r Negara Republ|ik 

Indonesia T a b u n 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 T a b u n 1959 tentang Pembentukj in 

Daerah-Daerah Tingkat 11 di Su lawes i (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a b u n 1959 Nomor 74, T a m b a b ^ 

Lembaran Negara Republ ik Inclonesia Nomor 1822); 

3 . Undang-Undang Nomor 12 Taiaun 2 0 1 1 tentang Pembentukdn 

Pera turan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2 0 1 1 Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telab diubfih 

beberapa ka l i terakbir dengan Undang-Undang Nomor 

T a h u n 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Uridang-Undaijig 

Nomor 12 T a b u n 2 0 1 1 tentang Pembentukan Pera turan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a b u n 2022 Nomor 143, Tambaban Lemttaran Negaqa 

Republ ik Indonesia Nomor 6801) ; 

4. Undang-Undang Nomor 23 T a l i u n 2014 tentang Pemerintabdn 

Daerab (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a b u n 2014 

Nomor 244, Tambaban Lembciran Negara Repulalik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana tekib d iubah beberapa ka l i terakt i i r 
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WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR 10 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan 
| 

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

L, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembenuaa 

Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822), 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6801), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
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dengan Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2022 tentaing 

Hubungan Keuangan an ta ra Pemerintab Pusa t dpn 

Pemerintabem Daerab (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2022 Nomor 4, Tambeihan Lembaran Ne:g£ira Repub 

Indonesia Nomor 6757) ; 

i k 

5. Undang-Undang Nomor 11 T a b u n 2020 tentang C ip ta Ker ja 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a b u n 2020 

Nomor 245 , Tambaban Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 6573) ; 

6. Undang-Undang Nomor 1 T a b u n 2022 tentang Hubungkn 

Keuangan an ta ra Pemerintab Pusat dan Pemer intahan Daerdh 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a b u n 2022 Nomor 4, 

T a m b a h a n Lembaran Negara Fiepublik Indonesia Nomor 6757) ; 

7. Pe ra turan Pemerintab Nomor 12 T a b u n 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daersib (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a b u n 2019 Nomor 42 , Tambaban Lembaran Negajra 

Republ ik Indonesia Nomor 6322) ; 

8. Pe ra turan Menteri D a l a m Negeri Nomor 80 T a b u n 20 [15 

tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerab iBer i ta Negajra 

Republ ik Indonesia T a b u n 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telab diubab dengan Peraturan Menteri Da lam Negqri 

Nomor 120 T a b u n 2018 tentang Perubahan Atas Pe ra tunm 

Menteri Da l am Negeri Nomor 80 T a b u n 2015 tentang 

Pembentukan Produk H u k u m Daerab (Ber i ta Negara R e p u b ^ 

Indonesia T a b u n 2018 Nomor 157); 

9. Pera turan Menteri Da l am Negeri Nomor 77 T a b u n 2020 

tentang Pedoman Tekn i s Peng(;lolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republ ik Indonesia T a b u n 2020 Nomor 1781); 

Dengan Persetu juan B<jrsama 

D E W A N P E R W A K I L A N R A K Y A T DAER/^H KOTA OGRGNTALO 

dan 

W A L I KOTA OGRGNTALO 

M E M U T U S K A N : 

Meuetapkan : PEFIATURAN D A E R A H TENTAN'O P E N G E L O L A A N KEUANO/^^^ 

D A E R A H . 
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dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757), 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322), 
| 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), | 

0 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 20 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO 

Menetapkan 

dan 

WALI KOTA GORONTALO 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH. 
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B A B I 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

DEilain Pera turan Daerah in i yang d imalrsud dengan: 

1. Daerah ada lah Kota Gorontalo. 

2. Pemerintah Daerah ada lah Wal i kota sebagai u n s u r e penyelenggalra 

Pemer intahan Daerab yang memimpin pe laksanaan u r u s a n pemerintahan 

yang menjadikewenangan daerab otonom. 

3. Dewan Peirwakilan Rakya t Daerab yang sek in jutnya dis ingkat D P R D adalkh 

lembaga perwaki lan rakya t Daerab yang berkedudukan sebagai unsjui 

penyelengj^ara Pemerintsiban Daerab. 

4. Wal i Kota Adalab Wal i Kota Gorontalo. 

5. Keuangan Daerab ada lah s emua bak dan kewaj iban Daerab da lam rangka. 

penyelengi^araan Pemer intahan Daerab yang dapat dini la i dengan uang seita 

segala bentuk kekayaan yang dapat d i jadikan mi l ik Daersib berbubuag; 

dengan bak dan kewajibem Daerab tersebut. 

6. Pengelolaan Keuangan Daerab adalab kese lu ruhan kegiatan yang mel ip i i t 

perencanaan, penganggaran, pe laksanaan , penatausabaan, pelaporen 

pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerab. 

7. Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Negara yang se lanjutnya dis ingkat APfib 

adalab rencana keuangan tabunan Pemerintab Pusat yang d i te tapkin 

dengan undang-undang. 

8. Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerab yang se lan jutnya dis ingkat A P A D 

adalab n m c a n a keuangan t abunan Dai^rab yang ditetapkan dengai] 

Pera turan Daerab. 

9. Pener imaan Daerah adalab uang yang m a s u k ke k a s Daerab. 

10. Pengeluarim Daerab adalab uang yang ke luar dar i k a s Daerab. 

11 . Pendapatan Daerab adalab s emua bak Daerab yang d i aku i sebagai 

penambab n i la i kekayaan bersib da lam periode t abun anggaran yaing 

berkenaan. 

12. D a n a Transfer Umum^ adalab dana yang d ia lokas ikan dalam A P B N kepads. 

Daerab u n t u k d igunakan sesua i dengan kewenangan Daerab guna mendana 

kebutuban Daerab dsilam rangka pe laksanaan desentral isasi . 

13. D a n a Transfer K b u s u s adalab dana yang d ia lokas ikan dalam A P B N kepad 

Daerab dtmgan tu juan u n t u k membemtu mendana i kegiatan k b u s u s , bEiilc 

fisik m a u p u n non fisik yang merupakan u r u s a n Daerab. 
PERANGKAT 

DAERAH 
KABAG rH HUXUM > AS ISTEN S E K D A   
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

EL, 

2. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Daerah adalah Kota Gorontalo. 

Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsure penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadikewenangan daerah otonom. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

Wali Kota Adalah Wali Kota Gorontalo. 

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta 

segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung 

dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. | 
| 

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan 

dengan undang-undang. | 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan T 

Peraturan Daerah. 

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

berkenaan. 

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada 

Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai 

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada 

Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik 

fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah. 
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14. D a n a Baj^i Has i l yang se lan jutnya dis ingkat D B H ada lah dana yajng 

bersumbei- dar i pendapatan tertentu APBN yang d ia lokas ikan kepada Daerab 

pengbasi l berdasarkan angka persentase ter ientu dengan tujucin mengurangi 

ketimpang;an kemampuan keuangan an ta ra l^emerintab Pusa t dan Daerah. 

15. D a n a Alo]<:asi U m u m yang se lanjutnya dis ingkat D A U adalab dana yang 

bersumbei* dar i pendapatan A P B N yang d ia lokas ikan dengan tu juan 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerab u n t u k mendanai kebutuban 

Daerab da lam rangka pe laksanaan desentral isasi . 

16. D a n a Alolcasi K b u s u s yang se lan jutnya disingkat D A K adalab dana yang 

bersumbei" dar i pendapatan APBN yang d ia lokas ikan kepada Daersih terter t t 

dengan tu juan u n t u k membantu mendanai Kegiatan k b u s u s yang 

merupakan U r u s a n Pemer intahan yang menjadi kewenangan Daerab. 

17. Be lan ja Daerah adalab s emua kewaj iban li 'emerintab DaeraJi yang d i a k u 

sebagai pengurang n i la i kekayaan bersib da lam periode t abun anggaran yang 

berkenaan.. 

18. Pembiayaem adalab setiap pener imaan yang per lu dibayar kembal i dan/a tau 

pengeluaran yang a k a n diter ima kembal i , ba ik pada t abun einggarsm yang 

berkenaan. m a u p u n pada tabun- tabun angganan ber ikutnya . 

19. P in jaman Daerab adalab semua t r ansaks i yang mengakibatkan Daer^-

mener ima se jumlab uang a t au mener ima manfaat yang berniilai uang dan 

pibak la in sebingga Daerab dibebani kewaj iban u n t u k membayar kembal i . 

20. Utang Daerab yang se lanjutnya disebut Utang adalab j u m l a b uang yang 

wajib dib£iyar Pemerintab Daerab dan/a tau kewaj iban Pemerintab Daerkh 

yang dapiat d ini la i dengan uang berdasarkan pera turan perundar.g-

undangan, perjanj ian, a t au berdasarkan sebab l a innya yang sa i l . 

2 1 . Pemberian P in jaman Daerab adalab bentuk investas i Pemerintab Daerah 

pada Pemer intah Pusat , Pemerintah Daerah la innya , B a d a n L a y a n a n Umui r 

Daerah mi l ik Pemerintah Daerab la innya, B a d a n U s a b a Mil ik IVegara, B a d an 

U s a b a Mil ik Daerab, koperasi , dan masy£Lrakat dengan bale memperoleh 

bunga dan pengembalian pokok p in jaman. 

22 . D a n a Cadtmgan ada lah dana yang d i s i s ihkan u n t u k mendanai kebutuban 

pembangunan p ra sa rana dan s a r a n a Daerah yang t idak dapat dibebankan 

dalam 1 (satu) t abun anggaran. 

23 . Beban ad£ilab penurunan manfaat ekonomi a t au potensi j a s a da lam periode 

pelaporan yang m e n u r u n k a n ekui tas a t au n i la i kekayaan bersiib yang dapat 

berupa pengeluaran a t au konsums i aset a t au t imbulnya kewaj iban. 
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Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah 

penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi 

ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan 

Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah .abe 

dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus yang 

merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. | 

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

berkenaanr.. 

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

berkenaan. maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah 

menerima sejumlah uang atau menerima rnanfaat yang bernilai uang TA 

pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 

Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang 

wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah 

yang dapat dinilaa dengan uang berdasarkan peraturan perundang- 

undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah 

pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum 

Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan 

Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh 

bunga dari pengembalian pokok pinjaman. 

.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan 

pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebani 

dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode 

pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat 

berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 
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2^k Rencana Pembangunan J a n g k a Menengah Daerab yang se lan jutnya disinglcajt 

R P J M D adalab dokumen perencanaan Daergib u n t u k periode 5 (lima) tabur.. 

25 . Rencana Pembangunan T a b u n a n Daerab yang se lan jutnya disebut Rencana 

Ker ja Peraerintab Daerab dan yang se lanjutnya disingkat R K P D adalab 

dokumen perencanaan Daerab u n t u k periode 1 (satu) t abun . 

26. Kebi jakan U m u m A P B D yang se lanjutnya disingkat K U A adalab dokunjen 

yang memuat keb i jakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan ser ta 

a s u m s i yang mendasar inya u n t u k periode 1 (satu) t abun . 

27. Prior i tas dan Plafon Anggaran Sementara yang se lan jutnya dis ingkat PPAS 

adalab Pi-ogram prioritas dan batas m a k s i m a l anggaran >'ang d iber ikan 

kepada pe;rangkat Daerab u n t u k setiap Program dan Kegiatan sebagai a c u a n 

da lam penyusunan Rencana Ker ja dan Anggaran S a t u a n Ker ja Perangltat 

Daerab. 

28. Rencana Ker ja dan Anggaran S a t u a n Ker ja Perangkat Daerab, yeng 

selanjutnj'^a dis ingkat R K A S K P D adalab dokumen yang memuat r encana 

pendapatcin dan belanja S K P D a tau dokumen yang memuat r encana 

pendapatfin, belanja, dan Pembiayaan S K P D yang me l aksanakan fungsi 

Bendaha ra U m u m Daerah yang d igunakan sebagai dasar penyusunan 

rancangan A P B D . 

29 . Kerangka Pengeluaran J a n g k a Menengah adalab pendekatan penganggaian 

berdasarkan keb i jakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakjaiii 

tersebut d i l akukan da lam perspekti f lebib dar i 1 (satu) t abun anggaran dlan 

mempert imbangkan impl ikas i b iaya akibat keputusan yang bersangkutjaiji 

pada t a h u n ber ikutnya yang d i tuangkan da lam prak i raan maju . 

3Ci. Program eidalab bentuk ins t rumen kebi jakan yang berisi 1 (satu) a t au lelbih 

Kegiatan yang d i l aksanakan oleb S K P D a tau masyaraka t yang 

dikoordinj is ikan oleb Pemerintah Daerab u n t u k mencapai s a s a r a n djaiji 

tu juan pembangunan Daerab. 

3 1 . Kegiatan ada lah bagian dar i Program yang d i l aksanakan olehi 1 (satu) atjaxi 

beberapa S K P D sebagai bagian dar i pencapti ian S a s a r a n t e rukur pada suEitiJi 

Program dan terdiri a tas s ekumpu lan t indakan pengeraban sumber daya bi i ik 

yang b e m p a personi l a t au sumber daya manus i a , barang modal t e rmasuk 

pera latan dan teknologi, dana , a t au kombinas i dar i beberapa a t au s emua 

j en i s sumber daya tersebut, sebagai masuks in u n t u k menghas i lkan Ke lua ran 

dalam her tuk barang/jasa. 

32 . S u b Kegiatan adalab bentuk akt iv i tas kegiatan da lam pelaksanajaii 

kewenangan daerab. 
I 'ERA NGKAT 
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26. 

28. 

25, 

30. 

31. 
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana 

Kerja Pernerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 

yang memuat kebijakan bidang pendapatari, belanja, dan Pernbiayaan serta 

asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 

adalah Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan 

kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan 

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah. 

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 

selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana 

pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana 

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi 

Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan 

rancangan APBD. | 

an Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan pengangg 

berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan 

tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan 

mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan 

pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. 

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan 

tujuan pembangunan Daerah. 

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau 

beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian Sasaran terukur pada all 

Program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan surnber daya baik 

yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk 

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua 

jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan Keluaran 

dalam bertuk barang/iasa. 

.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan 

kewenangan daerah. 
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33 . Kegiatan T a h u n J a m a k ada lah kegiatan yang dianggarkan dan d i l aksanakan 

u n t u k m a s a lebih dar i 1 (satu) t abun anggaran yang peker jaannya d i l akukan 

mela lu i kontrak t abun j a m a k . 

34-. Ke lua ran adalab barang a tau j a s a yang d ihas i lkan oleb Kegiatan yaing 

di laksanal^an u n t u k mendukung pencapai£in S a s a r a n dan tu juan Program 

dan kebijEikan. 

35 . Has i l adalab segala sesua tu yang mencerminkan berfungsinya Ke lua ran d 

Kegiatan da lam 1 (satu) Program. 

36. S a s a r a n Bidalab Has i l yang d iharapkan daid s u a t u Program a tau Keluarjarji 

yang d iharapkan dar i s u a t u Kegiatan. 

37'. K iner ja adalab Ke lua ran/Has i l dar i Program/Kegiatan yang a k a n a t au teledk 

dicapai sehubungan dengan penggunaan .mggaran dengan kuant i t as djaiji 

kua l i t as yang t e rukur . 

38. K a s U m u m Daerab adalab tempat pen^dmpanan uang Daerab ydnk 

di tentukan oleb Wal i Kota u n t u k menampung se lurub Pener imaan Daera l i 

dan membayar se lurub Pengeluaran Daerab. 

39. Rekening K a s U m u m Daerab adalab rekening tempat peny impanan uang 

Daerab j^ang d i tentukan oleb Wal i Kota u n t u k menampung s e lu ruh 

Penerimatm Daerab dan membayar se lurub Pengeluaran Daei-ab pada bank 

yang ditetapkan. 

40 . Dokumen Pe laksanaan Anggaran S a t u a n Ker ja Perangkat Daerah yain^ 

se lan ju tn jB dis ingkat DPA S K P D adalab dokumen yang memuat pendapatan 

dan belanja S K P D a t au dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan 

Pembiayaan S K P D yang me l aksanakan fungsi Bendahara U m u m Daerab yang 

d igunakan sebagai dasar pe laksanaan anggaran oleb Pengguna Anggaran. 

4 1 . Sura t Periyediaan D a n a yang se lan jutnya disingkat SPD adalab dokumen 

yang menyatakan tersedianya dana selDagai dasar penerbitan Sura t 

Permintaan Pembayaran atas pe laksanaan A P B D . 

42 . Sura t Peirmintaan Pembayaran yang sekmjutnya dis ingkat SPP ada la l i 

dokumen yang d igunakan u n t u k menga jukan permintaan pemlDayaran. 

43 . Uang Persediaan yang se lan jutnya disingkat U P adalah uang m u k a k e H i 

da lam j u m l a b tertentu yang d iber ikan kepada Bendaha ra Peng;eluaran u n t u k 

membiayai Kegiatan operasional pada S K P D / U n i t S K P D dan/a tau u n t u k 

membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tu juannya t idak mungk in 

d i l akukan mela lu i mekanisme Pembayaran L,angsung.   

ru) 

34. 

35. 

36. 

38. 

39, 

40. 

41. 
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. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan 

untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaarinya dilakukan 

melalui kontrak tahun jamak. 

Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang 

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran dan tujuan Program 

dan kebijakan. 

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari 

Kegiatan dalam 1 (satu) Program. 

Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran 

yang diharapkan dari suatu Kegiatan. 

'. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah 

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 

kualitas yang terukur. 

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang 

ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah 

dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah. 

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 

Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh 

Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank 

yang ditetapkan. 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan 

dan belarja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan 

Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran. 

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen 

yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat 

Permintaan Pembayaran atas pelaksanaan APBD. 

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 

dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran. 

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja 

dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk 

membiayai Kegiatan operasional pada SKPD/Unit SKPD dan/atau untuk 

membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin 

dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung. 
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44. Pembayaran Langsung yang se lanjutnya disingkat L S adala l i Pembayaran 

Langsung kepada Bendabara Pengeluaran/penerima bak la innya a tas da^ar 

perjanjian kerja, sura t tugas, dan/a tau sura t per intah ker ja h i innya mela lu i 

penerbitan Sura t Per intah Membayar Langsung. 

45 . Tambaban Uang Persediaan yang se lanjutnya disebut T U adalab t ambahkn 

uang m u k a yang d iber ikan kepada Bendabara Pengeluaran/Bendaba[ra 

Pengeluarjm pembantu u n t u k membiayai pengeluaran atas; pe laksanaan 

A P B D yang t idak c u k u p didanai dar i uang persediaan dengan batas wakjtu 

da lam 1 (satu) bu lan . 

46 . Su ra t Per intah Membayar yang se lanjutnya disingkat SPM adalab dokum 

yang d igunakan u n t u k penerbitan Sura t Per intah Pencairan D a n a atas Beban 

pengeluanm DPA S K P D . 

47. Sura t Per intah Membayar U P yang se lan jutnya dis ingkat S]=>M-UP adalj ih 

dokumen yang d igunakan u n t u k penerbitan Sura t Per intah Pemcairan Dana 

atas Beban pengeluaran DPA S K P D yang d ipergunakan sebagai U P u n t u k 

mendanai Kegiatan. 

48. Su ra t Per intah Membayar Gan t i Uang Persediaan yang se lanjutnya disingkat 

SPM-GU adalab dokumen yang d igunakan u n t u k penerbitan Sura t Per intah 

Penca iran D a n a atas Beban pengeluaran DPA S K P D yang dananya 

dipergunalcan u n t u k mengganti UP yang telal i d ibelanjakan. 

49 . Sura t Per intah Membayar T U yang se lan jutnya disingkat SPM-TU ada lah 

dokumen yang d igunakan u n t u k penerbitan Sura t Per intah Ptmcairan Dana 

atas Beban pengeluaran DPA S K P D , ka r ena kebutuban dananya t idak dapat 

menggunakan L S dan UP. 

50. Sura t Per intah Membayar Langsung yang se lanjutnya disebut SPM L S adalj ih 

dokumen yang d igunakan u n t u k penerbitan Sura t Per intah Ptmcairan Dana 

atas Beban pengelueiran DPA S K P D kepada p ibak ketiga. 

5 1 . Sura t Per intah Penca i ran D a n a yang se lan jutnya disingkat SP2D adalab 

dokumen yang d i gunakan sebagai dasar penc;airan dana atas B<?ban A P B D . 

52. B a r a n g Mil ik Daerab yang se lan jutnya disingkat B M D adalab semua barang 

yang dibeli a t au diperoleb atas Beban APEID a tau berasal dar i perolebjin 

l a innya yang sab. 

53 . S i s a Lebihi Perh i tungan Anggaran yang se lanjutnya disebut S iLPA adal j ih 

sel isib lebib rea l isas i pener imaan dan pengeluaran anggaran se lama 1 (satju) 

periode anggaran. 
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Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran 

Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar 

perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui 

penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung. 

Tambahari Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan 

uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan 

APBD yang tidak cukup didanai dari uang persediaan dengan batas waktu 

dalam 1 (satu) bulan. 

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 

yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban 

pengeluaran DPA SKPD. 

Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah 

dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana 

atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk 

mendanai Kegiatan. 

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 

SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah 

Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya 

dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan. 

Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah 

dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana 

atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat 

menggunakan LS dan UP. 

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah 

dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana 

atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga. 

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD. 

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang 

yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan 

lainnya yang sah. | 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah 

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) 

periode anggaran. 
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54. P iutang Daerah ada lah j u m l a h uang yang wajib dibayar kepada Pemerinbih 

Daerab dan/a tau bak Pemerintab Daerab yang dapat d ini la i dengan u a n g 

sebagai akibat perjanjian a tau akibat kdnnya berdasarkan ketentujm 

pera turan perundang-undangan a tau akibat l a innya yang sah . 

55. U r u s a n Pemer intahan adalab k e k u a s a a n pemer intahan yang menjadi 

kewenangEin Presiden yang pe laksanaannya d i l a k u k a n oleb kementeri jm 

negara dian penyelenggara Pemer intahan Daerab u n t u k melindunj^i, 

melayani , memberdayakan, dan menyejabterakan masyarakat . 

56. U r u s a n Pemer intahan Wajib adalab U r u s a n Pemer intahan yang wajib 

diselenggarakan oleb Daerah . 

57. U r u s a n Pemer intahan P i l ihan ada lah U r u s a n Pemer intahan yang wajib 

diselenggarakan oleb Daerah sesua i dengan f)otensi yang dimil i ld Daerah . 

58. Pe layanan Dasa r ada lah pe layanan publ ik u n t u k memenuhi kebutuban dasar 

warga negjira. 

59. S tandar Pe layanan Min imal ada lah ketentuan mengenai j en i s dan m u t u 

Pe layanan Dasa r yang merupakan U r u s a n Pemerintgiban Wajib yang berbiik 

diperoleb sietiap warga negara secara min ima l . 

60. B a d a n L a y a n a n U m u m Daerab yang se lan jutnya disingkat B L U D adal j ih 

s istem yang d i tc rapkan oleb S K P D a t au Uni t S K P D pada S K P D da lam 

mcmber iktm pe layanan kepada masyaraka t yang mempunya i fleksibilit as 

da lam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecual ian dar i ketentuan 

Pengelolaan Keuangan Daerab pada u m u m n j B . 

6 1 . S a t u a n Kf;rja Perangkat Daerab yang se lan jutnya disingkat S K P D adal i ih 

u n s u r Perangkat Daerah pada Pemer intah Daerah yang melaksanakstn 

U r u s a n Pemer intahan Daerah . 

62 . S a t u a n Ker ja Pengelola Keuangan Daerah yang se lan jutnya dis ingkat S K P F D 

ada lah u n s u r penunjang U r u s a n Pemer intahan pada Pemerintah Daerj ih 

yang me l aksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah . 

63 . Un i t SKPC> ada lah bagian S K P D yang me l aksanakan 1 (satu) a t au bebera]Da 

Program. 

64. Pengguna Anggaran yang se lan jutnya disinglmt PA ada lah pejabat pemegang 

kewenang£m penggunaan anggaran u n t u k me laksanakan tugas dan fungsi 

S K P D yang dip impinnya. 

65 . K u a s a PA yang se lan jutnya dis ingkat KPA ada lah pejabat yang diberi k u a s a 

u n t u k me l aksanakan sebagian kewenangan PA da lam melaksanakj in 

sebagian tugas dan fungsi S K P D . 
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. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerint 

Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang 

sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 

negara dan penyelenggara Pemerintahar Daerah untuk melindungi, 
| 

melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. | 

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang vaja 

diselenggarakan oleh Daerah. 
| 

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 

. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan da 

warga negara. 
| 

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jeriis dan mutu 

Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang — 

diperoleh setiap warga negara secara minimal. 

.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

sistem yang diterapkan oleh SKPD atau Unit SKPD pada SKPD dal 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas 

dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 

Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya. 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 

Urusan Pemerintahan Daerah. 

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 

adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah 

yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa 

Program. | 

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi 

SKPD yang dipimpinnya. 

Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa 

untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan 

sebagian ttigas dan fungsi SKPD. 
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66. T i m Angggj-an Pemerintah Daerah yang sekmjutnya disingkat TAPD adalj ih 

t im yang bertugas meny iapkan dan melgiksanakan kebi jakan Wal i Kota da lam 

rangka penyusunan A P B D . 

67. Pejabat Pengelola Keuangan Daerab yang se lanjutnya disingkat PPKD a d a l ^ 

kepala SKl^KD yang mempunya i tugas melat isanakan pengelokian A P B D dan 

bert indak sebagai Bendabara U m u m Daerab. 

68. Bendgibara. U m u m Daerab yang se lan jutnya dis ingkat B U D adalah PPKD 

yang bert indak da lam kapas i tas sebagai B U D . 

69. K u a s a B U D adalab pejabat yang diberi k u a s a u n t u k me l aksanakan tugas 

B U D . 

70. Pejabat Pe laksana Tekn i s Kegiatan yang se lanjutnya disingkat PPTK adal i ih 

pejabat p£ida S K P D a tau Uni t S K P D yang me l aksanakan 1 (satu) a t a u 

beberapa Kegiatan dar i s u a t u Program sesuai dengan bidang tugasnya. 

7 1 . Pejabat Penatausabaan Keuangan S a t u a n Ker ja Perangkat Daerab yang 

se lan jutnya dis ingkat PPK S K P D ada lah pejabat yang me laks imakan fungsi 

ta ta u s a b a keuangan pada S K P D . 

72. Bendabara. Pener imaan adalab pejat)at yang d i tunjuk u n t u k 

mener ima, meny impan, menyetorkan, menatau sab akan , dj in 

mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerab da lam ranglca 

pe laksanaan A P B D pada S K P D . 

73 . Bendabara. Pengeluaran adalab pejabat yang d i tun juk mener ima, 

meny impan, membayarkan , menatausabakan , dan mempertanggung

j a w a b k a n uang u n t u k keper luan Be lan ja Daerab da lam rangk£i pelaksanajtn 

A P B D pad£i S K P D . 

74 , Pegawai Aparatur Sip i l Negara yang se lanjutnya disingkat Pegawai A S N 

ada lah Peg;awai Negeri S ip i l dan pegawai pemer intah dengan pi j i janj ian ker ja 

yang diangkat oleb pejabat pembina kepegawaian dan diserabi tugas da lam 

s u a t u jabsitan pemer intahan a tau diserabi i:ugas negara l a innya dan digaji 

berdasarksm pera turan perundang-undangan . 

75 . B a d a n Useiba Mil ik Daerah yang selanjutnygi disingkat B U M D adalab badj in 

u s a b a yang se lurub a tau sebagian besar modalnya dimi l ik i oleh Pemerintah 

Daerab. 

76. Anggaran K a s adalab perk i raan a r u s kas m a s u k yang bersumber d E i i 

pener imaan dan perk i raan a r u s k a s keluai* u n t u k mengatur ketersediaein 

dana yang c u k u p guna mendanai pe laksanaan A P B D da lam setiap periode. 
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Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah 

tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam 

rangka penyusunan APBD. 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 

kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 

bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 

yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas 

BUD. 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 

pejabat pada SKPD atau Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau 

beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi 

tata usaha keuangan pada SKPD. 

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk 

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka 

pelaksanaan APBD pada SKPD. 

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, 

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung- 

jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksana: 

APBD pada SKPD. | 

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN 

adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 

yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan 

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah 

Daerah. 

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari 

penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan 

dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode. 
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77. S tandar /^Jkuntansi Pemer intahan yang se lanjutnya dis ingkat SAP ada lah 

pr ins ip-pr ins ip a k u n t a n s i yang d i terapkan da lam menyusun dan menyaj ikan 

laporan keuangan pemerintah. 

78. Kebi jakan A k u n t a n s i Pemerintab Daerah adalab pr ins ip-pr ins ip, dasardasar , 

konvensi-konvensi , a tu ran -a tu ran dan prakt ik -prakt ik spesifik yang dipilib 

oleb Pemerintab Daerab sebagai pedoman da lam menyusun dan menyaj ikan 

laporan Iceuangan Pemerintab Daerab u n t u k memenuhii kebutuban 

pengguna laporan keuangan da lam rangka meningkatkan keterbandingan 

laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode m a u p u n antar entitas. 

79 . S is tem A l a m t a n s i Pemerintah Daerah yang se lan jutnya disingkat SAI*D 

adalab rangka ian s istematik dar i prosedur, penyelenggara, peralatan dan 

elemen la in u n t u k mewujudkan fungsi a k u n t a n s i sejak ana l i s i s t ransa l :s i 

sampa i dengan pelaporan keuangan di l ingkungan organisasi Pemerintahdn 

Daerab. 

80. Bagan A k u n Standar yang se lan jutnya disingkat B A S adalab daftar kodefikjisi 

dan k las i f ikas i terkait t r ansaks i keuangan yang d i s u s u n secsira s i s t e m a i s 

sebagai p<;doman da lam pe laksanaan angi^aran dan pelapoi-an keuangan 

Pemerintah Daerab. 

8 1 . PemerintEdian Daerab adalab penyelenggaraan u r u s a n pemerintahan 

oleb pemerintab daerab dan dewan perwaki lan rakya t dai^rab menurut 

a sas otonomi dan tugas pembantuan dengan pr insip otonomi seluas-

l u a s n y a da lam sistem dan pr ins ip Negarsi Kesa tuan Republ ik Indonesia 

sebagaimana d imaksud da lam Undang-Undang Dasa r Negara Repub|ikj 

Indonesia T a b u n 1945. 

82 . H a r i ada lab ha r i ker ja. 

Pasa l 2 
Keuangan Daerah mel iputi : 

a . bale Pemerintab Daerab u n t u k memungut ps jak Daerab dan retr ibus i D a e r ^ 

ser ta me l akukan p in jaman; 

b. kewaj iban Pemerintab Daerab u n t u k menyelenggarakan u r u s ^ 

pemerinta l ian Daerab dan membayar tagiban p ibak ketiga; 

c. Pener imaan Daerab; 

d. Pengeluar£m Daerah; 

e. kekayaan Daerab yang dikelola sendir i a t a u oleb p ibak la in berupa ua i i g 

sura t berl iarga, piutang, barang, serta bak la in yang dapat dini la i d e n g ^ 

uang, t e rmasuk kekayaan Daerah yang d ip i sahkan; dan/atau 
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.Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah 

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan pemerintah. 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasardasar, 

konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih 

oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuti kebutuhan 

pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan 

laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. 

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD 

adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan 

elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi 

sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan 

Daerah. 

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi 

dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan 

Pemerintah Daerah. 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluds- 

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

. Hari adalah hari kerja. 

Pasal 2 

Keuangan Daerah meliputi: 

a. hak Pemerintah Daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi Daerah 

serta melakukan pinjaman, 

kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan 

pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, 

Penerimaan Daerah, 

Pengeluaran Daerah, 

kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, 

surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan 

uang, termasuk kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan/atau 
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f. k ekayaan p ihak la in yang d i kuasa i oleh Pemerintah Daerah da lam rangka 

penyelenggaraan tugas Pemer intahan Daerahi dan/a tau kepentingan u m u m 

Pasa l 3 

(1) Pengelolaan Keuangan Daerah d i l a k u k a n secara tertib, efisien, ekonomlis 

efektif, t nmspa ran , dan bertanggung j awab dengan memperbat ikan r a s a 

keadi lan, kepatutan, manfaat u n t u k masyaj-akat, serta taat pada ketentu an 

Pera turan Perundang-undangan. 

(2) Pengelolaan Keuangan Daerab sebagaimiana d imaksud pada ayat ^1 

d iwu judkan da lam A P B D . 

(3) A P B D selaagaimana d imaksud pada aysit (2) merupakan dasar hkg 

Pemerintab Daereih u n t u k m e l a k u k a n Pener imaan dan Pengeluaran Daerah 

B A B I I 

P E N G E L O L A KEUANGAN D A E R A H 

Bag ian Kesa tu 

Pemegang K e k u a s a a n Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasa l 4 

(1) Wal i Kota s e l aku pemegang k e k u a s a a n Pengelolaan Keuangan Daerab d ^ 

mewaki l i Pemerintab Daerab da lam kepemilikem kekayaan Daerab yang 

d ip i sahkan . 

(2] Pemegang k e k u a s a a n Pengelolaan Keuangan Daerab sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) mempunya i kewenangan: 

a . m e n y u s u n Rancangan Pera turan Daerab tentang APBID, Rancangan 

Pera turan Daerab tentang Perubahan A P B D , dan Rancangan Peraturaik 

Daerab tentang Pertanggungjawaban Pek iksanaan A P B D ; 

b. mengajukan Rancangan Pera turan Da(;rab tentang A P B D , Rancangan 

Pera turan Daerab tentang Perubahan A P B D , dan Rancangan Pera turan 

Daerab tentang Pertanggungjawaban Pe laksanaan A P B D kepada DP]^> 

u n t u k d ibahas bersama; 

c. menetapkan Pera turan Daerah tentang A P B D , Rancangan Pera turan 

Daera l i tentang Perubahan A P B D , dan Rancangan Per i i turan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pe laksanaan A P B D yang telab menda])ajt 

persetujuan bersama D P R D ; 

d. menetapkan keb i jakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerab; 
F E R A E 

D A E 
J G K A T 
R A H 

K A B A G A S I S T E N S E I :DA   

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

: IYu 

kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan Hana, 

Pasal 3 

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, 

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa 

keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketenaran 

Peraturan Perundang-undangan. 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diwujudkan dalam APBD. 

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi 

Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daer 

BAB II 

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

Bagian Kesatu 

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah | 

Pasal 4 

Wali Kota selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang 

dipisahkan. 

Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mempunyai kewenangan: | 

a. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancang 

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Peratu 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 

b. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DP 

untuk dibahas bersama, 

c. menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah mendapat 

persetujuan bersama DPRD, 

d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, 
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e. mengambil t indakan tertentu da lam keadaan mendesak terka i 

Pengelolaan Keuangan Daerab yang sangat d ibutubkan oleb Daerah 

dan/a tau masyarakat ; 

f. menetapkan keb i jakan pengelolaan APBCi ; 

g. menetapkan KPA; 

b. menetapkan Bendabara Pener imaan dan Bendabara Pengeluaran; 

i . menetapkan pejabat yang bertugas me la i iukan pemungutan Pajak Daerbh 

dan Retr ibus i Daerab; 

j . menet£ipkan pejabat yang bertugas m e l a k u k a n pengelolaan Utang dan 

P iutang Daerab; 

k. menetapkan pejabat yang bertugas me l akukan pengujian a tas tagiban. 

dan m( ;mer intabkan pembayaran; 

1. menetapkan pejabat l a innya da lam rangka Pengelolaan Keuangan Daer ah 

sesua i Pera turan Perundang-undangan; dan 

m. me l aksanakan kewenangan la in sesua i dengan ketentuan Peraturkr 

Perundang-undangan. 

(3) Da l am me laksanakan kekuasaan sebagaimana d imaksud {:>ada ayat (1) 

Wal i Kota me l impahkan sebagian a t au se lurub k e k u a s a a n n y a yang berupa 

perencanaan, penganggaran, pe laksanaan, penatausabaan, j jc laporan dan 

pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerab kepada Pc ja ta t 

Perangkat Daerab. 

(4) Pejabat Perangkat Daerab sebagaimana d imaksud pada ayat (3) terdiri a tas : 

a . Sekretar is Daerab se laku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerab; 

b. Kepala S K P K D se laku PPKD ; dan 

c. Kepala S K P D se l aku PA. 

(5) Pe l impahan sebagian a tau se lurub k e k u a s a a n sebagaimana d imaksud pada 

ayat (3) d idasarkan pada pr ins ip pemisaJian kewenangan an ta ra yang 

memerintaibkan, menguji, dan mener ima, a t au menge luarkan uang. 

(6) Pe l impahan k e k u a s a a n sebagaimana d imaksud pada ayat (3) d i t e t a p k ^ 

dengan Kepu tusan Wal i Kota. 

Pasa l 5 

(1) Wal i Kota se laku wak i l Pemerintab Daerab dalam kepemi l ikan kekayaan 

Daerab y£ing d ip i sahkan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 4 ayat 

berkedudukan sebagai pemil ik modal pada perusabaan u m u m Daerab a t ^ u 

pemegang sabam pada perseroan Daerah . 
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e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah 

dan/atau masyarakat, 

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBI), 

g. menetapkan KPA, 

h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, 

pe
na
 

. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutar: Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah: 

j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan 

Piutang Daerah, 

k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan 

dan memerintahkan pembayaran, 

Il. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah 

sesuai Peraturan Perundang-undangan, dan 

m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. | 

  

Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Wali Kota melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat 

Perangkat Daerah. 

Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: 

a. Sekretaris Daerah selaku koordinator Perigelolaan Keuangan Daerah, 

b. Kepala SKPKD selaku PPKD, dan 

c. Kepala SKPD selaku PA. 

Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang 

memerintahkan, menguji, dan menerima, atau mengeluarkan uang. 

Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapk: 

dengan Keputusan Wali Kota. 

Pasal 5 

Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan 

Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau 

pemegang saham pada perseroan Daerah. 
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(2) Ketentuan mengenai Wal i Kota se laku wak i l Pemerintah Daerah dalEin 

kepemilikem kekayaan Daerah yang dipisahLian sebagaimana d imaksud pa l a 

ayat (1) d i l aksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang 

undangan, 

Bag ian Kedua 

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasa l 6 

(1) Sekretar is Daerab se l aku koordinator Pengelolaan Keuangan D a e r ^ 

sebagaimana d imaksud pada Pasa l 4 ayat (4) b u r u f a mempunya i tugas: 

a . koordinasi da lam Pengelolaan Keuangan Daerab; 

b. koordinasi dibidang penyusunan rancangan A P B D , rancangan p e r u b a b ^ 

A P B D , dan rancangan pertanggungjawaban pe laksanaan A F B D ; 

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanEian APBD; 

d. memb<;rikan persetujuan pengcsahan DPA S K P D ; 

e. koordinasi pe laksanaan tugas l a innya dibidang Pengelokian K c u a n g ^ 

Daerab sesua i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

f. memimpin TAPD. 

(2) Da l am me laksanakan tugasnya sebagaimana d imaksud pada ayat (11) 

koordinator Pengelolaan Keuangan Daerab bertanggung j awab kepad; 

Wa l l Kota. 

Bag ian Ketiga 

PPKD 

Pasa l 7 
(1) Kepa la S K P K D se laku PPKD mempunya i tuggis: 

a . menjo isun dan me l aksanakan keb i jakan Pengelolaan Keuangan Daerah 

b. m e n y u s u n Rancangan Pera turan Daerab tentang A P B D , Rancangkn 

Pera turan Daerah tentang Perubahan A P B D , dan Rancangan Peratur an 

Daerab tentang Pertanggungjawaban Pe laksanaan A P B D ; 

c. melaksianakan pemungutan Pendapatan Daerab yang telal i d iatur dal^m 

Pera turan Daerah; 

d. melaksianakan fungsi B U D ; dan 

e. melaksianakan tugas l a innya sesua i dengan ketentuan P e r a t u r ^ 

Perundang-undangan. 
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Ketentuan mengenai Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah dalam 

kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 

undangan. 

Bagian Kedua 

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 6 

Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas: 

a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, 

b. koordinasi dibidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan 

APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 

Cc. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APRD: 

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD, 

e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya dibidang Pengelolaan Keuangan 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 

f. memimpin TAPD. 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada 

Wali Kota. 
  

Bagian Ketiga 

PPKD 

Pasal 7 

Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah: 

b. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 

c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam 

Peraturan Daerah, 

d. melaksanakan fungsi BUD, dan 

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 
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(2) PPKD dal i im me l aksanakan fungsinya selaJcu B U D sebagaimana dimaks^ic. 

pada ayat (1) b u r u f d berwenang: 

a . menyusun keb i jakan dan pedoman pe laksanaan A P B D ; 

b. mengesabkan DPA S K P D ; 

c. me l akukan pengendalian pe laksanaan A P B D ; 

d. memb(;r ikan petunjuk teknis pe laksanaan s is tem pener imaan dpn 

pengeluaran k a s Daerab; 

e. melaks;anakan pemungutan pajak Daerab; 

f. menet i ipkan SPD ; 

g. meny iapkan pe laksanaan p in jaman dan pemberian jamiinan atas nai|i8 

Pemerintab Daerab; 

b. melaksianakan s is tem a k u n t a n s i dan pelaporan Keuangan E»aerab; 

i . menya j ikan informasi Keuangan Daerab; dan 

j . me l akukan pencatatan dan pengesaban da lam bal P e n e r i m a ^ 

Daera l i dan Pengeluaran Daerab sesua i ketentuan pera turan 

perundangundangan, t idak d i l akukan mela lu i Rekening K a s Umi jm 

Daera l i . 

Pasa l 8 

(1) PPKD se l aku B U D mengusu lkan pejabat di l ingkungan S K P K D kepajia 

Wal i Kota untuk ditetapkan sebagai K u a s a B U D . 

(2) K u a s a B U D sebagaimana d imaksud pada ayat (1) ditetapkan d e n g ^ 

keputusan Wal i Kota. 

(3) K u a s a BUD sebagaimana d imaksud pada ayeit (1) mempunya i tugas: 

a . menyisipkan Anggaran K a s ; 

b. menyisipkan SPD ; 

c. menerbi tkan SP2D; 

d. memar i tau pe laksanaan pener imaan dan pengeluaran A P B D oleb bahk 

dan/a tau lembaga keuangan l a innya ysmg telab d i tunjuk; 

e. mengusahakan dsm mengatur dana yang d iper lukan da lam pelaksanadri 

A P B D ; 

f. meny impan uang Daerab; 

g. me l aksanakan penempatan uang Daerab dan mengelol^/ 

mena tausabakan investasi ; 
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(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d berwenang: 

a. 

b. 

K 

d. 

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD: 

mengesahkan DPA SKPD, 

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD: 

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas Daerah: 

melaksanakan pemungutan pajak Daerah, 

menetapkan SPD, 

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama 

Pemerintah Daerah: 

melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah, 

menyajikan informasi Keuangan Daerah, dan 

melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan 

Daerah dan Pengeluaran Daerah sesuai ketentuan peraturan 

perundangundangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum 

Daerah. 

Pasal 8 

(1 PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada 

Wali Kota untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD. 

(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

keputusan Wali Kota. 

(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tiagas: 

a. 

b. 

Cc. 

menyiapkan Anggaran Kas, 

menyiapkan SPD, 

menerbitkan SP2D: 

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank 

dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk, 

mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan 

APBD, 

menyirnpan uang Daerah, 

melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelola/ 

menatausahakan investasi: 
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h . me l akukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Bebpr, 

A P B D ; 

i . me l aksanakan Pemberian P in jaman Daersib a tas n a m a Pemerintjab 

Daerab; 

j . me l akukan pengelolaan Utang dan P iutang Daerab; dan 

k. me l akukan penagiban Piutang Daerab. 

(4) K u a s a B U D sebagaimana d imaksud pada ayat (1) bertanggung j awab kepajd; 

P P K D se l aku B U D . 

Pasa l 9 

Wal i Kota a tas u s u l B U D dapat menetapkan k;bib dar i 1 (satu) K u a s a B U D di 

l ingkungan S K P K D dengan pert imbangan besaran j u m l a b uang yang dikelola 

beban kerja, lokas i , dan/a tau rentang kendal i . 

Bag ian Keempat 

PA 

Pasa l 10 

(1) Kepa la S K P D se laku PA mempunya i tugas: 

a . m e n y u s u n R K A S K P D ; 

b. menja jsun DPA S K P D ; 

c. me l akukan t indakan yang mengakibatkan pengeluarari a tas B e b ^ i 

anggaran belanja; 

d. me l aksanakan anggaran S K P D yang d ip impinnya; 

e. me l akukan pengujian a tas tagiban dan memer in tabkan pembayaran; 

f. me l aksanakan pemungutan retr ibusi Daerab; 

g. mengadakan ikatan/per janj ian ker ja s a m a dengan p ihak la in da lam batja^ 

anggaran yang telab ditetapkan; 

b. menandatangani SPM; 

i . mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung j awab SKf*Ef 

yang d ip impinnya; 

j . m e n y u s u n dan menyampa ikan laporan keuangan S K P D yajng 

dip impinnya; 

k. mengawasi pe laksanaan anggaran S K P D yang dip impinnya; 

1. menetapkan P P T K dan P P K S K P D ; 
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h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban 

APBD, 

i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah 

Daerah:   j-. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah, dan 

k. melakukan penagihan Piutang Daerah. 

(4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada 

PPKD selaku BUD. 

Pasal 9 

Wali Kota atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di 

lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, 

beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali. | 

| 

Bagian Keempat 

PA 

Pasal 10 

(1) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas: 

a. menyusun RKA SKPD, 

b. menyusun DPA SKPD: 

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban 
|   anggaran belanja, 

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya: 

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, 

f. melaksanakan pemungutan retribusi Daerah, 

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lan dalam batas 

anggaran yang telah ditetapkan, 

h. menandatangani SPM, 

i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD 

yang dipimpinnya, 

j- menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 

dipimpinnya: 

k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, 

Il. menetapkan PPTK dan PPK SKPD, 
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m. menetapkan pejabat l a innya da lam SKPE) yang dipimpinnyti da lam rangka 

Pengelolaan Keuangan Daerab; dan 

n . me l aksanakan tugas l a innya sesua i dengan ketentuan Pe ra turan 

Perundang-undangan. 

(2) PA bertanggung j awab atas pelaksanaian tugas dan wewenangnya 

sebagaimima d imaksud pada ayat (1) kepada Wal i Kota mela lui Sekretar is 

Daerah . 

Bag ian Ke l ima 

KPA 

Pasa l 11 

( l l PA dapat me l impahkan sebagian kewenangannya kepada kepa la Uni t S K | p e ! ) 

se laku KPA, kecua l i d i tentukan la in oleb peraturan perundang-undangan. 

(2) Pelimpabsm kewenangan sebagaimana dimsiksud pada ayat (;L) berdasarkjaili 

pert imbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi , dan/a tau rentang kendal i , 

(3) Pelimpabein kewenangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) ditetapklaii 

oleb Wal i Kota atas u s u l kepa la S K P D . 

(4) Pelimpabem kewenangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) mel iputi : 

a . me l akukan t indakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Bebjmi 

anggai-an belanja; 

b. me l aksanakan anggaran Uni t S K P D yang d ip impinnya; 

c. me l akukan pengujian a tas tagiban dan memer in tabkan pembayaran; 

d. mengadakan ikatan/per janj ian ker ja s a m a dengan p ibak la in da lam ba^ i^ 

anggaran yang telab ditetapkan; 

e. me l aksanakan pemungutan retr ibusi daerab; 

f. mengawasi pe laksanaan £mggaran yang menjadi tanggung j awabnya ; dah 

g. me l aksanakan tugas KPA la innya sesua i dengan ketentuan Pera turan 

Perundang-undangan. 

(5) Da l am me l aksanakan kewenangan sebagaimana d imaksud pada ayat (4) Kp/. 

bertanggung j awab kepada PA. 

Bag ian Keenam 

PPTK S K P D 

Pasa l 12 

(1) PA/KPA dalam me laksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/U| i i 

S K P D se laku PPTK. 
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m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka 

Pengelolaan Keuangan Daerah, dan 

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

(2) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Sekretaris 

Daerah. 

Bagian Kelima 

KPA 

Pasal 11 

(11) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD 

selaku KPA, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 

(2!) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 

pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali. 

(3! Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

oleh Wali Kota atas usul kepala SKPD. 

(4! Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban 

anggaran belanja, 

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya, 

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, 

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas 

anggaran yang telah ditetapkan, 

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah, 

f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang raenjadi tanggung jawabnya, dan 

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

(5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud paca ayat (4) KPA 

bertanggung jawab kepada PA. 

Bagian Keenam 

PPTK SKPD 

Pasal 12 

(1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit 

SKPD selaku PPTK. 
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(21 PPTK sebagaimana d imaksud pada ayat (1| bertugas membantu tugas dan 

wewenang; PA/KPA. 

(3) Da l am me laksanakan tugas dan wewenang sebagaimana d imaksud pada â jrajt 

(2), PPTK bertanggung j awab kepada PA/KPA. 

Pasa l 13 

( i ; Penetapan PPTK sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 12 ayat (1) berdasarklaik 

pert imbangan kompetensi j aba tan , besaran anggaran kegiatan, beban ker ja 

lokas i , rentang kendal i , dan/a tau pert imbangan objektif l a innya yang 

kr i t e r ianya ditetapkan Wal i Kota. 

(2) PPTK sebagaimana d imaksud pada ayat (1) m c r u p a k a n Pegawai ASN yaing 

menduduld j aba tan s t r u k t u r a l sesua i dengan tugas dan fungsinyi i 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

(3) Da l am ba l t idak terdapat Pegawai ASN yang menduduk i j aba tan struktui ja l , 

PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional u m u m se laku PPTK yang 

kr i t e r ianya ditetapkan Wal i Kota. 

(4) D a l a m ba l t idak terdapat Pejabat Fungs iona l U m u m sebagaimana d imaksud 

pada ayat (3), PA/KPA dapat menetapkan Pejabat Fungs iona l tertentu selajku 

PPTK. 

Bag ian Ketujub 

PPK S K P D 

Pasa l 14 

(1) Kepala S K P D se l aku PA menetapkan PPKi S K P D sebagaimana dimaksi ic l 

dalam Pasa l 10 ayat (1) b u r u f 1 u n t u k me laksanakan fungsi tata u s a b a 

keuangan pada S K P D . 

(2) PPK-SKPE i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) mempunya i tugas djan 

wewenang: 

a . me l akukan veri f ikasi SPP-UP, S P P - G U , SPP -TU , dan S P P - L S beserta bujctf 

ke lengkapannya yang d ia jukan oleb Bendabara Pengeluaran; 

b. meny iapkan SPM; 

c. me l akukan veri f ikasi laporan pertanggungjawaban B e n d a b ^ a 

Pener in iaan dan Bendabara Pengeluaran ; 

d. me l aksanakan fungsi a k u n t a n s i pada S K P D ; dan 

e. m e n y u s u n laporem keuangan S K P D . 
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PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1j bertugas membantu tugas dan 

wewenang PA/KPA. 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA. 

Pasal 13 | 

Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan 

pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, beban kerja, 

lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang 

kriterianya ditetapkan Wali Kota. 

PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang 

menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan. | 

Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, 

PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang 

kriterianya ditetapkan Wali Kota. 

(4) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional Umum sebagaimana dimaksud 

(1) 

(2) 

pada ayat (3), PA/KPA dapat menetapkan Pejabat Fungsional tertentu selaku 

PPTK. 

Bagian Ketujuh 

PPK SKPD 

Pasal 14 

Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK. SKPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 ayat (1) huruf 1 untuk melaksanakan fungsi tata usaha 

keuangan pada SKPD. 

PPK-SKPD!/ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunvai tugas 

wewenang: 

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti 

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, 

b. menyiapkan SPM, 

c. melakukan verifikasi laporan  pertanggungjawaban Bendahara 

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran: 

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD, dan 

e. menyusun laporan keuangan SKPD. 
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(3) PPK-SKPE) sebagaimana d imaksud pada ayat (1) t idak meraugkap sebagai 

pejabat dan pegawai yang bertugas me l akukan pemungutan pajak Dae jab 

dan retr ibusi Daerab, Bendabara Pener imaan, Bendabara Pengeluaran 

dan/a tau PPTK. 

Bag ian Kedelapan 

Pejabat Penatausabaan Keuangan Uni t S K P D 

Pasa l 15 

( l l D a l a m ba l PA me l impabkan sebagian kewimangannya kepada KPA ka r ena 

pert imbangan sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 11 ayat (2), P A 

menetapkan PPK Uni t S K P D u n t u k me l aksanakan fungsi ta ta usajh^ 

keuangan pada Uni t S K P D . 

(2) PPK Uni t S K P D sebagaimana d imaksud pads, ayat (1) mempuny a i tugas: 

a . me l akukan ver i f ikasi SPP -TU dan S P P - L S beserta bukt i kelengkapann|ya 

yang d ia jukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; 

b. meny iapkan SPM-TU dan SPM-LS , berdasarkan SPP -TU dan S P P - L S y ^ ^ 

d ia jukan oleb Bendabara Pengeluaran Pembantu; dan 

c. melsLkukan ver i f ikasi laporan pertanggungjawaban Bendabqra 

Pener imaan Pembantu dan Bendabara Pemgeluaran Pembantu. 

Bag ian Kesembik in 

Bendsihara Pener imaan dan Bendabara Pengeluaran 

Pasa l 16 

(1) Wa l i kota menetapkan Bendahara Pener imaan u n t u k me l aksanakan tuga i 

kebendaharaan dalam rangka pe laksanaan finggaran pendapatan pada S K l ' D 

atas u s u l PPKD se laku B U D . 

(2) Bendabara Pener imaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) memi l ik i tugas 

dan wewenang mener ima, menyimpsm, menyetor ke Rekening K a s U m u n i 

Daerab, mena tausabakan , dan mempertanggungjawabkan Pendapatjari 

Daerab yang di ter imanya. 

Pasa l 17 

(1) D a l a m ba] PA me l impabkan sebagian kewenangannya kepada ]:<PA, V/ali Kdti i 

dapat menetapkan Bendabara Pener imaan Pembantu pada un i t ker ja SKpEi 

yang bersangkutan. 
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(3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (i) tidak merangkap sebagai 

(| 

(2) 

(1) 

(2) 

pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak Daerah 

dan retribusi Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, 

dan/atau PPTK. 

Bagian Kedelapan 

Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD 

Pasal 15 

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena 

pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), PA 

menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha 

keuangan pada Unit SKPD. 

PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 

a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti Dasa 

yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu, 

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang 

diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan 

c. melakukan verifikasi laporan  pertanggungjawaban Bendahara 

Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

Bagian Kesembilan 

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 

Pasal 16 

Wali kota menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas 

kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD 

atas usul PPKD selaku BUD. 

Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas 

dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum 

Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan 

Daerah yang diterimanya. 

Pasal 17 

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Wali Kota 

dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit kerja SKPD 

yang bersangkutan. 
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(2) Bendahara Pener imaan Pembantu sebagaimana d imaksud pada ayat 

memi l ik i tugas dan wewenang sesua i dengan l ingkup penugasan yqng 

ditetapkan Wal i Kota. 

Pasa l 18 

(1) Kepa la S K P D atas u s u l Bendahara Pener imaan dapat menetapkan pegawai 

yang bertugas membantu Bendabara Pener imaan u n t u k meningkatkan 

efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah . 

(2] Pegawai yang bertugas membantu Bendgibara Pener imaan sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) me laksanakan tugas dan wewenang sesua i dengjan 

l ingkup pemugasan yang ditetapkan Kepala S;KPD. 

Pasa l 19 

(1) Wa l i KotcL a tas u s u l PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran u n t i i l i 

me laksan j ikan tugas kebendaharaan da lam rangka pe laksanaan anggarjan 

belanja pada S K P D . 

(2) Bendabara Pengeluaran sebagaimana d imaksud pada ayat (1) memi l ik i tu^as 

dan wewenang sebagai ber ikut: 

a . mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GjU 

SPP T U , dan SPP L S ; 

b. mener ima dan meny impan UP, G U , dan T U ; 

c. me l aksanakan pembayaran dar i UP, G U , dan T U yang dikelolanya; 

d. menokik per intah bayar dar i PA yang t idak sesua i dengan k e t e n t u ^ 

Pera turan Perundang-undangan; 

e. menelit i ke lengkapan dokumen pembayaran; 

f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administrat i f kepada pA 

dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada B U D secalra 

periodik; dan 

g. memungut dan menyetorkan pajak sesua i dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

(3) Da l am bail PA me l impahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana 

d imaksud da lam Pasa l 11 ayat (1) dan ayat (2), Wal i Kota atas u s u l PPIfD 

menetapkan Bendabara Pengeluaran Pembantu. 

(4) B e n d a b a m Pengeluaran pembantu sebagaimana d imaksud pada ayat 

memi l ik i tugas dan wewenemg: 
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(2) Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (Ii) 

(1) 

(2) 

(2) 

(3) 

(4) 

memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang 

ditetapkan Wali Kota. 

Pasal 18 

Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai 

yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan 

efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah. 

Pegawai vang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan 

lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD. 

Pasal 19 

Wali Kota atas usul PPKD menctapkan Bendahara Pengeluaran untuk 

melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran 

belanja pada SKPD. 

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas 

dan wewenang sebagai berikut: 

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, 

SPP TU, dan SPP LS, 

b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU, 

c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya, 

d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan, 

e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran, | 

A f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada 

dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara 

periodik, dan 

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Wali Kota atas usul PPKD 

menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

memiliki tagas dan wewenang: 
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a . mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan S P P LS 

b. mener ima dan meny impan pel impaban U P dar i Bendabara Pengeluaran 

c. mener ima dan meny impan T U dar i B U D ; 

d. melaksianakan pembayaran atas pe l impal ian U P dan T U yang dikelolanyta 

e. menokik perintab bayar dar i KPA yang t idak sesua i dengan ketentuan 

pera turan perundang-undangan; 

f. menelit i ke lengkapan dokumen pembayaran; 

g. memungut dan menyetorkan pajak sesua i dengan ketentuan P e r a t u r ^ 

perundang-undangan; dan 

h . membuat laporan pertanggungjawaban secara administrat i f kepada K P A 

dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara 

Pengeluaran secara periodik. 

Pasa l 20 

(1) Kepa la S K P D atas u s u l Bendahara Pengelui iran dapat menet i ipkan pegav^a. 

yang bertugas membantu Bendabara Pengeluaran u n t u k meningkatkan 

efektifitas pengelolaan Be lan ja Daerab. 

(2) Pegawai >'ang bertugas membantu Bendabara Pengeluaran sebagaimaha. 

d imaksud pada ayat (1) melaksanakam tugeis dan wewenang sesuai dengan 

l ingkup penugasan yang ditetapkan Kepa la S K P D . 

Pasa l 2 1 

Bendabara Pener imaan dan Bendabara Pengelu£iran di larang: 

a. melcikukaj i kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan p e n j u a l ^ 

j a s a ; 

b. bert indak sebagai dan/a tau penjamin atas kegiatan, pekerjaan, p e n j u a l ^ . 

j a s a ; dan 

c. meny impan uang pada s u a t u bank a tau lembaga keuamgan l a innya atja^ 

n a m a pr ibadi ba ik secara langsung m a u p u n tidak langsung. 

Bag ian Kesepulub 

TAPD 

Pasa l 22 

(1) D a l a m proses penyusunan A P B D , Wal i IKota d ibantu oleli TAPD yang 

dipimpin oleb Sekretar is Daerab. 
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a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS, 

b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran 

Cc. menerima dan menyimpan TU dari BUD, 

d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya, 

e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, 

f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran, 

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan 

peruncddang-undangan, dan   
h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA 

dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara 

| 
| 

| 

Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan bet 

Pengeluaran secara periodik. 

Pasal 20 

yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan 

efektifitas pengelolaan Belanja Daerah. | 

Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan 

lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD. 

Pasal 21 

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang: 

a. 

b. 

Cc. 

(1) 

melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan 

jasa, 

bertindak sebagai dan/atau penjamin atas kegiatan, pekerjaan, penjualan 

jasa: dan 

menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas 

nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Bagian Kesepuluh 

TAPD 

Pasal 22 

Dalam proses penyusunan APBD, Wali Kota dibantu oleh TAPD yang 

dipimpin oleh Sekretaris Daerah. 
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(2) TAPD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) terdiri a tas Pejabat Perencangi 

Daerab, Pl^KD, dan pejabat l a in sesua i dengan kebutuban . 

(3) TAPD sebtigaimana d imaksud pada ayat (1) mempunya i tugas: 

a . membi ibas keb i jakan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

b. menyusun dan membabas rancangan K U A a tau rancangan p e r u b a b ^ 

KUA; 

c. m e n y u s u n dan membabas rancangan PPAS a tau rancang;an pcrubahjarL 

PPAS; 

d. m e l a k u k a n ver i f ikasi R K A - S K P D ; 

e. membi ihas rancangan A P B D , rancangan Perubahan A P B D , atjau 

rancangan Pertanggungjawaban A P B D ; 

f. membjihas bas i l eva luas i A P B D , Pe rubahan APBD, at|au 

Pertanggungjawaban A P B D ; 

g. me l akukan ver i f ikasi rancangan DPA SKPD/rancangan pi j rubaban D^A. 

S K P D ; 

b. menyifipksm sura t edaran Wal i Kota tentang pedoman penyusunan RI^A: 

dan 

i . me l aksanakan tugas l a in sesua i dengan ketentuan pera turan perundang-

undangan. 

(4) Da l am me laksanakan tugas TAPD sebagaimana d imaksud pada ayat (3 

dapat mel ibatkan ins tans i sesua i dengan keh»utuban. 

B A B I I I 

A P B D 

Bag ian Kesa tu 

U m u m 

Pasa l 23 

(1) A P B D d i s u s u n sesua i dengan kebutuban penyelenggaraan U r u s a n 

Pemer intahan Daerab yang menjadi kewenangan Daerab dan kemampuan 

Pendapatan Daerab. 

(2) A P B D sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i s u s u n dengan m e m p e d o m ^ i 

KUA-PPASl yang d idasarkan pada R K P D . 

(3) A P B D mempunya i fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, aloka|si 

d is t r ibus i , dan stabi l isas i . 

F'ERANGKAT KABAG 
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(2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (i) terdiri atas Pejabat Perencana 

(3) 

(4) 

Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. 

TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rraempunyai tugas: 

a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, 

b. menyusun dan membahas rancangan KUA atau rancangan perubahan 

KUA, 

c. menyusun dan membahas rancangan PPAS atau rancangan perubahan 

PPAS, 

d. melakukan verifikasi RKA-SKPD: 

e. membahas rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD, atau 

rancangan Pertanggungjawaban APBD, 

f. membahas hasil evaluasi APBD, Perubahan APBD, atau 

Pertanggungjawaban APBD, | 

g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD/rancangan perubahan DPA 

SKPD, | 

h. menyiapkan surat edaran Wali Kota tentang pedoman penyusunan RKA, 

dan | 

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan terundang 

undangan. 

Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan. 

BAB III 

APBD | 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 23 

(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan 

Pendapatan Daerah. 

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani 

KUA-PPAS yang didasarkan pada RKPD. 

(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, 

distribusi, dan stabilisasi. 
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(4) A P B D , pei-ubahan A P B D , dan pertanggungjawaban pelaksanasin A P B D set ap 

t abun ditetapkan dengan Pera turan Daerab sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

Pasa l 24 

(1) S e m u a P imer imaan Daerah dan Pengeluaran Daerab dalam bentuk uaing 

dianggarkan dalam A P B D . 

(2) Penerimatm Daerab sebagaimana d imaksud pada ayat (1) terdiri a tas : 

a . Pendapatan Daerah; dan 

b. Pener imaan Pembiayaan Daerab. 

(31 Pengeluarsm Daerab sebagaimana d imaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a . Be lan ja Daerab; dan 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerab. 

(4) Penerimatm Daerab yang dianggarkan da lam A P B D sebagaimana dimakstud 

pada ayat (2) me rupakan r encana Pener imaan Daerah yang t e rukur secara 

ras iona l yang dapat dicapai u n t u k setiap sumber Pener imaan Daerab daiti 

be rdasarkan pada ketentuan Pera turan Perundang-undangan. 

(5) Pengeluaran Daerab yang dianggarkan da lam A P B D sebagaimana d imaksud 

pada ayat (3) merupakan rencana Peng(3luaran Daerab sesua i dengjan 

kepastism tersedianya dana atas PenerimsLan Daerab da lam j u m l a b yqng 

cukup . 

(6) Setiap Pengeluaran Daerab sebagaimana d imaksud pada eiyat (3) baiju^ 

memi l ik i dasar b u k u m yang melandas inya. 

(7) Se lurub Pener imaan Daerab dan Pengeluaran Daerab sebagaimana dimaksjud 

pada ayat (1) d ianggarkan secara bruto da lam A P B D . 

Pasa l 25 

Ssituan b i tung da lam A P B D adedab mata uang rup iab . 

Pasa l 26 

A I ' B D merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah da lam m a s a 1 (satu 

t abun anggaran sesua i dengan Pera turan Perundang-undangan mengeijiaji 

keuangan negara. 

Bag ian Kedua 

S t r u k t u r A P B D 

Pasa l 27 

(1) A P B D merupakan s a t u kesa tuan yang terdiri a tas : 
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(4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap 

tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 24 

(1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang 

dianggarkan dalam APBD. 

(2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Pendapatan Daerah, dan 

b. Penerimaan Pembiayaan Daerah. 

(3! Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Belanja Daerah, dan 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah. 

(4! Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara 

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan 

berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(S5) Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan 

kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang 

cukup. 

(61 Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 

memiliki dasar hukum yang melandasinya. 

(7! Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD. 

Pasal 25 

Satuan hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah. 

Pasal 26 

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) 

tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai 

keuangan negara. 

Bagian Kedua 

Struktur APBD 

Pasal 27 

(1!) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: 
  

| PERANGKAT | KABAG 
DAERAH HUKUM Make SEKDA 
  

-             

N |



- 23 -

a. Pendapatan Daerah ; 

b. Be lan ja Daerab; dan 

c. Pembiayaan Daerab. 

(2) A P B D se taga imana d imaksud pada ayat (1) d ik las i f ikas ikan menuru t U r u s a n 

Pemerintaiban Daerab dan Organisas i yang ditetapkan sesua i dengan 

ketentuan Pera turan Perundang-undangan. 

(3) K las i f ikas i A P B D menurut U r u s a n Pemer intahan Daerab dan Organislasi 

sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i sesua ikan dengan kebutuban Daeqah 

berdasart :an ketentuan Pera turan Perundang-undangan. 

Pasa l 28 

(1) Pendapatan Daerab sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 27 ayat (1) hun^ f a 
i 

mel iput i siemua pener imaan uang mela lui Rekening K a s U m u m Daerab ydng 
1 

t idak per lu dibayar kembal i oleb Daerab dan pener imaan la inr ya yang sespai 

peraturan perundang-undangan d i aku i S(;bagai penambab ekui tas yqm 

merupakgin bak Daerab da lam 1 (satu) t abun anggaran. 

(2) Be lan ja Daerah sebagaimana d imaksud didam Pasa l 27 ayat (1) b u m 

mel iput i s emua pengeluaran dar i Rekening K a s U m u m Daerab yang t idak 

per lu di ter ima kembal i oleb Daerab dan pengeluaran lainnj^a yang sesuali 

peraturan pemndang-undangan d iaku i s ihaga i pengurang ekui tas yang 

m e m p a k a n kewaj iban Daerab da lam 1 (satu) t abun anggaran. 

(3) Pembiayaan Daerab sebagaimana dimaksud. da lam Pasa l 27 ayat (1) b u r u f 

mel iput i s emua pener imaan yang per lu dibayar kembal i dan/atap 

pengeluaran yang a k a n di ter ima kembal i , baik pada t abun anggaran ym 

berkenaan m a u p u n pada t abun anggaran ber ikutnya . 

Bag ian Ketiga 

Pendapatan Daerab 

Pasa l 29 

Pendapatan Daerab dir inc i m e n u m t U m s a n Pemer intahan Daerab, organises! 

j en is , obyek, dan r inc ian obyek Pendapatan Daerab. 

Pasa l 30 

Pemdapatan Daerab terdir i a tas : 

a . Pendapabm As l i Daerab; 

b. pendapatan transfer; dan 

c. la in- la in Pendapatan Daerab Yang Sab . 
I 'ERAE 

D-A-E 
GKAT 
tAH 
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a. Pendapatan Daerah, 

b. Belanja Daerah, dan 

c. Pembiayaan Daerah. 

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi yang ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebituhan Daerah 

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 28 

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a 

meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang 

tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainrya yang sesuai 

peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang 

merupakan hak Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b 

meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak 

perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai 

peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang 

merupakan kewajiban Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksuc dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c 

meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

Bagian Ketiga 

Pendapatan Daerah 

Pasal 29 

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, 

jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah. 

Pasal 30 

Pendapatan Daerah terdiri atas: 

a. 

b. 

Cc. 

Pendapatan Asli Daerah, 

pendapatan transfer, dan 

lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 
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P a s a l S l 

(1) Pendapatgin As l i Daerah sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 30 buruf 

mel iputi : 

a . Pajak Daerah ; 

b. Retr ibus i Daerab; 

c. bas i l pengelolaan kekayaan Daerab yang d ip i sahkan; dan 

d. l a inda in Pendapatan As l i Daerah Yang S i ih . 

(2) Pendapatem Pajak Daerab dan Retr ibus i Daerab sebagaimana d imaksud paid 

ayat (1) b u r u f a dan b u r u f b mel iput i pendapatem sesua i dengan ketentua i i 

Peraturem Perundemg-undangan yang mengatur mengenai Pajak Daerah djai^ 

Retr ibus i IDaerab. 

(3] Has i l Pengelolaan Kekayaem Daerab Yang D ip i sahkan sebagedmana d imaksud 

pada ayat (1) b u r u f c merupeikan Pener imaan Daerab a tas beisil Penyertaaiji 

Modal Daerab. 

(4] Leiin-lain Pendapatan As l i Daerab Yang Seih sebagaimana d imaksud pa|d^ 

ayat (1) b u r u f d terdiri a tas : 

a . bas i l ptenjualan B M D yang t idak dipisabkian; 

b. bas i l piemanfaatan B M D yang t idak d ip i sahkan; 

c. bas i l k:erja s a m a daerab; 

d. j a s a giro; 

e. bas i l piengelolaan dana bergulir; 

f. pendapatan bunga; 

g. pener imaan atas tun tu tan ganti kerug ian Keuangan Daerahi; 

b. pener imaan komis i , potongan, a t au bentuk l a in sebagai akibat penjualr in 

tukar -menukar , bibab, a s u r a n s i , dan/a tau pengadaan bsnang dan jg.sfi 

t e rmasuk pener imaan a tau pener imaan la in sebagai akibai: peny impanan 

uang pada bank, pener imaan dar i bas i l pemanfaatan barang Daerab a t au 

dar i Ki^giatan l a innya merupakan Pendapiatan Daerab; 

i . pener imaan keuntungan dar i se l is ih n i l a i t u k a r rup iab terhadap m^t^ 

uang fising; 

j . pendapatan denda atas keter lambatan pe laksanaan pekerjaan; 

k. pendapatan denda pajak daerab; 

1. pendapatan denda retr ibus i daerab; 

m. pendapatan bas i l eksekus i a tas j a m i n a n ; 

n . pendapatan dar i pengembalian; 

T>ERA 
DAB 

NGKAT 
IRAH HL 
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Pasal 3i 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a 

(2) 

(3) 

(4 

meliputi: 

a. Pajak Daerah, 

b. Retribusi Daerah, 

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan 

d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 

Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentulan 

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 
| 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimakspd 

pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil Penyertaan 

Modal Daerah. | 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d terdiri atas: | 

hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, 

hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, 

c. hasil kerja sama daerah, 

d. jasa giro, 

e. hasil pengelolaan dana bergulir, 

f. pendapatan bunga, 

g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah, 

h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, 

tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa 

termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan 

uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah atau 

dari Kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah, 

i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata 

uang asing, 

j- pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, 

k. pendapatan denda pajak daerah, 

Il. pendapatan denda retribusi daerah, 

m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, 

n. pendapatan dari pengembalian, 
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o. pendapatan dar i B L U D ; dan 

p. pendajoatan l a innya sesua i dengan kedentuan Peraturan Perundang-

undangan. 

Pasa l 32 
Pemerintah Daerah di larang: 

a. me l akukan pungutan a tau yang disebut ncima l a innya yang d ipersamakkn 

dengan pu ngutan di l ua r yang d ia tur dalam Peraturan Perundting-undangs n 

dan 

b. me l akukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, mengbamtjat 

mobil i tas penduduk, l a lu l intas barang dan j a s a antar daerab, dan Kegiatan 

ekspor/impor yang merupakan Program strategis nas iona l . 

Pasa l 33 

(1) Wal i Kota ;yang me l akukan pungutan sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 32 , 

d ikenai s a n k s i administrat i f sesua i dengan ketentuan Peraturtm Perundang-

undangan. 

(2) Has i l pungutan a tau yang disebut n a m a la innya sebagaimfina d imaksud 

pada ayat (1) wajib disetorkem se lu ruhnya ke k a s Daerab. 

Pasa l 34 

(1) Pendapatan transfer sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 30 b u r u f 

mel iputi : 

a . transfer pemerintab pusat ; dan 

b. transfer antar-Daerab. 

(2) Transfer F'emerintab Pusa t sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b u r u f 

terdiri atas;: 

a . dana perimbangan; dan 

b. dana insent i f Daerab. 

(3) Transfer Antar -Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b t e r d ^ 

atas : 

a . pendafiatan bagi bas i l ; dan 

b. ban tuan keuangan. 

Pasa l 35 

(1) D a n a Per imbangan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 34 a>at (2) buru f 

terdir i atas;: 

a . D a n a Transfer U m u m ; dan 
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O. pendapatan dari BLUD, dan 

p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 

undangan. 

Pasal 32 

Pemerintah Daerah dilarang: 

a. 

(1) 

(2) 

(2) 

(3) 

melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan 

dengan pungutan di luar yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan: 

dan 

melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat 

mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan Kegiatan 

ekspor/impor yang merupakan Program strategis nasional. 

Pasal 33 

Wali Kota yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, 

dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 

undangan. 

Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas Daerah. 

Pasal 34 

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b 

meliputi: 

a. transfer pemerintah pusat, dan 

b. transfer antar-Daerah. 

Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri atas: 

a. dana perimbangan, dan 

b. dana insentif Daerah. 

Transfer Antar-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

atas: | 

a. pendapatan bagi hasil, dan 

b. bantuan keuangan. 

Pasal 35 
  

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a 

terdiri atas: 

a. Dana Transfer Umum, dan 
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b. D a n a Transfer ICbusus. 

(2) D a n a Transfer U m u m sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b u r u f a terdjri 

a tas : 

a . D B H ; dan 

b. DAU. 

(3) D a n a Transfer K b u s u s sebagaimana d imaksud pada ayat (1) l i u r u f b terdiri 

a tas : 

a . D A K F i s i k ; dan 

b. D A K Non F i s i k . 

Pasa l 36 

(1) D B H sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 35 ayat (2) b u r u f a b(;rsumber daj-i: 

a . pajak; dan 

b. sumber daya a lam. 

(2) D B H yang bersumber dar i pa jak sebagaimana d imaksud pada ayat (1) hurjul 

a terdiri a tas : 

a . Pajak B u m i dan Bangunan sektor perkebunan, pertambangan, d ^ 

perbutanan; 

b. Pajak Pengbasi lan Pasa l 25 dan Pasa l 29 wajib pajak orang pribadi dala|m 

negeri dan Pajak Pengbasi lan Pasa l 2 1 ; dem 

c. cuked hiasil t embakau; 

(3) D B H yang bersumber dar i sumber daya a l am sebagaimana d imaksud paifia 

ayat (1) b u r u f b terdir i a tas : 

a . pener imaan kebutanan yang berasa l dar i i u r a n i j in u s a b a p e m a n f a a t ^ 

bu tan , provisi sumber daya bu tan , dan dana reboisasi ; 

b. pener imaan pertambangan minera l dan batu bara yang berasal ddri 

pener imaan i u r a n tetap dan pener imaan i u r a n eksploreisi dan i u m n 

eksploitasi ; 

c. pener imaan negara dar i sumber daya a lam pertambangan minyak bumi ; 

d. pener imaan negara dar i sumber daya a lam pertambangan gas bumi ; 

e. pener imaan dar i panas bumi ; dan 

f. pener imaan per ikanan yang berasa l dar i pungutan pengusaba p e r i k a n ^ 

dan pungutan bas i l per ikanan. 
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Dana Transfer Khusus. 

(2) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

atas: 

a. DBH: dan 

b. DAU. 

Dana Trarisfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

atas: 

a. 

b. 

DAK Fisik: dan 

DAK Non Fisik. 

Pasal 36 

DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a bersumber dari: 

a. pajak, dan 

b. sumber daya alam. 

DBH yang bersumber dari pajak sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) huruf 

a terdiri atas: 

a. Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan 

perhutanan, 

b. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam 

Cc. 

negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21, dan 

cukai hasil tembakau: 

DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. penerirnaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan 

hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi, 

penerirnaan pertambangan mineral dan batu bara yang berasal dari 

penerirnaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran 

eksploitasi, 

penerirnaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi, 

penerirnaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi, 

penerirnaan dari panas bumi, dan 

penerirnaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan 

dan pungutan hasil perikanan. 
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Pasa l 37 

DAU bersumber dar i pendapatan APBN yang d ia lokas ikan dengan tu juan 

pemerataan kemampuan keuangan antar Daerab u n t u k mendanai kebutubar 

Daerab da lam rangka pe laksanaan desentral isasi sesua i densan ketentupr 

Peraturem Perundang-undangan. 

Pasa l 38 

D8Jia Transfer K h u s u s sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 35 ayat (1) b u r u l b 

bersumber dar i A P B N yang d ia lokas ikan pada Daerab u n t u k mendanai Kegiatan 

k b u s u s yang merupakan U r u s a n Pemer intahan yang menjad: k e w e n a n g ^ 

Daerab yang ditetapkan oleb Pemerintab Pusa t sesua i dengan k e t e n t u ^ 

Pera turan Penindang-undangan. 

Pasa l 39 

D a n a Insent i f Daerab sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 34 ayat (2) buru f 

bei 'sumber dar i A P B N yang d ia lokas ikan kepada Daerab tertentu berdasarkiui 

kr i t e r ia tertentu dengan tujuam u n t u k member ikan penghargaan aitas p e r b a i k ^ 

dan/a tau pencapaiam Kiner ja tertentu. 

Pasa l 40 

Pendapatan bagi bas i l sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 34 a^iat (3) b u r u l a 

me;rupakan dana yang bersumber dar i Pendapatan Daerab yang d ia lokas ikan 

kepada Daer£ib la in berdasarkan angka persentase tertentu sesua i dengan 

ketentuan Pera turan Perundang-undangan. 

Pasa l 4 1 

(1) Bamtuan Keuangan sebagaimama d imaksud dalam Pasa l 34 a> at (3) buruft b 

merupakan dana yang diter ima dar i Daerab ladnnya baik da lam rangca 

ker jasama Daerab, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, 

dan/a tau tu juan tertentu la innya . 

(2) B a n t u a n Keuangan sebagaimana d imaksud piada ayat (1) terdiri a tas : 

a . ban tuan keuangan dar i daerab provinsi ; dan 

b. ban tuan keuangan dar i daerab kabupaten/kota . 

Pasa l 42 

La in - l a in Pendapatan Daerab Yang Sab sebagaimana d imaksud da lam Pasa l ^0 

b u r u f c mel iputi : 

a . b ibab; 
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Pasal 37 

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tuju n 

pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan 

Daerah dalarn rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 38 

Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b 

bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan 

khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjad: kewenangan 

Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 39 

Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b 

bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan 

kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan 

dan/atau pencapaian Kinerja tertentu. 

Pasal 40 

Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a 

merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan 

kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 4i 

(1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b 

merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka 

kerjasama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, 

dan/atau tujuan tertentu lainnya. 

(2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. bantuan keuangan dari daerah provinsi, dan 

b. bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota. 

Pasal 42 | 

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

huruf c meliputi: 

a. hibah, 
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b. dana darurat ; dan/a tau 

c. la in- la in pendapatan sesua i dengan ketentuan Pera turan Perundar.g 

undangan. 

Pasa l 43 

Hibab sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 42 b u r u f a merupiakan bantuan 

berupa uang, barang, dan/a tau j a s a yang berasal dar i Pemeirintab Pusa t 

Pemerintab Daerab la in , masyarakat , dan badan u s a b a da lam ne^geri a t au lua i 

negeri yang t idak mengikat u n t u k menunjang peningkatan penyelenggara;in 

U r u s a n Pemer intahan yang menjadi kewenangan Daerah sesua i deng in 

ketentuan Pera turan Perundang-undangan. 

Pasa l 44 

D a n a darurat sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 42 b u r u f b merupakan dajia 

yang berasal dar i APBN yang d iber ikan kepada Daerab pada tabap pas:;a 

bencana u n t u k mendanai keper luan mendesak yang d iak ibatkan oleb bencana 

yang t idak m a m p u ditanggulangi oleb Daerab dengan menggunakan sumbjer 

A P B D sesua i dengan ketentuan Pera turan Perundang-undangan. 

Bag ian Keempat 

Be lan ja Daerab 

Pasa l 45 

(1) Be lan ja D;aerah sebagedmana d imaksud da lam Pasa l 27 ayat (1) b u r u f 

u n t u k mendanai pe laksanaan U r u s a n Pemer intahan yang menjajdi 

kewenangein Daerab, serta u n t u k mendanai u n s u r - u n s u r pe laksanaj in 

u r u s a n pemerintahan. 

(2) U r u s a n Pemer intahan yang menjadi kewenangan Daerab sebagaimai ia 

d imaksud pada ayat (1) terdiri a tas U r u s a n Pemer intahan Wajib dan U r u s a n 

Pemer intahan P i l ihan sesua i dengan ketentuan Peraturar i Perundan|g-

undangan. 

(3) U r u s a n Pemer intahan Wajib sebagaimana d imaksud pada ayat (2) terdir i a tas 

U r u s a n Pemer intahan Wajib yang terkait Pe layanan Dasa r dan Urus j i n 

Pemer intahan Wajib yang t idak terkait Pe layanan Dasar . 

(4) U r u s a n Pemer intahan P i l ihan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) sesujai 

dengan potensi yang d imi l ik i Daerab. 
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b. dana darurat, dan/atau 

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 

undangan. 

Pasal 43 

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a merupakan bantuan 

berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar 

negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 44 

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b merupakan dana 

yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca 

bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana 

yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggurakan sumber 

APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Bagian Keempat 

Belanja Daerah 

Pasal 45 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b 

untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah, serta untuk mendanai unsur-unsur pelaksanaan 

urusan pemerintahan. 

(2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 

Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 

undangan. 

(3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 

Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan 

Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. 

(4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai 

dengan potensi yang dimiliki Daerah. 
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(5) Be lan ja Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d ia lokas ikan deng ir 

mempr ior i taskan pendanaan U r u s a n Pemenntaban Wajib Ter lmit Pelayeman 

Dasa r dak im rangka pemenuban Standar Pe layanan Minimal . 

(6) Be lan ja Daerab u n t u k pendanaan U r u s a n Pemer intahan Wajib yang t idak 

terkait dengan Pe layanan Dasa r d ia lokas ikan sesua i dengim kebutubar 

Daerab. 

(7) Be lan ja Daerab u n t u k pendanaan U r u s a n Pemer intahan P i l ihan d ia lokas ikan 

sesuai dengan prioritas Daerab dan potensi \ang dimi l ik i Daerab. 

(8) U n s u r pek iksanaan u r u s a n pemer intahan sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1) terdir i a tas : 

a . pendukung; 

b. penunjang; 

c. pengavmsan; 

d. kewi layaban; dan 

e. pemer intahan u m u m . 

Pasa l 46 

(1) Daerab wajib mengalokas ikan belanja u n t u k mendanai U r u s a n Pemerintab; m 

Daerab yang besarannya telab ditetapkan sesua i dengan k e t e n t u ^ 

Pera turan Perundang-undangan. 

(2) Daerab dapat mengalokas ikan belanja u n t u k U n s u r Pendukung, penunjarig, 

pengawasFin, kewi layaban, dan pemerintahan u m u m . 

Pasa l 47 

(1) Be lan ja Daerah sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 4 5 berpedoman pada 

standar bi irga sa tuan regional, ana l i s i s s tandar belanja, dan/a tau standar 

teknis sesua i dengan ketentuan Pera turan Perundang-undangan. 

(2) S tandar harga sa tuan regional sebagaimana d imaksud pada ayat 

d igunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar barga sa tuan . 

(3) Ana l i s i s s tandar belanja dan s tandar teknis sebagaimana d imaksud p a i a 

ayat (1) dan s tandar barga sa tuan sebagaimana d imaksud pada ayat 2) 

ditetapkan oleb Wal i Kota. 

(4) Ana l i s i s s tandar belanja, s tandar barga ss.tuan, dan/a tau standar teki i is 

sebagaimana d imaksud pada ayat (4) d i gunakan u n t u k m e n y u s u n rencaj ia 

ker ja dan anggaran da lam penyusunan Rancangan Pera turan Eiaerab t en ta i g 

A P B D . 
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Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan 

memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan 

Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. 

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak 

terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan 

Daerah. 

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan 

sesuai dengan prioritas Daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. 

(8) Unsur pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) terdiri atas: 

a. pendukung, 

b. penunjang, 

Cc. pengawasan, 

d. kewilavahan, dan 

e. pemerintahan umum. 

Pasal 46 

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan 

Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

Daerah dapat mengalokasikan belanja untuk Unsur Pendukung, penunjang, 

pengawasan, kewilayahan, dan pemerintahan umum. 

Pasal 47 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berpedoman pada 

standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar 

teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan. 

Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan oleh Wali Kota. 

Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk menyusun rencana 

kerja dan anggaran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

APBD. 
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(5) Be lan ja Daerah sebagaimana d imaksud padti ayat (1) d i r inc i menuru t u r u s a n 

Pemer intahan Daerab, organisasi . Program, Keg iatan/Sub Ke:giatan , jenjis 

obyek, dan r inc ian obyek Be lan ja Daerab. 

Pasa l 48 

U r u s a n Pemer intahan Daerab sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 47 ayat (5) 

disjelaraskan dan d ipadukan dengan belanja. negara yang d i k l a s i f i k a s i k ^ 

menurut fungsi yang an ta ra la in terdir i a tas : 

a . pe layanan u m u m ; 

b. ketert iban dan keamanan ; 

c. ekonomi; 

d. perlindung;an l ingkungan bidup; 

e. pe rumaban dan fasi l i tas u m u m ; 

f. kesebatan; 

g. par iwisata ; 

b. pendidikan; dan 

i . perlindun^;an sosia l . 

Pasa l 49 

Be lan ja Daerab menurut organisasi sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 47 ayat 

(5) d i sesua ikan dengan s u s u n a n organisasi yang ditetapkan berdasarkj in 

ketentuan Pera turan Perundang-undangan. 

Pasa l 50 

(1) Be lan ja Di ierah menuru t Program dan Kegicitan/Sub Kegiatan sebagaimana 

d imaksud dalam Pasa l 47 ayat (5) disesuaikem dengan U r u s a n Pemerintabj in 

Daerah bei 'dasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Program dan Keg iatan/Sub Kegiatan sebagaimana d imaksud pada ayat 1) 

r inc iannya paling sedikit mencakup: 

a . target dan Sasa ran ; 

b. indikator capeiian Ke lua ran ; dan 

c. indikator capa ian bas i l . 

(3) Nomenklatur Program da lam Be lan ja Daerah serta indikator capa ian ba^i l 

dan indikator capa ian Ke lua ran yang d idasarkan pada prioritas nas iona l 

d i s u s u n loerdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan 

indikator bas i l dan indikator Ke lua ran sesua i dengan ketentuan P e r a t u r ^ 

Perundang;-undangan. 
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(5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut urusan 

Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan / Sub Kegiatan , jenis, 

obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah. 

Pasal 48 

Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana diraaksud dalam Pasal 47 ayat (5) 

diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan 

menurut fungsi yang antara lain terdiri atas: 

a. pelayanan umum, 

b. ketertiban dan keamanan: 

c. ekonomi, 

d. perlindungan lingkungan hidup, 

e. perumahan dan fasilitas umum: 

f. kesehatan: 

g. pariwisata, 

h. pendidikan, dan 

pe
t»

 
. perlindungan sosial. 

Pasal 49 

Belanja Daerah menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat 

(5) disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 50 

(1) Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan 

Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangari. 

(2) Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

rinciannya paling sedikit mencakup: 

a. target dan Sasaran, 

b. indikator capaian Keluaran, dan 

Cc. indikator capaian hasil. 

(3) Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian hasil 

dan indikator capaian Keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional 

disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan 

indikator hasil dan indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 
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Pasa l 51 

(1) K las i f ikas i Be lan ja Daerah terdiri a tas : 

a . belanjti operasi; 

b. belanjci modal; 

c. belanjgi t idak terduga; dan 

d. belanja transfer. 

(2) Be lan ja operasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a merapak i in 

pengeluanm anggaran u n t u k Kegiatan sebar i -bar i Pemerintab Daerab yang 

memberi manfaat j angka pendek. 

(3) Be lanja modal sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b u r u f b me rupakan 

pengeluargm anggaran u n t u k peroleban aset tetap dan aset l a innya yaj ig 

memberi manfaat lebih dar i 1 (satu) periode akun tans i . 

(4) Be lan ja t idak terduga sebagaimana dimakisud pada ayat (1) b u r u f 

merupakan pengeluaran anggaran atas Beban A P B D u n t u k keper luan 

darura t t e rmasuk keper luan mendesak yang t idak dapat dipredil^si 

sebelumnya. 

(5) Be lan ja tnmsfer sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f d m e r u p a k i n 

pengeluargji uang dar i Pemerintab Daerah kepada Pemerintab Daerah 

l a innya daa/a tau dar i Pemerintab Daerab kejDada Pemerintab Desa . 

Pasa l 52 

(1) Be lan ja operasi sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 51 ayat (1) b u r u f 

d i r inc i a tas j en i s : 

a . belanja pegawai; 

b. belanja barang dan j a s a ; 

c. belanja bunga; 

d. belanja subs id i ; 

e. belanja bibab; dan 

f. belanja bantuan sosia l . 

(2) Be lan ja modal sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 5 1 ayat (1) b u r u f b dirirjci 

a tas j en i s belanja modal. 

(3) Be lanja t idak terduga sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 51 ayat (1) b u r u 

dir inci a tas j en i s belanja t idak terduga. 

P12RANGKAT K 
H 

ABAG 
UKUM 

ASISTEN S E K DA 

:H 4 

l J 1   

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

  

3 2 

Pasal Si 

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 

a. belanja operasi, 

b. belanja modal, 

c. belanja tidak terduga: dan 

d. belanja transfer. 

Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 

pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang 

memberi manfaat jangka pendek. | 

Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 

pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang 

memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. 

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan 

darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi 

sebelumnya. 

Belanja transfer scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan 

pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah 

lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. 

Pasal 52 

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a 

dirinci atas jenis: 

a. belanja pegawai, 

b. belanja barang dan jasa, 

c. belanja bunga, 

d. belanja subsidi, 

e. belanja hibah, dan 

f. belanja bantuan sosial. 

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal S1 ayat (1) huruf b dirinci 

atas jenis belanja modal. 

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal S1 ayat (1) hunai Cc 

dirinci atas jenis belanja tidak terduga. 
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(4) Be lan ja transfer sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 5 1 ayat (1) b u r u f d 

dir inci a tas j en i s : 

a . belanjii bagi bas i l ; dan 

b. belanjci ban tuan keuangan. 

Pasa l 53 

(1) Be lan ja piEgawai sebagaimana d imaksud dgilam Pasa l 52 ayfit (1) bu ru f a 

d igunakan u n t u k menganggarkan kompensas i yang ditetapkan sesqa i 

dengan ketentuan Pera turan Perundang-undangan. 

(2) Kompensas i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d iber ikan kepada 

Kota/Waki l Wal i Kota, Pimpinan/Anggota D P R D , dan Pegawai ASN. 

(3) Be lan ja Pegawai ASN sebagaimana d imaksud pada ayat ( I ) d ianggarkan pai^a 

belanja S K P D bersangkutan sesua i dengan ketentuan Peratursin Perundang-

undangan. 

Pasa l 54 

(1) Pemerintab Daerab dapat member ikan tambaban pengbasi lan kepada 

Pegawai ASN dengan memperbat ikan kemtimpuan Keuangan Daerab dfin 

memperoleb persetujuan D P R D sesua i dengan ketentuein Pe ra tun in 

Perundang-undangan. 

(2) Tambaban pengbasi lan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d iber iki in 

berdasarkf in pert imbangan beban ker ja, bjmpat bertugas, Icondisi ker ja , 

ke langkaan profesi, prestasi ker ja, dan/a tau pert imbangan objektif l a innya . 

(3) Pemberian tambaban pengbasi lan kepada Pegawai ASN Daerah sebagaimana 

d imaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Pera turan Wal i kota dengiin 

berpedoma n pada Pera turan Pemerintab. 

(4) Da l am ba l be lum adanya Pera turan Pemerintab sebagaimama d imaksud pa<4a 

ayat (3), Wali Kota dapat member ikan tamttaban pengbasi lan bagi Pegawai 

ASN setelab mendapat persetujuan Menteri. 

Pasa l 55 

(1) Be lan ja bairang dan j a s a sebagaimana d imaksud da lam Pasid 52 ayat 1) 

b u r u f b dij^unakan u n t u k menganggarkan pengadaan barang/jasa yang n i la i 

manfaatnya k u r a n g dar i 12 (dua belas) bu lan , t e rmasuk barang/jasa y a n g 

a k a n d iserabkan a t au di jual kepada masyaraka t/ p ibak ketiga. 

(2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimakiSud pada ayat (1) da lam ranglca 

me l aksanakan Program dan Kegiatan Pemer intahan Daerab. 
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(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5i ayat (1) huruf d 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

dirinci atas jenis: 

a. belanja bagi hasil: dan 

b. belanja bantuan keuangan. 

Pasal 53 

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a 

digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wali 

Kota/ Wakil Wali Kota, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pegawai ASN. 

Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada 

belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 

undangan. 

Pasal 54 

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada 

Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangar Daerah dan 

memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, 

kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. 

Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali kota dengan 

berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 

Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), Wali Kota dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai 

ASN setelah mendapat persetujuan Menteri. 

Pasal 55 

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) 

huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai 

manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang 

akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga. 

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka 

melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah. 
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Pasa l 56 

Be lan ja bunga sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 52 ayat (1) b u r u f 

d igunakan u n t u k menganggarkan pembayaran bunga Utang yang; d ibi tung atjas 

kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian p in jaman. 

Pasa l 57 

(1) Be lan ja subs id i sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 52 ay£it (1) b u r u f <| 

digunakan agar barga j u a l produksi a tau j a s a yang d ibas i lkan oleb B a d a r 

U s a h a Mnik Negara, B U M D dan/a tau B a d a n U s a h a Mil ik Swas ta , s e s i i a 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebingga dapa 

ter jangkau oleb masyarakat . 

(2) B a d a n U s a b a Mil ik Negara, B U M D dan/a tau B a d a n U s a b a Mil ik SwaSta 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me rupakan badan yang menghasi lkan 

produk at£iu j a s a pe layanan dasar masyaraka t . 

(3) B a d a n U s a b a Mil ik Negara, B U M D , B a d a n U s a h a Mil ik Swas ta , dan/a tau 

B a d a n H u k u m la in sebagaimana d imaksud pada ayat (2) yang £ikan diber ikan 

subs id i terlebib dabu lu d i l a k u k a n audit keuangan oleb Kantor A k u n t a n 

Publ ik sesua i dengan ketentuan Pera turan Pi i rundangundangan. 

(4) Has i l audi t sebagaimana d imaksud pada ayat (3) merupakan b a b ^ 

pert imbangan u n t u k member ikan subs id i . 

(5) Da l am rangka pertanggungjawaban pe laksanaan A P B D , pener ima subs id i 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) wajib menyampa ikan laporan 

pertanggungjawaban penggunaan dana subs id i kepada Wal i ko la . 

(6) Ketentuan lebib lanjut mengenai tata Ccira pemberian dan pertanggurig-

j awaban subsid i d iatur da lam Peraturan Wali kota. 

Pasa l 58 

(1) Be lan ja b ibab sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 52 ayat (1) b u r u f 

diber ikan kepada Pemerintab Pusat , Pem(;rintab Daerab la innya , Badan 

U s a b a Mil ik Negara, B U M D , dan/a tau B a d a n dan Lembaga, serta Organisiisi 

Kemasyar£ikatan yang berbadan b u k u m Indonesia, yang secarei spesifik telah 

ditetapkan pe runtukannya , bersifat t idak vrajib dan t idak mengikat, seita 

t idak secara terus menerus setiap t abun anggaran, kecua l i d i tentukan lajii] 

s esua i dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Pemberian bibab sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i tu jukan unt i ik 

menunjang pencapaian Sasa ran Program dan Kegiatan Pemerintab Daerah 

sesua i kepentingan Dae rah da lam mendukung terselenggiiranya fungsi 
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Pasal 56 

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c 

digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas 

kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman. 

(1) 

(2) 

(4) 

(S) 

(6) 

(1) 

(2) 

Pasal 57 

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d 

digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan 

Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat 

terjangkau oleh masyarakat. | 

Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan 

produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. 

Badan Usaha Milik Negara, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, dan/atau 

Badan Hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan diberikan 

subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh Kantor Akuntan 

Publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. 

Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan 

pertimbangan untuk memberikan subsidi. 

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima sebelai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Wali kota. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggung- 

jawaban siabsidi diatur dalam Peraturan Wali kota. 

Pasal 58 

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e 

diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan 

Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau Badan dan Lembaga, serta Organisasi 

Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik tel 

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta 

tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan Idin 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk 

menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah 

sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi 

  

| PERANGKAT | KABAG Kaesang | enggan ASISTEN SEKDA 
  

(LA               

N . |



- 34 -

pemerintaj ian, pembangunan, dan kemasyaraka tan dengan memperbat ikan 

asas keadi lan, kepatutan, ras ional i tas , dan manfaat u n t u k masyarakat . 

(3) Be lan ja bilDab sebagaimana d imaksud pada Eiyat (1) dianggarkan da lam A P B D 

sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerab setelab mempr i o r i t a skaJ 

pemenuban belanja U r u s a n Pemer intahan Wajib dan U r u s a n Pemerintabiui 

P i l ihan, kecua l i d i tentukan la in sesua i dengan ketentuan P e r a t u r ^ 

Perundang;-undangan. 

Pasa l 59 

(1) Belemja ban tuan sosia l sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 52 ayat |1) 

b u r u f f d i jq inakan u n t u k menganggarkan pemberian bantuan berupa uang 

dan/a tau loarang kepada indiv idu, ke luarga, kelompok dan/a tau masya raka t 

yang s i fatnya t idak secara terus menerus dan selektif yang bei ' tujuan u n t u k 

mel indungi dar i kemungk inan ter jadinya resiko sosial , kecua l i da lam 

keadaan tertentu dapat berke lanjutan. 

(2) Keadaan bjrtentu dapat berkelanjutan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d iar t ikan babwa ban tuan sosia l dapat d iber ikan setiap t a l i un anggaran 

sampai pener ima bantuan telab lepas dar i re.siko sosial . 

(3) Be lan ja bsmtuan sosial sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d ianggarkan 

da lam A P B D sesua i dengan kemampuan Keuangan Daerab s e t e l ^ 

mempr ior i taskan pemenuban belanja U r u s a n Pemerintaibaii Wajib dan 

U r u s a n Pemerintabam P i l ihan, kecua l i d i tentukan la in siESuai dengan 

ketentuan Pera turan Perundang-undangan. 

Pasa l 60 

(1) Be lan ja modal sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 52 ayat (2) d igunakj in 

u n t u k menganggarkan pengeluaran yang d i l akukan dalam rangka pengadaan 

aset tetap <ian aset l a innya . 

(2) Pengadaan aset tetap sebagaimana d imaksud pada ayat (1) memenujhi 

kr i ter ia : 

a . mempunya i m a s a manfaat lebih dar i 12 (dua belas) bu lan ; 

b. d i gunakan da lam Kegiatan pemer intahan daerab; dan 

c. batas min ima l kap i ta l i sas i aset. 

(3) B a t a s m in ima l kap i ta l i sas i aset sebagaimana d imaksud pada ayat (2) b u r u l 

d iatur da lam Pera turan Wal i kota. 
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pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan 

asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. 

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD 

sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan 

pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan 

Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Pasal 59 

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) 

huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang 

dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat 

yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk 

melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam 

keadaan tertentu dapat berkelanjutan. 

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran 

sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. 

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan 

dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah 

memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan 

Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 60 
| 

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) digunakan 

untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan 

aset tetap dan aset lainnya. 

Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi 

kriteria: 

a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, 

b. digunakan dalam Kegiatan pemerintahan daerah, dan | 

c. batas minimal kapitalisasi aset. 

Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

diatur dalam Peraturan Wali kota. 
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(4) Aset tetap sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d ianggarkan da lam belarje 

modal sebesar barga beli a t au bangun aset ditambab se lurub belanja yang 

terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampa i aset tersebut s lap 

digunakan.. 

Pasa l 6 1 

Be lan ja modal sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 52 ayat (2) mel iputi : 

a . Beltmja tanab, digunrdcan u n t u k menganggarkan tanab yang diperoli^h 

dengan m a k s u d u n t u k d ipakai da lam KiEgiatan operasional Pemer intah 

Daerah dan da lam kondis i s lap d ipakai ; 

b. Be lan ja pi jralatan dan mesin, d igunakan u n t u k menganggarkan peralatan 

dan mes in mencakup mes in dan kendaraan bermotor, alat e l ekt ronk, 

inventar is kantor , dan peralatan l a innya yang n i la inya signifilcan dan m a s a 

manfaatn j a lebib dar i 12 (dua belas) bu l an dan da lam kondis i s iap paka i ; 

c. Be lan ja bangunan dan gedung, d igunakan u n t u k menganggarkan gedung 

dan banganan mencakup se lurub gedung dan bangunan yang diperoleb 

dengan m a k s u d u n t u k d ipakai da lam Kijgiatan operasionid PemerintM^ 

Daerab dan da lam kondis i s iap d ipakai ; 

d. Be lan ja j a l a n , ir igasi, dan ja r ingan , d igunakan u n t u k menganggarkan j a l a n 

ir igasi , dan j a r ingan mencakup j a l a n , ir igasi , dan j a r ingan yang d ibang in 

oleb pemerintab ser ta d imi l ik i dan/a tau d ikuasa i oleb Pemerintab Daerab 

dan dalam kondis i s iap d ipakai ; 

e. Be lan ja aset tetap la innya , d igunakan u n t u k menganggarkan aset tet^p 

la innya mencakup aset tetap yang t idak dapat dikelompokkan ke da lsm 

kelompok aset tetap sebagaimana d imaksud pada b u r u f a sampa i dengan 

b u r u f d, yang diperoleb dan dimanfaatkrm u n t u k Kegiatan operasior al 

Pemerintai i Daerab da lam kondis i s iap d ipakai ; dan 

f. Be lan ja aset l a innya , digunaJcan u n t u k menganggarkan aset yang tidkk 

memenubi definisi aset tetap, dan ba rus d isa j ikan di pos aset la innya sesuai 

dengan ni la i tercatatnya. 

Pasa l 62 

Be lan ja bagi bas i l sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 52 ayat (4) b u r u f 

diginggarkan da lam A P B D sesua i dengan ketentuan Peraturan Pe runda rg 

undangan. 

PERANGKAT KABAG 
HUKUM ASISTEN S E K D A 

l L j t i   

2.25 

(4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja 

modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang 

terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap 

digunakan. 

Pasal 61 

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) meliputi: 

a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh 

dengan maksud untuk dipakai dalam Kegiatan operasional Pemerintah 

Daerah dan dalam kondisi siap dipakai, 

Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan 

dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, 

inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa 

manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai, 

Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung 

dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh 

dengan maksud untuk dipakai dalam Kegiatan operasional Pemerintah 

Daerah dan dalam kondisi siap dipakai, 

Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, 

irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun 

oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah 

dan dalam kondisi siap dipakai, 

Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap 

lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam 

kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan 

huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk Kegiatan operasional 

Pemerintah Daerah dalam kondisi siap dipakai, dan 

Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset yang tidi k 

memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai 

dengan nilai tercatatnya. 

Pasal 62 

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a 

dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 

undangan. 
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Pasa l 63 

(1) Be lan ja b i intuan keuangan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 52 ayat (4) 

b u r u f b d iber ikan kepada Daerab la in/desa da lam rangka ker ja s a m a 

Daerab, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/a tau tujuan 

tertentu la innya . 

(2) B a n t u a n keuangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapeit dianggarkan 

sesua i k emampuan Keuangan Daerab seteliib mempr ior i taskan pemenuban 

belanja U r u s a n Pemer intaban Wajib dam Unasan Pemer intaban P i l iban settai 

a lokas i belanja yang diwaj ibkan oleb pe ra tunm p e r u n d m g - u n d a n g m , kecuali 

d i t entukan la in sesua i d e n g m k e t e n t u m P e r a t u r m P e r u n d m g - u n d a n g m . 

(3) B m t u a n k e u a n g m sebaga imma d imaksud pada ayat (1) terdiri a tas : 

a . b m t u a n k e u m g m m t a r daerab kabupaten/kota; 

b. b m t u a n K e u a n g m Daerab ke daerah Provinsi Gorontalo daa/a tau d a e r ^ 

provinsi l a innya ; dan/a tau 

c. b m t u a n k e u m g m kepada desa. 

(4) B m t u m k e u a n g m sebagaimana d imaksud pada ayat (3) bersifat u m u m at^u 

k b u s u s . 

(5) P e run tukan dan penge lo lam b a n t u m k e u a n g m yang bersifat u m d m 

sebagaimana d imaksud pada ayat (4) d i serabkan kepada pener ima b m t u m . 

(6) P e run tukan b a n t u m keuangan yang bersifat k b u s u s sebagaimana d imaksud 

pada ayat (4) di tetapkan oleb Pemerintab Daerab dan penge lo lamnya 

d iserabkan kepada pener ima bantuan . 

(7) Pemberi b a n t u m k e u m g m bersifat k b u s u s s ebaga imma d imaksud pada 

ayat (6) dapat mensyara tkan penyediaan dana pendamping da lam A P B D a t m 

anggaran pendapatan dan b e l m j a desa pener ima b a n t u m . 

Pasa l 64 

(1) B e l m j a t idak terduga sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 52 ayat 

merupakan penge luarm angga rm atas Bebsm A P B D u n t u k k e a d a m daruifat 

t e rmasuk k e p e r l u m mendesak serta pengembalian atas ke l eb ihm 

pembayarj in a tas Pener imaan Daerab t abun- tabun sebelumnya. 

(2) Da l am bal b e l m j a t idak terduga sebagaimana d imaksud pada ayat (1) t i d ^ 

mencukup i , menggunakan: 

a . dana dar i bas i l penjadwalan u lang capaif in Program dan K e g i a t m lainnjya 

ser ta penge luarm P e m b i a y a m da lam t abun a n g g a r m be r j a lm ; d m / a t a u 

P E R / 
DAj 

I N G K A T 
E R A H 

K A B A G 
H U K U M 

A S I S T E N S E K D A 

\ X   

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(1) 

(2) 
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Pasal 63 

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) 

huruf b diberikan kepada Daerah lain/desa dalam rangka kerja sama 

Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan 

tertentu lainnya. 

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan 

sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan 

belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta 

alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali 

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota, 

b. bantuan Keuangan Daerah ke daerah Provinsi Gorontalo dan/atau daerah 

provinsi lainnya, dan/atau 

c. bantuan keuangan kepada desa. 

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau 

khusus. 

Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada penerima bantuan. 

Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya 

diserahkan kepada penerima bantuan. 

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau 

anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. 

Pasal 64 

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) 

merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat 

termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan 

pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. 

Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

mencukupi, menggunakan: 

a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya 

serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau 
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1) 

b. memai i faatkan k a s yang tersedia. 

(3) Penjadwalan u lang capaian Program dan Khgiatan sebagaimana d imaksud 

pada ayat (2) h u r u f a d i formulas ikan terlebil i dabu lu da lam Pi j rubaban D 

S K P D . 

Pasa l 65 

(1) Keadaan darurat s ebaga imma d imaksud dal j im pasa l 64 ayat (1) mel iputi : 

a . bencana a lam, bencana non-a lam, bencana sosia l dan/atau. kejadian lu|ar 

b iasa ; 

b. p e l a k s a n a m operasi pencar ian dan pertolongan; d m / a t a u 

c. k e r u s a k a n sa rana/prasa rana yang dapat mengganggu K e g i a t ^ 

p e l a y a n m publ ik . 

(2) Keper luan mendesak sebagaimana d imaksud da lam pasa l 64 ayat 

mel iputi : 

a . k e b u t u b m Daerab daleim rangka p e l a y m m dasar masyaraka t yahg 

anggarannya be lum tersedia da lam tabun angga rm berjalan; 

b. belmja. Daerah y m g bersifat mengikat dan b e l m j a yang bersifat wajib; 

c. P enge lua rm Daeraib y m g berada d i luar kendal i Pemerintah Daerah d m 

t idak dapat d ipred iks ikan sebelumnya, serta amanat P e r a t u r m 

P e r u n d a n g - u n d m g m ; d m / a t a u 

d. Penge lua rm Daerah l a innya yang apabi la d i tunda a k a n men imbulkan 

kerugi i in yang lebib besar bagi Pemerintala Daerab d m / a t a u masyaraka t . 

(3) ICriteria ke :adam darurat d m k e p e r l u m mcmdesak s ebaga imma d imaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) d i tetapkan da lam P e r a t u r m Daerab tentang APE ID 

t a h u n berkenaan. 

(4) Pengeluartm u n t u k mendanai keadaan darurat yang beTum tersedia 

anggarannya, d i formulas ikan terlebib dabu lu da lam R K A S K P D , kecual i 

u n t u k kebutuban tmggap deirurat bencana, konfl ik sosia l , dm/ 'a tau k e j a d i m 

lua r b iasa. 

(5) B e l m j a u n t u k kebutuban tanggap darura t bencana, konfl ik sos ia l , d m / a t a u 

k e j a d i m lua r b iasa s ebaga imma d imaksud pada ayat (4) d i g u n a k m sesuai 

d e n g m k e t e n t u m P e r a t u r m P e r u n d m g - u n d m g m . 

(6) Pengeluarcin u n t u k m e n d m a i keper luan mendesak yang be lum tersecia 

mgga rannya dan/a tau t idak c u k u p tersedia anggarannya, d i f o rmu las ikm 

terlebib dabu lu da lam R K A S K P D dan/a tau P e r u b a b m DPA S K P D . 

PERANQK.AT 
DAERAH H W K u h I ^^^^-^^N I ^ ^ ' ^ ^   

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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b. memanfaatkan kas yang tersedia. 

Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA 

SKPD. 

Pasal 65 

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) meliputi: | | 
| 

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau. kejadian tukar 
. | 

biasa, | 

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau 

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu Kegiatan 

pelayanan publik. 

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) 

meliputi: 

a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, | 

b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, | 

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah d 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan 

Perundang-undangan, dan/atau 

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD 

tahun berkenaan. 

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia 

anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali 

untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/ atau kejadi 

luar biasa. 

Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau 

kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia 
| 

anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan 

terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD. 
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Bag ian Ke l ima 

Pembiayaan Daerab 

Paragraf 1 

U m u m 

Pasa l 66 

(1) Pembiayagm Daerab sebaggiimgma d imaksud da lam Pasa l 27 ayat 

b u r u f c terdiri a tas : 

a . pener imaan Pembiayaan; dan 

b. pengeluaran Pembiayaan. 

(2) Pembiayagm Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i r inc i menuifui 

U r u s a n P(?merintaban Daerab, organisasi , Jenis , obyek, dan r inc ian obyjek; 

Pembiayagm Daerah . 

(3) Pener imaan Pembiayaan Daerab sebagaimana d imaksud pada ayat (1) bui[u 

a bersumtier dar i : 

a . S iLPA; 

b. pencairgm D a n a cadangan; 

c. bas i l penjualan kekayaan Daergib yang d ip isahkan; 

d. pener imaan P in jaman Daerab; 

e. pener imaan kembal i Pemberian P in jamm. Daerab; dam/atau 

f. pener imaan Pembiayaan l a innya sesugii dengan ketentvian Peraturjar. 

Perundang- undangan. 

(4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b u r u f b daj^a 

d igunakan u n t u k Pembiayaan: 

a . pembayaran c ic i lan pokok Utang yang j a t u b tempo; 

b. penyertaan modal Daerab; 

c. pembentukan D a n a Cadanggm; 

d. Pemberian Pinjamgm Daerah; dan/a tau 

e. pengeluaran Pembiayaan l a innya sesua i dengan ketentuan Peratuijan 

Perundang-undangan. 

(5) Pembiayagm neto merupakan sel is ib pener imaan Pembiayaan terbadjaj^ 

pengelugiran Pembiayaan. 

(6) Pembiayagm neto sebagaimgma d imaksud pada ayat (5) d i gunakan untjul^ 

menutup defisit anggaran. 

F'ERANGKAT 
DAERAH 

KABAG 
HUKUM ASISTEN 

X 
S E K D A   
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M 

(S) 

(6) 
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Bagian Kelima 

Pembiayaan Daerah 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 66 

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 

huruf c terdiri atas: 

a. penerimaan Pembiayaan, dan 

b. pengeluaran Pembiayaan. 

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menur 

Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyi 

Pembiayaan Daerah. 

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hur 

a bersumber dari: 

a. SiLPAj, 

b. pencairan Dana cadangan, 

c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan, 

d. penerimaan Pinjaman Daerah, 

e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau 

tut 

ruf 

  
f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat 

digunakari untuk Pembiayaan: 

pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, a. 

b. penyertaan modal Daerah, 

2 pembentukan Dana Cadangan, 

55 Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau 

e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap 

pengeluaran Pembiayaan. 

Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diginakan untuk 

menutup defisit anggaran. 

    PERANGKAT | KABAG 
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Paragraf 2 

Pener imaan Pembiayaan 

Pasa l 67 

S iLPA sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 66 ay at (3) b u r u f a bersumber dar i : 

a. pelampaugm pener imaan PAD; 

b. pe lampauim pener imaan pendapatan transfer; 

c. pelampaugm pener imaan la in- la in Pendapatan Daerab Yang salt; 

d. pe lampauan pener imaan Pembiayaan; 

e. pengbematan belanja; 

f. kewaj iban kepada p ihak ketiga sampa i dengan akb i r t abun belulm 

terselesaikan; dan/a tau 

g. s i s a dana akibat t idak tercapainya capaiaia target K iner ja dan s i s a dajia 

pengeluaran Pembiayaan. 

Pasa l 68 

(1) Penca i ran D a n a Cadangan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 66 ayat 

b u r u f b d igunakan u n t u k menganggarkan pencairan D a n a (^^adangan dkri 

rekening Dana Cadangan ke Rekening K a s U m u m Daerah da lam tahjiri. 

anggaran yang berkenaan. 

(2) J u m l a h Diana Cadangan sebagaimana dimakisud pada ayat (1) s esua i dengkr. 

j u m l a b 3'̂ ang telab ditetapkan dengan. Pera turan Daerab tentang 

pembentukan D a n a Cadangan bersangkutan. 

(3) Penca i ran D a n a Cadangan da lam 1 (satu) t abun anggarkr. 

menjadi penerimaan Pembiayaan A P B D dalam t abun anggaran yang 

berkenaan. 

(4) D a l a m h a l D a n a Cadangan sebagaimana d imaksud pada ayat l l 

be lum dij^unakan sesua i dengan penuntukannya, dana tensebut dapat 

d i tempatkan da lam portofolio yang member ikan bas i l tetap dengan risikc 

rendab. 

(5) Posisi D a n a Cadangan di laporkan sebagai bsigian yang tideik te rp isabkan d ^ . 

laporan pertanggungjawaban A P B D . 

(6) Penggunaim atas Dema Cadangan yang d i ca i rkan dart rekening Dajne. 

Cademgan ke Rekening K a s U m u m Daerab sebagaimema dimakisud pada aya: 

(1) diang|;arkan daleim S K P D pengguna D a n a Cadangan bersangkutej i , 

kecua l i d i t entukan l a in sesua i dengan kirtentuan Pera turan Perundang-

undangem. 

F'ERANGKAT 
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Paragraf 2 

Penerimaan Pembiayaan 

Pasal 67 

SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf a bersumber dari: 

a. pelampauan penerimaan PAD, 

b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer, 

pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah, 

d. pelampauan penerimaan Pembiayaan, 

e. penghematan belanja, 

f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum 

terselesaikan, dan/atau 

g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana 

pengeluaran Pembiayaan. 

Pasal 68   
(1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (8) 

huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari 

rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun 

anggaran yang berkenaan. 

(2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai deng 

jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang 

pembentukan Dana Cadangan bersangkutan. 

(3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran 

menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran ya 

berkenaan. 

(4 Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dap 

ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risil 

rendah. 

ng 

(1) 

at 

ko 

(5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

laporan pertanggungjawaban APBD. 

(6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana 

Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, 

kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 

undangan. 
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Pasa l 69 

(1) Has i l penjualan kekayaan Daerah yang d ip i sahkan sebagaimima dimaksikd 

da lam Pasa l 66 ayat (3) b u r u f c d i l akukan sesua i dengan ketentui in 

Pera turan Perundang-undangan. 

(2) Pener imaan atas bas i l penjualan kekayaan Daerab sebagaimana d imaksqd 

pada ayat (1) dicatat berdasarkan buk t i pener imaan yang sab. 

Pasa l 70 

(1) Pener imaan P in jaman Daerah sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 66 ay i t 

(3) b u r u f d d idasarkan pada j u m l a b p in jaman yang a k a n diter ima da lam 

t abun anggaran berkenaan sesua i dengan yang di tetapkan dalam p e r j a n j i ^ 

p in jaman bersangkutan. 

(2) Pener imaan P in jaman Daerab sebagaimana d imaksud pada i iyat (1) dapkt 

bersumber dar i : 

a . pemerintah pusat ; 

b. pemerintab daerab la in ; 

c. lembaga keuangan bank; 

d. lembaga keuangan b u k a n bank; dan/a tau 

e. masyaraka t . 

(3) Pener imaan P in jaman Daerab sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

di laksemakan sesua i dengan ketentuan Pera turan Perundang-undangan. 

Pasa l 7 1 

Pener imaan kembal i Pemberian P in jaman Daerah sebagaimana d imaksud da lam 

Pasa l 66 ayat (3) b u r u f e d igunakan u n t u k menganggarkan pener imaan kembal i 

p in jaman yang d iber ikan kepada p ibak pener ima p in jaman sesua i d e n g m 

ketentuan Pera turan Perundang-undangan, 

Pasa l 72 

Pener imaan Pembiayaan l a innya sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 66 ayat (3) 

b u r u f f d i gunakan u n t u k menganggarkan ptmerimaan Pembiayaan l a innya 

sesua i dengan ketentuan Pera turan Perundang-undangan. 

PILRANGKAT 
DAI ̂ ?AH_ 

KABAG 
JKUM ASISTEN S E K D A m   

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 66 ayat (3) huruf e digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali 

pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan 
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Pasal 69 

Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 66 ayat (3) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah. 

Pasal 70 

Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 

(3) huruf d didasarkan pada jumlah pinjarman yang akan diterima dalam 

tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian 

pinjaman bersangkutan. 

Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SI 

bersumber dari: 

a. pemerintah pusat, 

b. pemerintah daerah lain, 

c. lembaga keuangan bank, 

d. lembaga keuangan bukan bank, dan/atau 

e. masyarakat. 

Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 71 

  
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 72 

Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) 

huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
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Paragraf 3 

Pengeluaran Pembiayaan 

Pasa l 73 

Pembayaran c ic i lan pokok Utang sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 66 ayat |4) 

b u r u f a d igunakan u n t u k menganggarkan pembayaran pokoh: Utang y a i g 

dic lasarkan pada j u m l a b yang ba rus d ibayarkan sesua i dengan perjanjii in 

p in jaman dan pe laksanaannya merupakan prioritas u t a m a dar i s e l u n i h 

kewaj iban Pemerintab Daerab yang ba rus d ise lesa ikan da lam t abun a n g g a r ^ 

berkenaan berdasarkan perjanj ian p in jaman. 

Pasa l 74 

(1) Daerab dapat m e l a k u k a n penyertaan modal sebagaima;[ia d imaksud 

da lam Pasa l 66 ayat (4) b u r u f b pada B U M D dan/a tau B a d a n U s a b a Milil<: 

Negara. 

(2) Penyertaan modal Pemerintab Daerab sebagaimana d imaksud pada ayat 1 

dapat d i l aksanakan apabi la j u m l a b yang a k a n d iser takan da lam tabun 

anggaran berkenaan telah ditetapkan da lam Pera turan Daerah mengena. 

penyertaan modal Daerab bersangkutan. 

(3) Pera turan Daerab sebagaimana d imaksud pada ayat (2) di tetapkan sebelum 

persetujuam bersama an ta ra Wal i kota dan D P R D atas Rancangan Peraturp i . 

Daerab tentang A P B D . 

(4) Penyertaaia modal sebagaimana d imahsud pada ayat (1) d i l aksanakan sestjiaL 

dengan ketentuan Pera turan Perundemg-undangan. 

Pasa l 75 

Pemenuban penyertaan modal pada t a h u n sebe lumnya t idak diterbitklaii 

Pera turan Daerab tersendir i sepanjang j u m l a b anggaran penyertaan modal 

tersebut t idak melebibi j u m l a b penyertaan modal yang telab ditetapk|ai|i 

dengan Peraturem Daerab mengenai penyertaan modal bersangkutan. 

(2) Daleim ba l Pemerintab Daerab a k a n menambab j u m l a b penyertaan modal 

melebibi j u m l a h penyertaan modal yang telah di tetapkan dengan Peraturem 

Daereib mengenai penyertaan modal, Pemerintab Daerab m e l a k u k a n 

perubahan Pera turan Daerab mengenai penj 'ertaan modal yang bersangkul|eiiji 

sesua i dengem ketentuem Pera turan Perundang-undangem. 

IXRANGKAT 
DAEjkAH 

KABAG 
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Paragraf 3 

Pengeluaran Pembiayaan 

Pasal 73 

Pembayaran cicilan pokok Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) 

huruf a digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok: Utang y ld 

didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian 

pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh 

kewajiban Pernerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran 

berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman. 

Pasal 74 

(1) Daerah dapat melakukan penyertaan inodal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 66 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau Badan Usaha Milik 

Negara. 

(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun 

anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai 

penyertaan modal Daerah bersangkutan. 

(3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum 

persetujuan bersama antara Wali kota dan DPRD atas Rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD. 

(4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 75 

(1) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan 

Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal 

tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan. 

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal 

melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah aetakulal 

perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
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Pasa l 76 

(1) D a n a Cadangan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 66 ayat (4) b u r u f c, 

penggunaannya diprioritaskem u n t u k mendana i kebutuban pembangunan 

p rasa rana dan s a r a n a Daerab yang t idak dapat d ibebankan dalam 1 (satu) 

t a h u n anggaran. 

(2) D a n a Cadangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat digunakrin 

u n t u k mendanai k ebu tuhan l a innya sesua i ke tentuan Peraturem Perundemg-

undangan. 

(3) D a n a Cad.angem sebagaimana d imaksud pada ayat (1) bersumber d ^ 

penyisiban atas Penerimaem Daerah kecua l i deiri: 

a. DAK; 

b. P in jaman Daerah; dan 

c. Pener imaan la in yang penggunaannyei dibatasi u n t u k p e n g e l u a r ^ 

tertentu berdasarkem ketentuan Pera turan Perundang-undangan. 

(4) Dema Cadangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i tempatkan dalajm 

rekening t(;rsendiri da lam Rekening K a s U m u m Daerab. 

(5) Pembentukan D a n a Cadangan sebagaimana d imaksud pada ayat 11) 

ditetapkan da lam Pera turan Daerab tentang ]Dembentukan D a n a Cadangem. 

(6) Pera turan Daerab sebagaimana dimeiksud pada ayat (5) di tetapkan sebelum 

persetujuan bersama an ta ra Wal i kota dan D P R D atas Rancangan Pe ra tunm 

Daerah tentang A P B D . 

Pasa l 77 

(1) Pemberian P in jaman Daerah sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 66 aytat 

(4) b u r u f d d igunakan u n t u k menganggarkan Pemberian P in jaman Daerah 

yang d iber ikan kepada Pemerintab P u s a l , Pemer intah Daerab l a i n n j a , 

B U M D , B a d a n U s a b a Mil ik Negara, Koperasi , dan/a tau masyarakat . 

(2) Pemberian P in jaman Daerah d i l aksanakan setelah mendapat p e r s e t u j u ^ 

D P R D . 

(3) Persetujuan D P R D sebagaimana d imaksud pada ayat (2) menjadi bagian ya|ig 

disepakat i da lam KUA dan PPAS. 

(4) Ketentuan mengenai ta ta c a r a Pemberian P in jaman Daerab sebagaimaiia 

d imaksud pada ayat (1) sampa i dengan ayat (3) d iatur da lam Pera turan W^li 

Kota sesusii dengan ketentuan Pera turan Perundang-undangem. 

PERANGKAT 
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Pasal 76 

(1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf c, 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(6) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangun 

prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan clalam 1 (sa 

tahun anggaran. 

) 

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan 

untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 

undangan. 

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dz 

penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari: 

a. DAK, 

b. Pinjaman Daerah, dan 

c. Penerirnaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran 

tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam 

rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah. 

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan. 

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebelu 

persetujuan bersama antara Wali kota dan I)PRD atas Rancangan Peraturan   Daerah teritang APBD. 

Pasal 77 

iri 

1) 

m 

Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 

(4) huruf d digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daer 

yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, 

BUMD, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, dan/atau masyarakat. 

DPRD. 

Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat Persetujaf 

Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang 

disepakati dalam KUA dan PPAS. 

Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali 

Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perindang-undangan. 
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Pasa l 78 

Pengeluaran Pembiayaan l a innya sebagaimana c l imaksud da lam Pasa l 66 aykt 

(4) b u r u f e d i j ^ n a k a n u n t u k menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnj^a 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Bag ian Keenam 

S u r p l u s dan Defisit 

Paragraf 1 

U m u m 

Pasa l 79 

(1) Sel is ib emtara anggaran Pendapatan Daerab dengan angg;aran Belan|ja 

Daerah mengakibatkan ter jadinya surp lus a tau defisit A P B D . 

(2) Da l am ba l A P B D d iperk i rakan surp lus , A P B D dapat d igunakan untijik 

pengeluarem Pembiayaan Daerab yang di tetapkan da lam Pera turan Daerah 

tentang A P B D yang pe laksanaannya sesusd dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

(3) Da l am ha l A P B D d iperk i rakan defisit, A P B D dapat d idanai dar i penerimarin 

Pembiayaan Daerab yang ditetapkan da lam Peraturan Daerab tentang APEiD 

yang pe laksanaannya sesua i dengan ketentuan Pera turan Perundang 

undangan. 

Paragraf 2 

S u r p l u s 

Pasa l 80 

Penggunaan surp lus A P B D d iu tamakan u n t u k : 

a . pembayanm c ic i lan pokok Utang yang j a t u b tempo; 

b. penyertaan modal Daerab; 

c. pembentukan D a n a Cadangan; 

d. Pemberian P in jaman Daerah; dan/a tau 

e. pengeluaran Pembiayaan l a innya sesua i dengan ketentuan P e r a t u r ^ 

Perundang- undangan. 

Pasa l 8 1 

Pemerintah Daerab wajib mc laporkan posisi su rp lus A P B D kepada menteri djan 

menteri yang menyelenggarakan u r u s a n pemer intaban dibidang keuangan setiap 

semester da lam t a h u n anggaran berkenaan. 

F'ERANGKAT KABAG A S i S i c N S E K DA 

- X X X 4 = -

I   

143. 

Pasal 78 

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 

(4) huruf e digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(1) 

(2) 

(3) 

Bagian Keenam 

Surplus dan Defisit 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 79 

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja 

Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. 

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk 

pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan 

Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD 

yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 

undangan. | 

Paragraf 2 

Surplus 

Pasal 80 

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk: 

rp 
0
0
 

pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, 

penyertaan modal Daerah, 

pembentukan Dana Cadangan, 

Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau 

pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Pasal 81 

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada menteri dan 

semester dalam tahun anggaran berkenaan. 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan BN 
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Paragraf 3 

Defisit 

Pasa l 82 

(1) B a t a s makisimal j u m l a h kumula t i f defisit A P B D dan batas m s h s i m a l defij.it 

A P B D yang dibiayai dar i P in jaman Daera l i berpedoman ketentuan yaijig 

di tetapkan Menteri Keuangan. 

(2) Pemerintab Daerab wajib melaporkan posisi defisit A P B D sebagaimaika 

d imaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan menteri yang menyelenggaraksin 

u r u s a n pemer intahan di bidemg keuangan setiap semester da lam t ahqn 

anggaran >ang berkenaan. 

Pasa l 83 

(1) Defisit A P B D sebagaimana d imaksud dalam pasa l 82 ayat (1) b a r u s dapjat 

d i tutup dar i Pembiayaan neto. 

(2) Pembiayaan neto sebagai d imaksud pada ayat (1) me rupakan se l is ih anta^ra 

pener imaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan. 

B A B IV 

PENYUSUNAN RANCANGAN A P B D 

Bag ian Kesa tu 

Keb i jakan U m u m A P B D clan PPAS 

Pasa l 84 

(1) Wal i Kota m e n y u s u n rancangan K U A dan rancangan PPAS b e r d a s a r k ^ 

R K P D dengan mengacu pada pedoman penyusunan A P B D . 

(2) Rancangan KUA sebagaimana d imaksud pada ayat (1) memuat : 

a . kondis i ekonomi makro Daerab; 

b. asums i p e n x a s u n a n A P B D ; 

c. kebijakem Pendapatan Daerab; 

d. kebijahian Be lan ja Daerah ; 

e. kebijakian Pembiayaan Daerah ; dan 

f. strategi pencapaian. 

(3) Rancangan PPAS sebagaimana d imaksud pada ayat (1) disiusun d e n g ^ 

tabapan: 

a . menentukan s k a l a prioritas pembangunan Daerab; 

PERANGKAT 
DAHlRAH 
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Paragraf 3 

Defisit 

Pasal 82 

(1) Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit 

APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah berpedoman ketentuan yang 

ditetapkan Menteri Keuangan. 

(2) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarak 

urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun 

anggaran yang berkenaan. 

Pasal 83 

(1) Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (l| harus dapat 

ditutup dari Pembiayaan neto. 

(2) Pembiayaan neto sebagai dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara 

penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan. 

BAB IV 

PENYUSUNAN RANCANGAN APBD 

Bagian Kesatu 

Kebijakan Umum APBD dan PPAS   
Pasal 84 

(1) Wali Kota menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan 

RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. | 

(2) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 

a. kondisi ekonomi makro Daerah, 

b. asumsi penyusunan APBD, 

c. kebijakan Pendapatan Daerah, | 

d. kebijakan Belanja Daerah, 

c. kebijakan Pembiayaan Daerah, dan 

f. strategi pencapaian. 

(3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 

tahapan: 

a. menentukan skala prioritas pembangunan Daerah, 
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b. menentukan prioritas Program dan jtCegiatan/Sub Kej^iatan u n t u k 

masing-masing u r u s a n yang d i s inkronkan dengan prioritas dan Program 

nas iona l yang tercantum da lam rencana ker ja pemerintah setiap t a h u n 

dan 

c. menyusun capa ian Kiner ja , S a s a r a n , dan plafon anggaran sementara 

u n t u k masing-masing Program dan Kegiatan. 

Pasa l 85 

(1) Wal i kota menyampa ikan rancangan K U A dan rancangan PPAS sebagaimana 

d imaksud da lam Pasa l 84 pada ayat (1) kepada D P R D pal ing lambat mingjju 

kedua bu lan J u l i u n t u k dibahas dan disepakat i bersama an ta ra Wal i k o p 

dan D P R D 

(2) Kesepakatan terhadap rancangan K U A dan rancangan PPAS sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) ditandatangani oleb Wal i kota dan p impinan D P R D 

pal ing l a m bat minggu kedua bu lan Agustus . 

(3) K U A dan PPAS yang telab disepakat i Wal i kota bersama DPRD sebagaimaha 

d imaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerab da lam 

m e n y u s u n R K A S K P D . 

(4) T a t a ceira pembahasan rancangan K U A dan rancangan PPAS sebagaimai ia 

d imaksud pada ayat (1) dan ayat (2) d i l a k u k a n sesua i deng;an ketentuan 

Pera turan Perundang-undangan. 

Pasa l 86 

D a l a m ba l Wal l kota dan D P R D t idak menyepakat i bersama rancangan K U A dar i 

rancangan PPAS sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 85 ayat ( I ) , pal ing l ama 

(eram) ming^^u sejak rancangan K U A dan rancangan PPAS disampaiksin 

kepada D P R D , Wal i kota menyampa ikan Rancangan Pera turan Daerab tentang 

A P B D kepada D P R D berdasarkan R K P D , rancangan KUA, d im rancang im 

PPAS yang d i s u s u n Wal i kota, u n t u k d ibahas dan disetujui bersama an ta ra Will i 

kota dengan EiPRD sesua i dengan ketentuan Pera turan Perundang-undangan. 

Pasa l 87 

(1) Keg iatan/Sub Kegiatan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 84 ayat (3) buijul 

b dapat dianggarkan: 

a . u n t u k 1 (satu) t abun anggaran; a t au 

b. lebib dar i 1 (satu) t abun anggaran da lam bentuk Kegiatan T a b u n Jamafe: 
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b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan untuk 

masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan Progr 

nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah setiap tahun, 

dan 

: si | 
c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara 

untuk masing-masing Program dan Kegiatan. 

Pasal 85 

(l) Wali kota menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 84 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat Magi 

kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Wali kota 

dan DPRD. 

(2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wali kota dan pimpinan DPRD 

paling lambat minggu kedua bulan Agustus. 

(3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Wali kota bersama DPRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam 

menyusun RKA SKPD. 

(4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 86 

  
Dalam hal Wali kota dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan 

rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), paling lama 6 

(enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaik 

kepada DPRD, Wali kota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah napa 

APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancang 

PPAS yang disusun Wali kota, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Wali 

kora dengan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 87 

(1) Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf 

b dapat dianggarkan: 

a. untuk 1 (satu) tahun anggaran, atau 

b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak.   
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(2) Kegiatan T a h u n J a m a k sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b h a r u s 

memenubi kr i t e r ia paling sedikit: 

a . pekerjaan kons t ruks i a tas pe laksanaan Kegiatan yang secara teknis 

merupf ikan sa tu kesa tuan u n t u k menghiasilkan 1 (satu) Pieluaran yang 

memer lukan w a k t u penyelesaian lebib dar i 12 (dua belas) bu lan ; a t a u 

b. pekerjaan atas pe laksanaan Kegiatan yang menurut sifatnjia ba rus tetap 

berlang;sung pada pergantian t abun anggaran. 

(3) Penganggaran Kegiatan T a b u n J a m a k sebagaimana d imaksud pada 

ayat (2) be rdasarkan atas persetujuan bersama an ta ra Wal i kotsi dan D P R D . 

(4) Persetujuan bersama sebagaimana d imaksud pada ayat (3) d i tandatangani 

bersamaan dengan penandatanganan K U A dem PPAS. 

(5) Persetujuan bersama sebagaimana d imaksud pada ayat (3) pal ing sedil^t 

memuat : 

a . n a m a Fiegiatan; 

b. j a n g k a w a k t u pe laksanaan Kegiatan; 

c. j u m l a b anggaran; dan 

d. a lokas i anggaran per t a h u n . 

(6) J a n g k a vraktu penganggaran pe laksanaan Kegiatan T a h u n J a m h k 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b u r u f b t idak melampaui akb i r t abun 

m a s a j aba tan Wa l i Kota berakbir , kecua l i Kijgiatan T a b u n J a m a k d imaksud 

merupakan prioritas nas iona l dan/a tau kepentingan strategis nas iona l s esua i 

dengan ketentuan Pera turan Perundang-undangan. 

Bag ian Kedua 

R K A S K P D 

Pasa l 88 

(1) Kepa la SKl^D m e n y u s u n R K A S K P D be rdasa ikan K U A dan PPAcl sebagaimajjia 

d imaksud dalam Pasa l 85 ayat (2) dan ayat (3). 

(2) R K A S K P D sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i s u s u n d e n g ^ 

menggunakan pendekatan: 

a . Kerangka Pengeluaran J a n g k a Menengah Daerah; 

b. penganggaran terpadu; dan 

c. penganggaran berdasarkan Kiner ja . 

(3) R K A S K P D sebagaimana d imaksud pada ayaX (1) d i sampa ikan kepada P P K D 

sebagai baban penyusunan Rancangan Pera turan Daerah tentang A P B D 
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(2) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus 

memenuhi kriteria paling sedikit: 

a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis 

merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang 

memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan, atau 

b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap 

berlangsung pada pergantian tahun anggaran. 

(3) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Wali kota dan DP 

(4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatang 

bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS. 

i 

(5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling seditkit 

memuat: 

a. nama Kegiatan, 

b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan, 

Cc. jumlah anggaran, dan 

d. alokasi anggaran per tahun. 

(6) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jam 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun 

masa jabatan Wali Kota berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud 

merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Bagian Kedua 

RKA SKPD 

Pasal 88 

(1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarxan KUA dan PPAS sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3). 

(2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 

menggunakan pendekatan: 

a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah, 

b. penganggaran terpadu, dan 

Cc. penganggaran berdasarkan Kincrja. 

(3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD 

sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD   
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sesua i dengan j adwa l dan tahapan yang d iatur da lam Pera1;uran Menteri 

tentang pedoman penyusunan A P B D yang ditetapkan setiap t ahun . 

I 

Pasa l 89 

D a l a m ha l t(3rdapat penambahem kebutuban pengeluaran ak ibat keadaan 

dai-urat t e rmasuk belanja u n t u k keper luan mendesak, Kepa la S K P D dapat 

m e n y u s u n RFLA S K P D d i luar K U A dan PPAS sebagaimana d imaksud dalajm 

Pasa l 85 ayat (2) dan ayat (3). 

Pasa l 90 

(1) Pendekatan Kerangka Pengeluaran J a n g k a Menengah Daerab sebagaimana 

d imaksud da lam Pasa l 88 ayat (2) b u r u f a d i l aksanakan dengan men3rusun 

P rak i raan Maju. 

(2) P rak i r aan Maju sebagaimana d imaksud pada ayat (1) beidsi p e r k i r a i n 

kebutubar anggaran u n t u k Program dan Kegiatan yang d i r encanakan dsdam 

tabun angj^aran ber ikutnya dar i t abun anggaran yang d i rencanakan. 

(3) Pendekatan Penganggaran Terpadu sebagaimana d imaksud didam Pasa l 88 

ayat (2) b u r u f b d i l akukan dengan memadukan se lurub proses perencanaan 

dan penganggaran di l ingkungan S K P D u n t u k menghas i lkan dokumen R K A 

(4) Pendekatan Penganggaran berdasarkan Kiner ja sebagaimana dimaksij id 

dalsim Pas i i l 88 ayat (2) b u r u f c d i l akukan dengan memperbatiksm: 

a . keterkciitan an ta ra pendanaan dengan Ke luaran yang d i l i a rapkan d^ri 

Kegiatsun; 

b. bas i l dan manfaat yang d iharapkan ; dan c. efisiensi da lam p e n c a p a i ^ 

Has i l dan Ke lua ran . 

Pasa l 9 1 

(1) U n t u k t e r l aksananya penyusunan R K A S K P D berdasarkan pendeka t in 

sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 88 ayat (2) dan terciptanya 

kes inambungan R K A S K P D , kepa la S K P D mengevaluasi bas i l pe laksanaj in 

Program dan Kegiatan 2 (dua) t abun anggaran sebe lumnya sampa i d e n g ^ 

semester per tama t abun anggaran berjalan. 

(2) E v a l u a s i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) ber tu juan u n t u k menilai 

Program dan Kegiatan yang be lum dapat d i l aksanakan a t au belum 

diselesaikgm t abun sebe lumnya u n t u k d i l aksanakan a t au dise lesaikan pada 
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sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri 

tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun. 

Pasal 89 

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan 

darurat termasuk belanja untuk keperluan rnendesak, Kepala SKPD dapat 

menyusun RKA SKPD diluar KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3). 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

Pasal 90 

Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyus in 

Prakiraan Maju. 

Prakiraan Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkira. 

kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam 

tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. 

Pendekatan Penganggaran Terpadu sebagairnana dimaksud dalam Pasal 88 

ayat (2) huruf b dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan 

dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen RKA. 

Pendekatan Penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana - 

dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhatikan: | 

a. keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari 

Kegiatan, 

b. hasil dan manfaat yang diharapkan, dan c. efisiensi dalam pencepaian 

Hasil dan Keluaran. 

Pasal 91 

Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan pendekatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dan terciptanya 

kesinambungan RKA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan 

Program dan Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan 

semester pertama tahun anggaran berjalan. 

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai 

Program dan Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum 

diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada     
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t a h u n yang d i rencanakan a t au 1 (satu) t a h u n ber ikutnya d a i i t a h u n yatjig 

d i rencanai :an. 

(3) D a l a m ba l Program dan Kegiatan merupakan t abun terakbir u n t u k 

pencapaian prestas i ker ja yang ditetapkan, kebutuban damanya b a r u s 

dianggarkam pada t abun yang direncaneikan. 

Pasa l 92 

(1) Penyusunam RICA SICPD dengan menggunaikan pendekatan penganggaran 

berdasarkam Kiner ja sebagaimana dimaiksud dalam Pasa l 88 ayat (2) buru l c 

berpedomsin pada: 

a . indikator K iner ja ; 

b. tolok u k u r dan S a s a r a n k iner ja sesua i ana l i s i s s tandar belanja; 

c. s tandar barga sa tuan ; 

d. Rencana Kebu tuhan BMD; dan 

e. S tandar Pe layanan Min imal . 

(2) Indikator ICinerja sebagaimana dimeiksud peida ayat (1) b u r u f a m e r u p a k i n 

u k u r a n keberbasi lan yang a k a n dicapai dari Program dan Kegiatan yang 

d i rencanakan mel iput i Masukan , Ke luaran , dan Has i l . 

(3) To lak ukuj- K iner ja sebagaimana d imaksud p»ada ayat (1) buruf b m e r u p a k i n 

u k u r a n prestas i ker ja yang a k a n dicapai dar i keadaan sc;mula dengiin 

mempert imbangkan faktor kua l i t as , kuant i t as , ef isiensi, dan efektivitp.s 

pe laksanaan dar i setiap Program dan Kegiatan. 

(4) S a s a r a n K iner ja sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b u r u f b m e r u p a k i n 

Has i l yang d iharapkan dar i s u a t u Program atau Ke lua ran yang d iharapkan 

dar i s u a t u Kegiatan yang a k a n a t au telab dicapai sehubungan dengan 

penggunatm anggaran dengan kuant i tas dan kua l i t as yang t e rukur . 

(5) Ana l i s i s s tandar belanja sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b u r u f b 

merupakan peni la ian kewajaran atas beban ker ja dan b iaya ycing d igunakan 

u n t u k me l aksanakan s u a t u Kegiatan. 

(6) S tandar barga sa tuan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b u r u f 

merupakan barga sa tuan barang dan j a s a yang ditetapkan dengkr 

Kepu tusan Wal i kota dengan mempert imbangkan s tandar barga satuqn 

regional sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 49 ayat (4). 

(7) S tandar Pe layanan Min imal sebagaimana d imaksud pada ayat (1) buru: 

me rupakan tolok u k u r K iner ja da lam menentukan capa ian j en i s dan mi i tu 
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tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang 

direncanakan. | 

Dalam hal Program dan Kegiatan merupakan tahun terakhir untuk 

pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus 

dianggarkan pada tahun yang direncanakan. 

Pasal 92 

Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran 

berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c 

berpedoman pada: | 

a. indikator Kinerja, 

b. tolok ukur dan Sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, 

c. standar harga satuan, 

d. Rencaria Kebutuhan BMDj, dan 

e. Standar Pelayanan Minimal. 

Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 

ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan yang 

direncanakan meliputi Masukan, Keluaran, dan Hasil. 

Tolak ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 

ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan 

mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas 

pelaksanaan dari setiap Program dan Kegiatan. 

Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 

Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan 

dari suatu Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan 

penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
| 

merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan 

untuk melaksanakan suatu Kegiatan. 

Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan 

Keputusan Wali kota dengan mempertimbangkan standar harga satu 

regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4). 

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu 
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Pe layanan Dasa r yang merupakan U r u s a n Pemer intahan Wajib yang berhi ik 

diperoleb setiap Warga Negara secara min ima l . 

Pasa l 93 

(1) R K A S K P D sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 88 ayat (1) memuat r encana 

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan u n t u k t a h u n yang d i r encanakan se r :a 

p rak i r aan ma ju u n t u k t a h u n ber ikutnya . 

(2) Rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan sebagaimana d imaksud pac^a 

ayat (1) d i r inc i sampa i dengan r inc ian obyek. 

(3) R K A SKPE> sebagaimana d imaksud pada ayat (1) j uga memuat informalsi 

mengenai U r u s a n Pemerintaban Daerab, bidang u r u s a n , organisasi , s tandar 

barga sa tuan , dan K iner ja yang a k a n dicapai dar i Program, Kegiatan, dan si|b 

kegiatan. 

Pasa l 94 

(1) Rencana jDcndapatan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 93 ayat (1) 

memuat Uirusan Pemer intahan Daerah, bidang u r u s a n , organisasi , kelompok 

j en is , obyek, r inc i an obyek, dan sub r inc ian obyek Pendapatan Daerab. 

(2) Rencana p>endapatan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i ter ima ol^h 

S K P D sesua i dengan tugas dan fungsinya serta di tetapkan sesua i dengim 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Rencana belanja sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 93 ayat (1) d i r inc i a t i s 

U r u s a n Pemerintaban Daerab, bidang u r u s a n organisasi , Program, Kegiatan 

sub Kegiatan, kelompok belanja yang masiing-masing d iu ra ikan m e n u r i t 

j en is , obyek, dan r inc ian obyek belanja. 

(4) Rencana l^embiayaan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 93 ayat (|1) 

memuat kfilompok: 

a . pener imaan Pembiayaan yang dapat digyinakan u n t u k misnutup deficit 

A P B D ; dan 

b. pengeluaran Pembiayaan yang dapat d igunakan u n t u k m e m a n f a a t k i n 

surp lus A P B D , yang masing-masing d iu ra ikan menurut j en is , obyek, dan 

r inc ian obyek Pembiayaan. 

(5) U r u s a n Pemer intahan Daerab sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 93 aylat 

(3) memuat U r u s a n Pemer intahan Daerah ya ng dikelola sesua i dengan tug i s 

dan fungsi S K P D . 
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Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berh 

diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. | 

Pasal 93 

RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) memuat rencana 

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta 

prakiraan maju untuk tahun berikutnya. 

Rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dirinci sampai dengan rincian obyek. 

RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi 

mengenai Jrusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan, organisasi, standar 

harga satuan, dan Kinerja yang akan dicapai dari Program, Kegiatan, dan sub 

kegiatan. 

Pasal 94 

Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) 

memuat Urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan, organisasi, kelompok, 

jenis, obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek Pendapatan Daerah. 

Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima ol Ih 

SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai “ala 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dirinci atas 

Urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan organisasi, Program, Kegiatan, 

sub Kegiatan, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut 

jenis, obyek, dan rincian obyek belanja. 

Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) 

memuat kelompok: 

a. penerirnaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit 

APBD: dan 

b. pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan 

surplus APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dz 

rincian obyek Pembiayaan. 

Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat 

(3) memuat Urusan Pemerintahan Daerah yang dikelola sesuai dengan tugas 

dan fungsi SKPD. 
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(6) Organisas i sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 93 ayat (3) memuat n a m a 

S K P D se la ln i PA. 

(7) Prestas i ker ja yang bendak dicapai sebagaimana d imaksud deJam Pasa l 93 

ayat (3) birdir i a tas indikator Kiner ja , tolok u k u r Kiner ja , dan S a s a r s n 

Kiner ja . 

(8) Program sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 93 ayat (3) memuat nanka 

Program yang a k a n d i l aksanakan S K P D da lam tabun anggarsin b e r k e n a a i 

(9) Kegiatan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 93 ayat (3) memuat n a m a 

Kegiatan yang a k a n d i l aksanakan S K P D da lam t abun anggaran berkenaan. 

Bag ian Ketiga 

T a t a C a r a PenAoisunan R K A S K P D 

Pasa l 9 5 

(1) TAPD m e n y u s u n dan menerbi tkan sura t edaran Wal i Kota tentang p e d o m ^ 

penyusunan R K A S K P D pal ing lambat minggu ketiga bu lan Agustus. 

(2) Su ra t edaran sebagaimana d imaksud pada a>'at (1) mencakup: 

a. PPAS 5'̂ ang d ia lokas ikan u n t u k setiap Program S K P D ber ikut rencaijia 

pendapatan dan Pembiayaan; 

b. batas v/^aktu penyampaian R K A S K P D kepada P P K D ; 

c. ba l l a innya yang per lu mendapatkan per l iat ian dar i S K P D terkait d eng in 

pr ins ip peningkatan efisiensi, efektifitas, t ranparans i dan akuntab i l i tas 

penyusunan anggaran da lam rangka penc:apaiem prestasi ker ja ; dan 

d. dokumen sebagai l ampi ran mel iputi KUA, PPAS, kode re^kening A P B p 

format R K A S K P D , ana l i s i s s tandar belanja dan s tandar barga sa tuan . 

(3) Be rdasa rk im pedoman pen3rusunan R K A S K P D sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) kepa la S K P D m e n y u s u n R K A S K P D sesua i dengan RFiPD, K U A d ^ 

PPAS. 

(4) R K A S K P D yang te lah d i s u s u n oleb kcpalei S K P D scbagaimcina d imaksdd 

pada ayeit (3) d i sampa ikan kepada TAPD mela lu i PPKD untrjik 

diverifikasi./ diteliti. 

(5) Be rdasa rkan ver i f ikasi yang d i l a k u k a n olehi TAPD sebagaimana d imakshd 

pada ayat (4) apabi la terdapat ke t idaksesua ian m a k a kepala S K P D ba rns 

segera m e l a k u k a n penyempurnaan. 
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Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) memuat nama 

SKPD selaku PA. 

Prestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 

ayat (3) terdiri atas indikator Kinerja, tolok ukur Kinerja, dan Sasaran 

Kinerja. 

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) memuat nama 

Program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. 

(9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) rnemuat nama 
| 

Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. 

Bagian Ketiga | 

Tata Cara Penyusunan RKA SKPD | 

Pasal 95 | 

(1) TAPD menyusun dan menerbitkan surat edaran Wali Kota tentang pedom 

(2) 

(3) 

(4 

(S) 

n 

penyusunan RKA SKPD paling lambat minggu ketiga bulan Agustus. i 

Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: 

a. PPAS yang dialokasikan untuk setiap Program SKPD berikut rencana 

pendapatan dan Pembiayaan, 

b. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD, 

c. hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait deng 

prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas 

penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja, dan 

d. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD, 

format RKA SKPD, analisis standar belanja dan standar harga satuan. 

Berdasarkan pedoman penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) kepala SKPD menyusun RKA SKPD sesuai dengan RKPD, KUA dan 

PPAS. | 

pada ayat (3) disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk 

diverifikasi / diteliti. 

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh TAPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) apabila terdapat ketidaksesuaian maka kepala SKPD harus 

segera melakukan penyempurnaan. 
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Bagiein Keempat 

Penyiapan Rancangan Pera turan Daerah Tentang A P B D 

Pasa l 96 
I 

(1) R K A S K P D yang telah d i s u s u n oleh kepala. S K P D sebagaimama dimaksaid 

da lam Pasa l 88 ayat (1) d i sampa ikan kepaida TAPD mela lu i PPKD untij ik 

diveri f ikasi. 

(2) Ver i f ikas i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan olehi TAPD untijik 

menelaab kesesuaiam an ta ra R K A S K P D dengan: 

a . K U A dan PPAS; 

b. p rak i raan ma ju yang telab disetujui t abun anggaran sebelumnya; 

c. dokumen perencanaam la innya ; 

d. capa ian Kiner ja ; 

e. indikator K iner ja ; 

f. ana l i s i s stamdar belanja; 

g. standai- bairga satuam; 

h . perenc imaan kebu tuhan B M D ; 

i . standaj- pe layanan min ima l ; 

j . proyeksi perk i raan ma ju u n t u k t abun ang'^garan ber ikutnya ; dan 

k. Program dan Kegiatan antar R K A S K P D . 

(3) Dadam ba l bas i l ver i f ikasi TAPD sebagaimana d imaksud pada ayat (|l) 

terdapat k(3tidaksesuaian, kepala S K P D m e l a k u k a n penyempurnaan. 

Pasa l 97 

(1) P P K D m e n y u s u n Rancangan Pera turan Daerab tentang A P B D dan dokumen 

pendukung berdasarkan R K A S K P D yang telab d i sempurnakan oleb kepa la 

S K P D . 

(2) Rancangan Pera turan Daerab tentang APBID sebagaimana d imaksud paifia 

ayat (1) memuat l amp i ran pal ing sedikit terdir i a tas : 

a . ringkasian A P B D yang d ik las i f ikas i menumot kelompok dan jerj is 

Pendapiatan, Be lan ja , dan Pembiayaan; 

b. r ingkasan A P B D menurut U r u s a n Pemer intaban Daerab dan organisasi ; 

c. r inc ian A P B D menuru t U r u s a n Pemer intaban Daerab, organisarii, 

Program, Kegiatan, kelompok, j en is pendapatan, belanja, d im 

Pembiayaan; 
PERANGKAT 
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Bagian Keempat 

Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 

Pasal 96 

RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 88 ayat (1) disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk 

diverifikasi. 

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk 

menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan: | 

a. KUA dan PPAS: 

b. prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebeluranya, 

c. dokumen perencanaan lainnya, 

d. capaian Kinerja, 

ce. indikator Kinerja,   f. analisis standar belanja, 

g. standar harga satuan, 

h. perencanaan kebutuhan BMD, | 

pe
s»

 
. standar pelayanan minimal, 

j-. proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya, dan 

k. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD. 

Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan. 

Pasal 97 

PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan dokumen 

pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala 

SKPD. 

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas: 

a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, 

b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi, 

Cc. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, 

Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, aka 

Pembiayaan, | 
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d. rekapi tu las i beleinja dan kesesua ian menurut U r u s a n Pemerintabgpi 

Daerab, organisasi . Program, dan Kegiatan; 

e. rekapi tu las i Be lan ja Daerab u n t u k kesek i rasan dan keterpaduan U r u s d n 

Pemer intaban Daerab dan fungsi da lam kerangka pengelolaan keuangBin 

Negara; 

f. daftar j u m l a b pegawai per golongan dan per j aba tan ; 

g. daftar H u t a n g Daerah; 

b. daftar penyertaan modal Daerab dan investas i Daerab lainnj'^a; 

i . daftar perk i raan penambahan dan pengurangan aset tetap E 'aerah; 

j . daftar perk i raan penambahan dan pengurangan aset la in- la in ; 

k. daftar Kegiatan t abun anggaran sebe lumnya yang be lum dise lesa ikan d4n 

dianggtirkan kembal i da lam t a h u n anggaran yang d i rencanakan; 

1. daftar D a n a Cadangan; dan 

m. daftar F in j aman Daerab. 

(3) Dokumen ]pendukung sebagaimana d imaksud pada ayat (1) terdir i a tas nofa 

keuangan dan Rancangan Pera turan Wal i Kota tentang Penjabaran A P B D . 

(4) Pe ra turan Wali Kota tentang Penjabaran APE5D sebagaimana d imaksud par^a 

ayat (3) memuat l ampi ran pal ing sedikit terdir i a tas : 

a . ringkasan penjabaran A P B D yang d ik las i f ikas i menuru t kelompok, jen^s 

obyek, dan r inc ian obyek Pendapatan, Be lan ja , dan Pembiayaan; 

b. penjabaran A P B D menurut U r u s a n Pemer intaban Daerab, organisasi 

Program, Kegiatan, kelompok, j en i s , ob^^ek, r inc i an obyeh; pendapataa 

belanja, dan Pembiayaan; 

c. daiftar n a m a penerima, a lamat penerima, dan besaran h ibah ; dan 

d. daftar n a m a penerima, alsimat penerima, dan besaran ban tuan sosia l . 

Pasa l 98 

Rancangan Pera turan Daerab tentang A P B D yang telab d i s u s u n oleb P P K D 

d isampa ikan Fcepada Wal i Kota. 

B A B V 

P E N E T A P A N APBiD 

Bag ian Kesa tu 

Penyampaicm dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerab tentang A P B D 

DABRAH 
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HUKUM ASISTEN 
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rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintah 

Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan, 

rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urus 

Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan 

Negara: 

daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan, 

daftar Piutang Daerah, 

daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya, | 

daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah, 

daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain, 

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan, 

| 

daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan 

| 

daftar Dana Cadangan, dan 

m. daftar Pinjaman Daerah. 

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota 

keuangan dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD. 

(4) Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas: 

a. 

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD 

disampaikan kepada Wali Kota. 

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, 

obyek, dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, 

penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, 

Prograrn, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek. pendapatan, 

belanja, dan Pembiayaan, 

daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah, dan 

daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial. 

Pasal 98 

BAB V 

PENETAPAN APBD 

Bagian Kesatu   
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Pasa l 99 

(1) Wal i Kota wajib mengajukan Rancangan P( ; raturan Daerab tentang APEiD 

disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada D P R D paling lambat 

60 (enam pulub) bar i sebelum 1 (satu) bu lan t abun anggaran berakbir u n t u k 

memperoleb persetujuan bersama an ta ra Wal l kota dan D P R D . 

(2) Da l am ba l Wal i kota t idak mengajukan Rancangan Peraturan Daerab tentahg 

A P B D sebagaimana d imaksud pada ayat (1), d ikenai s a n k s i administrat i f 

sesua i dengan ketentuan Peraturan Perundang-undemgan. 

Pasa l 100 

(1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerab tentang A P B D d i l a l : sanakan oleh 

Wal i kota dan D P R D setelah Wal i Kota menyampa ikan Rancangan Pera turan 

Daerab tentang A P B D beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesua i 

dengan ketentuan Pera turan Perundang-undangan. 

(2) Pembahasan Rancangan Pera turan Daera l i tentang A P B D sebagaimaijia 

d imaksud pada ayat (1) berpedoman pada R K P D , KUA, dan PPAS. 

Bag ian Kedua 

Pe:rsetujuan Rancangan Pera turan Daerah tentang A P B D 

Pasa l 101 

(1) Wa l i kota dan D P R D wajib menyetujui bersama Rancangan Pera turan Daerdh 

tentang A P B D pal ing lambat 1 (satu) bu lan sebelum d imula inya t a h u n 

anggaran s;etiap t abun . 

(2) Be rdasa rkan persetujuan bersama sebagaimgma d imaksud padgi ayat (1), Wdli 

kota meny:Lapkan Rgmcangan Pera turan Wal i kota tentang Penjabaran A P B D 

(3) Da l am ba l D P R D dan Wgili kota t idak menyetujui bersama Rancangan 

Pera turan Daergib tentang A P B D da lam 1 (satu) bu lan sebelum d imu la in 

t abun anggaran setiap t abun sebagaimana d imaksud pada ayat (1), dikeriai 

s a n k s i administrat i f sesua i dengan ket ( ;ntuan Pera turan Perundang-

undangan. 

(4) Da l am h a l keter lambatan penetapan APBID ka r ena Wal i Kota terlambjat 

menyampa ikan Rancangan Pera turan Daergib tentang A P B D kepada D P F D 

dar i j adwa l sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 99 ayat (1), sanFisi 

sebagaimana d imaksud pada ayat (3) t idak dapat d ikenakan k<3pada anggota 

D P R D . 
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Pasai 99 

Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD paling lambat 

60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk 

memperoleh persetujuan bersama antara Wali kota dan DPRD. 

Dalam hal Wali kota tidak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 100 

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh 

Wali kota dan DPRD setelah Wali Kota menyampaikan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. | 

| 
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS. 

Bagian Kedua 

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

Pasal 101 

Wali kota dan DPRD wajib menyetujui bersarna Rancangan Peraturan Daerz 

tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun 

anggaran setiap tahun. 

Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali 

kota menyiapkan Rancangan Peraturan Wali kota tentang Penjabaran APBD. 

   

  

Dalam hal DPRD dan Wali kota tidak menyetujui bersama Rancang: 

Peraturan Daerah tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya 

tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai 

sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perund 

undangan. 

Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Wali Kota terlam 

menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD 

dari jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), sanksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikenakan kepada anggota 

DPRD. 
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Pasa l 102 
I 

(1) Da l am h a l Wal i kota dan D P R D t idak mengambil persetujuan bersama dalalm 

w a k t u 60 (enam pulub) ba r i sejak d i sampa ikan Rancangan Pera turan Daen ih 

tentang AF'BD oleb Wal i kota kepada D P R D , Wal i kota m e n y u s u n Rancangim 

Pera turan Wal i Kota tentang A P B D paling tinggi sebesar angka A P B D tahun 

anggaran sebelumnya. 

(2) Rancangan Pera turan Wal i Kota tentang A P B D sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) d ipr ior i taskan u n t u k belanja yang bersifat mengikat dan belanja y a i g 

bersifat ws j ib . 

(3) Angka APFJD t abun anggaran sebe lumnya sehagaimana d imaksud pada ayjat 

(1) dapat d i lampaui apabi la terdapat: 

a . kebi ja i ian pemerintab yang mengakibatkan tambahan pembebanan pa^a 

A P B D ; dan/a tau 

b. keadaan darurat t e rmasuk keper luan mendesak sesua i dengan k e t e n t u ^ 

Peratui-an Perundang-undangan. 

Pasa l 103 
I 
I 

Rancangan Pera turan Wal i Kota tentang APBCi sebagaimana d imaksud dalajm 

Pasa l 102 ayai: (2) memuat lampi ran yang terdiri a tas : 

a . r ingkasan A P B D ; 

b. r ingkasan penjabaran A P B D sampa i dengan r inc ian obyek; 

c. r ingkasan A P B D menuru t u r u s a n pemerintaban Daerab dan organisasi ; 

d. r inc ian AF'BD menuru t u r u s a n pemer intahan Daerah , organisasi , Prograin, 

Kegiatan, kelompok, j en i s , obyek, r inc ian obyek pendapatan, belanja, d ^ 

Pembiayaan; 

e. rekap i tu las i dan kesesua ian belanja menurut u r u s a n pemer intahan Daerajh, 

organisasi , Program, dan Kegiatan; 

f. rekap i tu las i Be lan ja Daerab u n t u k kese larasan dan keterpaduan u r u s k n 

pemerintaJian Daerah dan fungsi da lam Fierangka pengelolaan k e u a n g m 

negara; 

g. daftar j u m l a h pegawai per golongan dan per j aba tan ; 

b. daftar p iutang Daerab; 

i . daftar penyertaan modal Daerab dan investas i Daerab la innya ; 

j . daftar per ldraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 

k. daftar per ldraan penambahan dan pengurangan aset la in- la in ; 

1. daftar Keg;iatan t abun anggaran sebelumnj^a yang be lum dise lesa ikan d ^ 

dianggarkim kembal i da lam t a h u n anggaran in i ; 

PERANGKAT 
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Pasal 102 

(1) Dalam hal Wali kota dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam 

waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD oleh Wali kota kepada DPRD, Wali kota menyusun Rancangan 

Peraturan Wali Kota tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun 

anggaran sebelumnya. 

(2) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang 

bersifat wajib. 

(3) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dilampaui apabila terdapat: 

a. kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada 

APBD, dan/atau 

b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. | 

| 

Pasal 103 

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD sebagaimana dimaksud dal 

Pasal 102 ayat (2) memuat lampiran yang terdiri atas: 

a. ringkasan APBD, 

b. ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian obyek, 

Cc. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi, 

d. rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, Program, 

Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, d 

Pembiayaan: 

e. rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, 

organisasi, Program, dan Kegiatan, 

f. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urus 

pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuang. 

negara, P 

g. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan, 

h. daftar piutang Daerah, 

i. daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya, 

j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, 

k. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain, 

l. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan 

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini, 
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m. daftar D a n a Cadangan; 

n . daftar P in jaman Daerah ; 

o. daftar n a m a penerima, a lamat penerima, dan besaran bibab; dan 

p. daftar n a m a penerima, a lamat penerima, dan besaran ban tuan sosial. 

Pasa l 104 

(1) Rancangan Pera turan Wal i Kota sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 102 

ayat (2) dapat ditetapkan menjadi Pera turan Wal i kota setelali m e m p e r o l h 

pengesaban dar i G u b e m u r . 

(2) U n t u k mijmperoleb pengesaban sebagaimana d imaksud pada ayat ( I ) 

Rancangan Pera turan Wal i kota tentang A P B D beserta lampirannya 

d i sampa ikan pal ing lambat 15 ( l ima belas) ha r i terhi tung sejak D P R D t idak 

mengambil k epu tusan bersama dengan Wal i Kota terbadsip Rancangan 

Pera turan Daerah tentang A P B D . 

(3) Apabi la da lam batas w a k t u 30 (tiga puluh) ha r i G u b e m u r t idak m e n g e s a h k ^ 

Rancangan Pera turan Wal i kota sebagaimana d imaksud pada ayat (1), Wjali 
I 

kota men(3tapkan Rancangan Pera turan Wal i Kota menjadi Pe ra turan W|al 

Kota. 

Pasa l 105 

(1) Da l am ba l penetapan A P B D mengalami keter lambatan, Wal i kot£. 

me laksanakan pengeluaran setiap bu lan pal ing tinggi sebesar seperduabe a s 

j u m l a h pengeluaran A P B D t a h u n anggaran sebelumnya. 

(2) Pengeluaran setiap bu lan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d ibatas ihanya 

u n t u k mendanai keper luan mendesak sesua i dengan ketentuan Pera turan 

Perundang-undangan. 

Bag ian Ketiga 

E v a l u a s i Rancangan Peraturan Daerab tentang A P B D dan Pera turan Wal i kotja 

tentang Penjabaran Rancangan A P B D 

Pasa l 106 

(1) Rancangan Pera turan Daerab tentang A P B D yang telab disetujui be rsama 

dan Rancangan Pera turan Wal i kota tentang Penjabaran APBID d isampa ikan 

kepada Gubernur pal ing lambat 3 (tiga) ba r i sejak tanggiil persetujuan 

Rancangan Pera turan Daerah tentang Alf^BD u n t u k dievaluasi sebelpip 

ditetapkan oleb Wal i Kota. 

IXRANGKAT 
DAEOAH 

K 
H 

ABAG 
UKUM ASISTEN S E K D A 

_ / 
r H 1   

m. 

n. 

Oo. 

p. 

(1) 

(2) 

(2) 

(1) 

(2) 

- 55:- 

daftar Dana Cadangan, 

daftar Pinjaman Daerah, 

daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah, dan 

daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial. 

Pasal 104 

Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 

ayat (2) dapat ditetapkan menjadi Peraturan Wali kota setelah memperoleh 

pengesahan dari Gubernur. 

Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (Il), 

Rancangan Peraturan Wali kota tentang APBD beserta lampirannya 

disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak 

mengambil keputusan bersama dengan Wali Kota terhadap Rancangan 

Peraturan Daerah tentang APBD. 

Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Gubernur tidak mengesahkan 

Rancangan Peraturan Wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali 

kota menetapkan Rancangan Peraturan Wali Kota menjadi Peraturan Wali 

Kota. | 

Pasal 105 

Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Wali kota 

melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas 

jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya. 

Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasihanya 

untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali kota 

() 

tentang Penjabaran Rancangan APBD | 

Pasal 106 

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama 

dan Rancangan Peraturan Wali kota tentang Penjabaran APBD disampaikan 

kepada GCrubernur paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk dievaluasi sebelum 

ditetapkan oleh Wali Kota. 
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(2) Rancangan Pera turan Daerah tentang A P B D dan Rancangan F'eraturan Wal i 

kota tentang Penjabaran A P B D sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d iser la i 

dengan R K P D , KUA, dan PPAS yang disepakat i an ta ra Wal i Kota dan D P R D . 

1) 

Pasa l 107 

(1) P enyempumaan bas i l eva luas i sebagaimansi d imaksud dalam 106 ayat 

d i l a k u k a n Wal i Kota mela lu i TAPD bersama dengan D P R D mela lu i b a d ^ 

anggaran. 

(2) Has i l p enyempumaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i t e t apk in 

dengan ke]DUtusan p impinan D P R D . 

(3) Keputusan p impinan D P R D sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i j a d i k ^ 

dasar penetapan Pera turan Daerab tentang A P B D . 

(4) Keputusan p impinan D P R D sebagaimana d i raaksud pada ayat (2) d i laporkan 

pada s idang p a r i p u m a ber ikutnya . 

(5) Keputusan p impinan D P R D sebagaimana d imaksud pada ayat (j2) 

d i sampa ikan kepada Gubernur pal ing lambat 3 (tiga) bar i setelab keputusan 

tersebut ditetapkan. 

Bag ian Keempat 

Penetapan Peraturan Daerab tentang A P B D dan 

Peraturan Wal i Kota tentang Penjabaran A P B D 

Pasa l 108 

(1) Rancangan Pera turan Daerab tentang A P B D dan Rancangan Pera turan Widi 

kota tentang Penjabaran A P B D yang telab dievaluasi ditetapkan oleb Wal i 

kota menjadi Pera turan Daerah tentang A P B D dan Pera turan Wal i Ko ta 

tentang Penjabaran A P B D . 

(2) Penetapan Rancangan Pera turan Daerah tentang A P B D dan Rancangdn 

Pera turan Wal i kota tentang Penjabaran APEID sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) d i l akukan pal ing lambat tanggal 3 1 Desember t abun sebelumnya. 

(3) Wal i Kota menyampa ikan Pera turan Daereili tentang A P B D clan P e r a t u r i n 

Wal i Kota tentang Penjabaran A P B D kepada Gube rnur pal ing lambat 7 (tujup) 

bar i setelah Pera turan Daerab dan Pera turan Wal i kota ditetapkan. 

(4) Da l am ba l Wal i Kota berbalangan, pejabat yang berwenang menetapkhn 

Pera turan Daerab tentang A P B D dan Pera turan Wal i Kota tentang Penjabaran 

A P B D . 

P12RANGKAT 
D A E R A H 

K A B A G 
H U K U M 

A S I S T E N 

X f 
S E K D A   

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

- 56 - 

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Wali 

kota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Meera 

dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Wali Kota dan DPRD. 

Pasal 107 

Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 106 ayat (1) 

dilakukan Wali Kota melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan 

anggaran. 

Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan keputusan pimpinan DPRD. 

Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan 

dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD. 

Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dilaporkan 

pada sidang paripurna berikutnya. 
| 

Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan 

tersebut ditetapkan. 

Bagian Keempat 

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan 

Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD 

Pasal 108 

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Wali 

kota tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Wali 

kota menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota 

tentang Penjabaran APBD. 

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan 

Peraturan Wali kota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. 

Wali Kota menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD clan Peraturan 

Wali Kota tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) 

hari setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Wali kota ditetapkan. 

Dalam hal Wali Kota berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan 

Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran 

APBD. 
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B A B V I 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSABAAN 

Bag ian Kesa tu 

U m u m 

Pasa l 109 

(1) S e m u a Pener imaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dal i im A P B D d ^ 

d i l akukan mela lui Rekening K a s U m u m Daerah yang dikelola oleh B U D . 

(2) Da l am h a l Pener imaan dan Pengeluaran Daerah sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) sesua i peraturan perundang-undangan t idak d i l akukan me la lu i 

Rekening K a s U m u m Daerab, B U D me l akukan pencatatan dan p e n g e s a b ^ 

Pener imaan dan Pengeluaran Daerab. 

Pasa l 110 

(1) PA/KPA, Bendabara Pener imaan/Bendabara Pengeluaran, dan orang a tau 

badan yang mener ima a t a u menguasai uang/kekayaan IDaerab wajib 

menyelenggarakan penatausabaan sesua i dengan ketentu im Pe ra tunm 

Perundang-undangan. 

(2) Pejabat yang menandatangan dan/a tau mengesabkan dokumen yahg 

berka i tan dengan sura t buk t i yang menjadi dasar penenimaan a t au 

pengeluargm atas pelgiksanaan A P B D bertanggung j awab terhadap k e b e n a r ^ 

materigd dan akibat ygmg t imbul dar i penggunaan sura t buk t i d imaksud . 

(3) Kebenaran mater ia l sebagaimana d imaksud pada ayat (2) me rupakan 

kebenaran atas penggunaan anggaran dan Has i l yang dicapai a tas B e b ^ 

A P B D sesua i dengan kewenangan Pejabat yang bersangkutan. 

Pasa l 111 

WgJi Kota dan Pergmgkat Daerah di larang m e l a k u k a n pungutan seleiin dar i yang 

dia.tur da lam Pera turan Daerab, kecua l i d i tentukan la in sesua i dengan k e t e n t u ^ 

Pera turan Perundang-undangan. 

Pasa l 112 

Pener imaan pisrangkat Daerab yang m c r u p a k a n Pener imaan Daergib t idak dadat 

dipiergunakan langsung u n t u k pengeluaran, l^ecuali d i tentukan la in sesuai 

dengan ketentuan Pera turan Perundang-underngjui. 
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BAB VI 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 109 

Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan 

dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD. 

Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui 

Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan Tea 

Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. 

| 

Pasal 110 

PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau 

badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan Daerah wajib 

menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Pejabat yang menandatangan dan/atau mengesahkan dokumen yang 

berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau 

pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran 

material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. 

Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 

kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban 

APBD sesuai dengan kewenangan Pejabat yang bersangkutan. 

Pasal 111 

| 

Wali Kota dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang 

diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perandang-undangan. 

Pasal 112 

Penerimaan perangkat Daerah yang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat 

dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
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Pasa l 113 

(1) Setiap Pejgibat d i larang me l akukan t indakan yang berakibat pengeluaran atas 

Beban A P B D apabi la anggaran u n t u k membiayai pengeluaran tersebut t i d ^ 

tersedia a t au t idak c u k u p tersedia. 

(2) Setiap pengeluaran atas Beban A P B D d idasa rkan atas DPA dan S P D a t ^u 

dokumen la in yang d ipersamakan dengan SPD. 

(3) Wa l i kota dan Perangkat Daerab di larang me l akukan pengeluaran atas B e b ^ 

A P B D u n t u k tu juan la in dar i yang te lah di tetapkan da lam APBE>. 

Pasa l 114 

(1) U n t u k pek iksanaan A P B D , Wa l i kota menetapkan: 

a . pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD ; 

b. pejabat; yang diberi wewenang menandatangani SPM; 

c. pejabat yang diberi wewenang mengesabkan sura t pertanggungjawaban; 

d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D ; 

e. Benda l i a ra Pener imaan dan Bendahara Pengeluaran; 

f. Bendabara Pener imaan Pembantu dan Bendabara P e n g e l u a r ^ 

Pembantu; dan 

g. pejabat l a innya da lam rangka pe laksanaan A P B D . 

(2) Keputusan Wal i Kota tentang penetapan j^ejabat sebagaimana dimakstjid 

pada ayat (1) d i l akukan sebelum d imula inya t abun singgaran yang 

berkenaan. 

(3) Da l am ba l terjadi penggantian/berbalangan pejabat sebagaimana pada ayat 

(2) d i l akukan sesua i ketentuan perundang- undangan. 

Bag ian Kedua 

Pe laksanaan dan Penatausabaan K a s U m u m Daerah 

Pasa l 115 

(1) Da lam rangka pengelolaan uang Daerab, PPKD se laku B U D membuljca 

Rekening K a s U m u m Daerab pada bank u m u m yang sebat. 

(2) B a n k u m u m sebagaimana d imaksud pada ayat (1) di tetapkan (3leb Wal i kojta 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Penetapan bank u m u m sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d imuat dalajm 

perjanj ian an ta ra B U D dengan bank u m u m yang bersangkutan. 
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Pasal 113 

Setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas 

Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak 

tersedia atau tidak cukup tersedia. 

Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau 

dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 

Wali kota dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban 

APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. 

Pasal 114 

Untuk pelaksanaan APBD, Wali kota menetapkan: 

a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD, 

b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM, 

Cc. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban: 

d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D, 

e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, 

f. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran 

Pembantu, dan 

g. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. 

Keputusan Wali Kota tentang penetapan pejabat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran yang 

berkenaan. 

Dalam hal terjadi penggantian/ berhalangan pejabat sebagaimana pada ayat 

(2) dilakukan sesuai ketentuan perundang- undangan. 

Bagian Kedua 

Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah 

Pasal 115 

Dalam rangka pengelolaan uang Daerah, PPKD selaku BUD membuka 

Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat. 

Bank umum sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan oleh Wali kota 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam 

perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan. 
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Pasa l 116 

(1) Da l am pe laksanaan operasional Pener imaan Daerah dan Pengeluardn 

Daerah, BUD dapat membuka rekening pener imaan dan rekening 

pengeluarcin pada bank yang ditetapkan oleb Wal i kota. 

(2) Rekening j j ener imaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d igunakan untijik 

menampung Pener imaan Daerab setiap bar i . 

(3) Rekening pener imaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dioperasikdn 

sebagai rekening bersaldo n ih i l yang se lurub pener imaannya 

d ip indabbukukan ke Rekening K a s U m u m D aerab pal ing sedikit seka l i sehi iri 

pada akb i i ' bar i . 

(4) Da l am ba l kewaj iban pemindahbukuan sebagaimana d imaksud a3'-at 13) 

secara teknis be lum dapat d i l a k u k a n setiap bar i , pemindablDukuan dapiat 

d i l akukan secara berka la yang ditetapkan da lam Pera turan Wal i kota. 

(5) Rekening pengeluaran sebagaimama d imaksud pada ayat (1) dioperasikim 

sebagai rekening yang menampung pagu dana u n t u k membiayai Kegiati in 

Pemerintah Daerab sesua i r encana pengeluaran, yang besarannya ditetapkjin 

dengem Pe ra turan Wal i kota. 

(6) Pemindahbukuan dana dar i rekening pener imaan dan/a tau rekenipg 

pengeluaran pada bank u m u m ke Rekening K a s U m u m Daerab d i l a k u k ^ 

atas perintab B U D . 

Pasa l 117 

(1) Wal i Kota dapat memberi i z in kepada kepa la S K P D u n t u k membuka rekenibg 

pener imaan mela lu i B U D yang ditetapkan oleh Wal i kota pada t iank umum.j 

(2) Wal i Kota dapat member ikan iz in kepada kepa la S K P D u n t u k membuka 

rekening pengeluaran mela lu i B U D yang di tetapkan oleb Wal i kota pada bank 

u m u m u n t u k menampung UP. 

Pasa l 118 

Pemerintab Eiaerab berbak memperoleb bunga, j a s a giro, dan/a tau i m b a l m 

la innya atas dana yang d is impan pada bank berdasarkan t ingkat s u k u bunga 

dan/a tau jasa. giro yang be r l aku sesua i dengan ketentuan Pe ra tunm Pe runda rg 

undangan. 

Pasa l 119 

B i a y a yang t imbul sehubungan dengan pelaycman yang d iber ikan oleb babk 

d idasarkan pada ketentuan yang ber laku pada bank yang bersangkutan dfin 

sesua i dengan ketentuan Pera turan Perundang-undangan. 
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Pasal 116 

(1) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran 

Daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening 

pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Wali kota. 

(2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 

menampung Penerimaan Daerah setiap hari. 

(3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan 

sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya 

dipindahbuikukan ke Rekening Kas Umum Daerah paling sedikit sekali sehari 

pada akhir hari. 

(4) Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat (3) 

secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dapat 

dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam Peraturan Wali kota. 

(5) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan 

sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai Kegiatan 

Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarannya ditetapkan 

dengan Peraturan Wali kota. 

(6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening 

pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan 

atas perintah BUD. 

Pasal 117 

(1) Wali Kota dapat memberi izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening 

penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh Wali kota pada bank umum. 

(2) Wali Kota dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk membuka 

rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Wali kota pada bank 

umum untuk menampung UP. 

Pasal 1138 

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/atau imbalan 

lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga 

dan/atau jasa giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 

undangan. 

Pasal 119 

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank 

didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
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Pasa l 1 2 0 

( 1 ) Da l am rar igka manajemen k a s , Pemerintah Daerah dapat mendepositokdn 

dan/a tau me lakukan investas i j angka pendek atas uang milih: Daereih y a i g 

sementara be lum d igunakan sepanjang t idak mengganggu l ikuiditas, 

Keuangan Daerab, tugas Daerab, dan kua l i t as pe layanan publ ik. 

( 2 ) Deposito dan/a tau investas i j a n g k a pendek sebagaimana d imaksud ayat 11) 

h a r u s disetor ke Rekening K a s U m u m Daerah pal ing lambat per 3 1 

Desember. 

Bag ian Ketiga 

Penyiapan Dokumen Pe laksanaan Anggaran S K P D 

Pasa l 1 2 1 

( 1 ) P P K D me;mberitahukan kepada kepala S K P D agar memyusun d i n 

menyampgiikan rancangan DPA S K P D pal ing lambat 3 (tiga) bar i setelah 

Pera turan Wal i kota tentang Penjabaran APBID ditetapkan. 

( 2 ) Rancangan DPA S K P D sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1 ) memuat Sasa rdn 

yang bendak dicapai , fungsi. Program, Kegiatan, anggaran yang d isediakan 

u n t u k mencapai S a s a r a n tersebut, r encana pener imaan dana, dan renca^ia 

penar ikan dana setiap sa tuan ker ja ser ta pendapatan yang d iperk i rakan. 

(3) Kepa la S K P D menyerabkan rancangan DPA S K P D yang telab d i s u s u n kepada 

PPKD pal ing lambat 6 (enam) bar i setelab pember i tabuan sebagaimana 

d imaksud pada ayat ( 1 ) d i sampa ikan . 

Pasa l 1 2 2 

( 1 ) TAPD m e l a k u k a n ver i f ikasi rancangan DPA S K P D bersama dengan kepql 

S K P D yang bersangkutan. 

( 2 ) Ver i f ikasi a tas rancangan DPA S K P D sebagaimana d imaksud pada ayat 11) 

diselesaiksm pal ing lambat 1 5 ( l ima belas) bar i sejak d i tetapkannya Pe ra tunm 

Wal i kota tentang Penjabaran A P B D . 

(3) B e r d a s a r k a n bas i l ver i f ikasi sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1 ) , P P K D 

mengesabkan rancangan DPA S K P D seteTab mendapatkan persetuju;m 

Sekretar is Daerab. 

(4) Da l am ba l bas i l ver i f ikasi sebagaimana d imitksud pada ayat (1) t idak ses i ia i 

dengan Pe;raturan Wal i kota tentang Penjabaran A P B D , S K F D m e l a k u k m 

penyempurnaan rancangan DPA S K P D u n t u k d i s ahkan oleb P P K D d e n g ^ 

persetujuan Sekretar is Daerah . 
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Pasal 120 

Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan 

dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang 

sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas 

Keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik. 

Deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1) 

harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 

Desember. 

Bagian Ketiga 

Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD 

Pasal 121 

PPKD memberitahukan kepada kepala SKPD agar menyusun dan 

menyampaikan rancangan DPA SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah 

Peraturan Wali kota tentang Penjabaran APBD ditetapkan. 

Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Sasaran 

yang hendak dicapai, fungsi, Program, Kegiatan, anggaran yang disediakan 

untuk mencapai Sasaran tersebut, rencana penerimaan dana, dan rencana 

penarikan dana setiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. 

Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun kepada 

PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah pemberitahuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan. 

Pasal 122 

TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala 

SKPD yang bersangkutan. 

Verifikasi atas rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Peraturan 

Wali kota tentang Penjabaran APBD. 

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD 

mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkari persetujuan 

Sekretaris Daerah. | 

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai 

dengan Peraturan Wali kota tentang Penjabaran APBD, SKFD melakukan 

penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan 

persetujuan Sekretaris Daerah. 
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(5) DPA S K P D yang teiah d i s ahkan sebagaimana d imaksud pada ayat (3) d s n 

ayat (4) d i sampa ikan kepala S K P D yang bersangkutan dan kepada satuepi 

ker ja yang secara fungsional me l akukan pengawasan Daerab paling lambat 

(tujub) ba r i sejak tanggal d i sahkan . 

(6) DPA SKPE i sebagaimana d imaksud pada ayat (3) dan ayat (4) d i gunakan 

sebagai dasar pe laksanaan anggaran oleb keptala S K P D se laku FA. 

Bag ian Keempat 

Anggaran K a s dan SPD 

Pasa l 123 

(1) PPKD se laku B U D menyusun Anggaran K a s Pemerintab Daerab u n t i i k 

mengatur ketersediaan dana da lam mendai ia i pengeluaran sesua i dengtn 

rencana penar ikan dana yang tercantum da lam DPA S K P D . 

(2) Anggaran Kas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) memuat perk i raan anjis 

k a s m a s u l : yang bersumber dar i pener imaan dan perk i raan a r u s k a s k e l u ^ 

yang d igunakan u n t u k mendanai Pengeluaran Daerab da lam se tiap periode. 

Pasa l 124 

(1) Da l am rangka manajemen kas , PPKD menerbi tkan S P D dengan 

mempert imbangkan: 

a . Anggaran K a s Pemerintsih Daerab; 

b. ketersediaan dana di K a s U m u m Daerab; dan 

c. penjadwalan pembayaran pe laksanaan anggaran yang te rcantum da lam 

DPA S l fPD. 

(2) SPD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i s iapkan oleb K u a s a B U D unttjik 

ditandatangani oleb P P K D . 

Pasa l 125 

Ketentuan lebib lanjut mengenai tata ca ra pe laksanaan penyusunan A n g g a r ^ 

K a s dan S P D sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 123 dan Pasa l 124 diatfiil 

da lam Peraturan Wal i Kota yang berpedoman pada Peratursm Prundan|g 

undangan. 

Bag ian Ke l ima 

Pe laksanaan dan Penatausabaan F'endapatan Daerab 

Pasa l 126 

(1) BendabarcL Pener imaan wajib menyetor s e l u m b pener imaanny a ke Rekenr i g 

K a s U m u m Daerab pal ing lambat da lam weiktu 1 (satu) bar i . 
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DPA SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dls 

ayat (4) disampaikan kepala SKPD yang bersangkutan dan kepada satuan 

kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan Daerah paling lambat 7 

(tujuh) hari sejak tanggal disahkan. 

DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku PA. 

Bagian Keempat 

Anggaran Kas dan SPD 

Pasal 123 

PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk 

mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan 

rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD. 

Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus 

kas masuk yang bersumber dari penerimaari dan perkiraan arus kas keluar 

yang digunakan untuk mendanai Pengeluaran Daerah dalam setiap periode. 

Pasal 124 

Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD dengan 

mempertimbangkan: 

a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah, 

b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah, dan 

Cc. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam 

DPA SKPD. 

SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk 

ditandatangani oleh PPKD. 

Pasal 125 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyusunan Anggaran 

Kas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dan Pasal 124 diatur 

dalam Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada Peraturan Prundang- 

undangan. 

Bagian Kelima 

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah | 

Pasal 126 | 

(1) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening 

Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari. 
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(2) D a l a m h a l kondis i geografis Daerah sul i t d i jangkau dengan komunikaisi , 

t ransportas i , dan keterbatasan pe layanan j a s a keuangan, ser ta kondis i 

objektif l a innya , penyetoran pener imaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

dapat melebibi 1 (satu) ba r i yang d iatur da lam Pera turan Wal i Kota. 

(3) Setiap per.erimaan ba rus d idukung oleb bukt i yang lengkap dan sab at^s 

setoran. 

(4) B u k t i sebagaimana d imaksud pada ayat (3) dapat mel iput i dokumen 

elektronik. 

(5) Penyetoran pener imaan pendapatan sebagaimana d imaksud pada ayat 

menggunakan sura t tanda setoran. 

1) 

Pasa l 127 

(1) Penyetoran pener imaan pendapatan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 126 

ayat (5) d i l akukan secara tuna i dan/atau non tuna i . 

(2) Penyetoran sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dianggap sab seteleih Kuapa, 

B U D mener ima nota kredit a t au dokumen la in yang d ipersamal ian. 

(3) Bendabargi Pener imaan di larang menyimpan uang, cek, a tau sura t h e r b a r i a 

yang da lam penguasaannya: 

a . lebib dar i 1 (satu) bar i , kecua l i terdapat keadaan sebagaimana dimaksijid 

da lam Pasa l 126 ayat (2); dan/a tau 

b. a tas n a m a pribadi. 

Pasa l 128 

(1) Bendabara Pener imaan pada S K P D wajib menyelenggarakan pembuku; in 

terhadap cielurub pener imaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi 

tanggung j awabnya. 

(2) Bendabara Pener imaan pada S K P D wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban pener imaan kepada PA mela lu i P P K S K P D pal ing lamh a l 

tanggal 5 bu lan ber ikutnya. 

(3) Bendabara Pener imaan pada S K P D wajib menyampa ikan laporkn 

pertanggungjawaban pener imaan kepada PPKD pal ing lambat tanggal [iC 

bu lan ber ikutnya . 

(4) PPKD me l akukan veri f ikasi , evaluasi , dan ana l i s i s atas laporkr 

pertanggungjawaban pener imaan sebagaimana d imaksud pada ayat (3) dakinr 

rangka rekonsi l ias i pener imaan. 
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Dalam ha. kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, 

transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi 

objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalarn Peraturan Wali Kota. 

Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas 

setoran. 

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi dokumen 

elektronik. 

Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan surat tanda setoran. 

Pasal 127 

Penyetoran penerimaan pendapatan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 126 

ayat (5) dilakukan secara tunai dan/atau non tunai. 

Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah Kuasa 

BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan. 

Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga 

yang dalarn penguasaannya: 

a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat keadaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 126 ayat (2), dan/atau 

b. atas nama pribadi. 

Pasal 128 

Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan 

terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan 
| 

pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat 

tanggal 5 bulan berikutnya. 

Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 

bulan berikutnya. 

PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan 

pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam 

rangka rekonsiliasi penerimaan. 
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Pasa l 129 

(1) Pengembalian a tas kelebiban Pener imaan Daerab yang s i fatnya berulang dhn 

terjadi pada t abun yang s a m a m a u p u n t abun sebe lumnya di lal^ukan d e n g ^ 

membebankan pada rekening pener imaan yang bersangkutan. 

(2) Pengembalian atas kelebiban Pener imaan Daerab yang s i fatnya t i d i k 

berulang yang terjadi da lam taibun yang s a m a d i l akukan dengan 

membebankan pada rekening pener imaan yang bersangkutan. 

(3) Pengembalian atas kelebiban Pener imaan Daerah yang s i fatnya t i d i k 

berulang yang terjadi pada t abun sebe lumnya d i l akukan dengiin 

membebankan pada rekening belanja t idak terduga. 

(4) Pengembalian pendapatan sebagaimana d imaksud pada ayeit (3) diat j ir 

dengan Pera turan Wal i Kota. 

Bag ian Keenam 

Pelc iksanaan dan Penatausahaar i Be lan ja Daerab 

Pasa l 130 

(1) Setiap pengeluaran b a r u s d idukung bukt i yang lengkap dan sab menger^ai 

h a k yang d iperoleb oleh p ibak yang menagib. 

(2) Pengeluarsj i k a s yang mengakibatkan Beban A P B D t idak da]pat d i l a k u k i n 

sebelum l^ancangan Pera turan Daerah tentang A P B D ditetapkan d im 

d iundangkan da lam Lembaran Daerah . 

(3) Pengeluarem k a s sebagaimana d imaksud pada ayat (2) t idak termasikk 

pengeluargm keadaan darurat dan/a tau keper luan mendessik sesusd 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasa l 131 

(1) Bendgibara. Pengeluaran mengajukan S P P kepada PA mela lu i PPK SKl fD 

berdasarkem S P D a tau dokumen la in yang dijDersamakan dengan SPD. 

(2) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan p(;rtimbangan besargm S K P D d i n 

lokas i , disgimpaikan Bendaha ra Pengeluaran pembantu mela lu i PPK Uni t 

S K P D berdasarkan SPD a t au dokumen la in yj ing d ipersamakan dengan SPD 

(3) Pengajugm SPP kepada KPA berdasarkan piertimbangan besaran gmggaran 

Kegiatan S K P D , disampaikgm Bendabara Pengeluaran pembantu mela lui P P K 

S K P D berdasarkan SPD a t a u dokumen la in yang d ipersamakan dengan SPD 
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Pasal 129 

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang dan 

terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan 

membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan. 

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak 

berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan 

membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan. 

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak 

berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan 

membebankan pada rekening belanja tidak terduga. 

Pengembalian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur 

dengan Peraturan Wali Kota. 

Bagian Keenam 

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah 

Pasal 130 

Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai 

hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. 

Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan 

sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan 

diundangkan dalam Lembaran Daerah. 

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk 

pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 131 

Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD 

berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 

Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan 

lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK Unit 

SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 

Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran 

Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK 

SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 
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( 4 ) SPP sebaggiimana d imaksud pada ayat ( 1 ) terdir i a tas : 

a. SPP UP; 

b. S P P G U ; 

c. SPP T U ; dan 

d. S P P L S . 

( 5 ) SPP sebagaimana d imaksud pada ayat ( 2 ) dan ayat ( 3 ) terdir i a tas : 

a . SPP T U ; dan 

b. S P P L S . 

Pasa l 132 

( 1 ) Penerbitan dan pengajuan dokumen S P P U P d i l a k u k a n ok:h Bendeihajra 

Pengeluargm dgilam rangka pengisian UP. 

(2 ) Penerbitan dan pengajuan dokumen S P P G U d i l akukan oleb Bendaba|-a 

Pengeluargm da lam rangka mengganti UP. 

( 3 ) Ketentuan lebib Igmjut mengenai besgiran U P dan G U sebagaimana d imaksdd 

pada ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) di tetapkan dengan Keputusan Wal i kota. 

(4 ) Pengajuan SPP U P sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1 ) d ia jukan deng in 

me lampi rkan Kepu tusan Wal i kota tentging B e s a r a n U P sebagaimana 

d imaksud pada ayat ( 3 ) . 

( 5 ) Pengajuan SPP G U sebagaimana d imaksud pada ayat ( 2 ) d i lampir i d e n g ^ 

dokumen as l i pertanggungjawaban penggunaan UP. 

Pasa l 1 3 3 

( 1 ) Bendahaxci Pengeluaran a t au Bendahara Pengeluaran pembantu menga juk in 

SPP T U u n t u k me laksanakan Kegiatan yang bersifat mendesak dan t idak 

dapat menggunakan SPP L S dan/a tau SPP U P / G U . 

( 2 ) B a t a s j u m l a h pengajuan SPP T U ba rus mendapat persetujuan dar i PP ID j 

dengan memperbat ikan r ine ian kebutuban dan w a k t u penggunaannya 

ditetapkan dengan Pera turan Wal i Kota. 

( 3 ) Da l am ba l s i s a T U t idak habis d igunakan da lam 1 (satu) bu lan , s i s a 1"IJ 

disetor ke Rekening K a s U m u m Daerab. 

(4 ) Ketentuan batas w a k t u penyetoran s i s a T U sebagaimana d imal i sud pada a^ai: 

( 3 ) d ikeeual ikan u n t u k : 

a . Kegiatan yang peleiksanaannya melebibi 1 (satu) bu lan ; dan/a tau 
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SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: | 

a. SPP UP, | 

b. SPP GU, 

c. SPP TU: dan 

d. SPPLS. 

SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas: 

a. SPP TU, dan 

b. SPPLS. 

Pasal 132 

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara 

Pengeluaran dalam rangka pengisian UP. 

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara 

Pengeluaran dalam rangka mengganti UP. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali kota. 

Pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan 

melampirkan Keputusan Wali kota tentang Besaran UP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3). 

Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan 

dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP. 

Pasal 133 

Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan 

SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak 

dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU. 

Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD 

dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya 

ditetapkar dengan Peraturan Wali Kota. 

Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU 

disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. 

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dikecualikan untuk: 

a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan, dan/atau 
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b. Kegiatan yang mengalami perubahan j adwa l dar i yang telah di tetapkcn 

sebe lumnya akibat per ist iwa di lua r kendal i PA/KPA. 

(5) Pengajuan SPP T U sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dilaanpiri dengan 

daftar r ine ian rencana penggunaan dana. 

Pasa l 134 

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen S P P L S d i l a k u k a n o k h Bendahajra 

Pengeluargm u n t u k pembayaran: 

a . gaji dan tunjangan; 

b. kepada p ibak ketiga atas pengadaan barang dan j a s a ; dan 

e. kepada p ibak ketiga l a innya sesua i dengan ketentuan P e r a t u r ^ 

Perund ang- undangan. 

(2) Pengajugm dokumen SPP L S u n t u k pembaygiran pengadaan barang dan jajsa 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b dapat j u g a d i l a k u k a n oluh 

Bendgibargi Pengeluaran pembantu da lam ba l PA me l impabkan sebagian 

kewenangannya kepada KPA. 

Pasa l 135 

(1) Pengajugm dokumen S P P L S u n t u k pembaygiran pengadaan bgirang dan j a s a 

sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 134 ayat (1) b u r u f b oleb Bendahara. 

Pengelugmm/Bendabara Pengeluaran Pembantu, dilakukgm pal ing lambalj 3 

(tiga) ha r i sejak d i ter imanya tagiban dar i p ibak ketiga melgilui PPTK. 

(2) Pengajugm S P P L S dilgimpiri dengan kelengkapan persyaratan yahg 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasa l 136 

(1) Be rdasa rkan pengajuan SPP UP sebaggiimgma dimgiksud da lam Pasa l 1|3 

ayat (1), PA mengajukan permintaan UP kepada K u a s a B U D dengar. 

menerbi tkan SPM UP. 

(2] Be rdasa rkan pengajuan SPP G U sebagaimana dimgiksud dalgim Pasa l iBSl 

ayat (2), PA mengajukan penggantian U P yang telab d igunakan kepada Kue 

B U D dengan menerbi tkan SPM G U . 

(3) Be rdasa rkan pengajuan SPP T U sebagaimima d imaksud dalgim Pasa l 132 

ayat (1), PA/KPA mengajukan permintagm T U kepada Kuasgi B U D denggtn 

menerbi tkan SPM T U . 
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b. Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan 

sebelurnnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA. 

Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 

daftar rincian rencana penggunaan dana. 

Pasal 134 

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara 

Pengeluaran untuk pembayaran: 

a. gaji dan tunjangan, 

b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa, dan 

c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. | 

Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat juga dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian 

kewenangannya kepada KPA. 

Pasal 135 

Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf b oleh Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, dilakukan paling lambat 3 

(tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK. 

Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 136 

Berdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 

ayat (1), PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan 

menerbitkan SPM UP. 

Berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 

ayat (2), PA mengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepada Kuasa 

BUD dengan menerbitkan SPM GU. 

Berdasarkan pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 

ayat (1), PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan 

menerbitkan SPM TU. 
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Pasa l 137 
I 

(1) Berdasarkgm S P P L S yang d ia jukan oleh Bendaha ra Pengeluaran/ Bendahaha 

Pengeluaran pembantu sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 13^1 ayat (1), PF'K 

S K P D / P P K Unit S K P D me l akukan ver i f ikasi atas : 

a . kebenaran mater ia l sura t bukt i mengenai bak p ibak penagibi; 

b. kelengkapan dokumen yang menjadi p ( ; rsyaratan/sehubungan d e n g ^ 

ikatan/per janj ian pengadaan barang/jasa: dan 

c. ketersediaan dana yang bersangkutan. 

(2) Be rdasa rk im bas i l ver i f ikasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1), P A / K P A 

memer in tabkan pembayaran atas Beban A F B D mela lu i penerbitan SPM lj,S 

kepada K u a s a B U D . 

(3) Da l am h a l bas i l ver i f ikasi t idak memenubi s j a r a t , PA/KPA tidalc m e n e r b i t k ^ 

SPM L S . 

(4) PA/KPA mengembal ikan dokumen SPP L S da lam ba l bas i l ver i f ikasi t idak 

memenubi syarat sebagedmana d imaksud pada ayat (3) pal ing lambat 1 (satu) 

bar i terhi tung sejak d i ter imanya SPP. 

Pasa l 138 

(1) K u a s a B U D menerbi tkan SP2D berdasarkan SPM yang diter ima dar i PA/KPA 

yang d i tu jukan kepada bank operasional m i t ra ker janya. 

(2) Penerbitan SP2D sebagaimana d imaksud ptida ayat (1) paling; l ama 2 (dual 

bar i sejak SPM diter ima. 

(3) Da lam rar igka penerbitan SP2D sebagaimana d imaksud pada giyat (2), Kuasa 

B U D berk(;wajiban u n t u k : 

a . menelit i ke lengkapan SPM yang diterbitkan oleb PA/KPA berupa S u r a t 

Pemya taan Tanggung J a w a b PA/KPA; 

b. menguji kebenaran perhitungan tagiban atas Beban A P B D yapg; 

tereantum da lam per intah pembayaran; 

e. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang; bersangkutan; dan 

d. memer intabkan peneairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerab. 

(4) K u a s a B U D t idak menerbi tkan SP2D yang d ia jukan PA/KPA apabi la : 

a . t idak dilengkapi Su ra t Pemya taan Tanggung J a w a b P A / K P / l ; dan/a tau 

b. pengeluaran tersebut me lampaui pagu. 
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Pasal 137 

Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara 

Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), PPK 

SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas: 

a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih, 

b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan dengan 

ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa, dan 

c. ketersediaan dana yang bersangkutan. | 

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA 

memerintahkan pembayaran atas Beban AFBD melalui penerbitan SPM LS 

kepada Kuasa BUD. 

Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan 

SPM LS. 

PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi tidak 

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) 

hari terhittang sejak diterimanya SPP. 

Pasal 138 

Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA 

yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya. 

Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) 

hari sejak SPM diterima. 

Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa 

BUD berkewajiban untuk: 

a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA, 

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang 

tercantum dalam perintah pembayaran, 

c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan, dan | 

d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah. 

Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila: | 

a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA, dan/atau 

b. pengeluaran tersebut melampaui pagu. 
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(5) K u a s a B U D mengembal ikan dokumen SPM da lam ba l ketentuim 

sebagaimana d imaksud pada ayat (4) pal ing lambat 1 (satu) har i terhi tung 

sejak d i ter imanya SPM. 

Pasa l 139 

(1) Bendabara Penge luaran/Bendabara Pengeluaran pembantu me l aksanakan 

pembayarem setelab: 

a . menelit i ke lengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh 

PA/KP>\ beserta bukt i t r ansaks inya ; 

b. menguji kebenaran perhitungan tagiban yang tereantum dalam dokumqn 

pembayaran; dan 

e. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. 

(2) BendabarEi Penge luaran/Bendahara Pengeluaran pembantu Avajib menolkk 

m e l a k u k a n pembayaran dar i PA/KPA apabi la persyaratan sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) t idak dipenubi . 

(3) Bendabara Penge luaran/Bendabara Pengeluaran pembantu bertanggupg-

j awab seetira pribadi a tas pembayaran yang d i laksamakannya. 

Pasa l 140 

Bendabara Penge luaran/Bendabara Pengeluaran pembantu sebagai wajib 

pungut Pajak Pengbasi lan (PPb) dan pajak l a innya wajib menyetorkan s e l u n h 

pener imaan potongan dan pajak yang d ipungutnya ke Rekenir ig K a s Umum 

Negara. 

Pasa l 141 

PA./KPA d i larang menerbi tkan SPM yang membebani t abun anggaran ya|n^ 

berkenaan setelah t abun anggaran berakbir . 

Pasa l 142 

(1) Bendabara Pengeluaran seeara administrat i f wajib mempertanggungjawabkan 

penggunaan U P / G U / T U / L S kepada PA mela lu i PPK S K P D pal ing laml^ai 

tanggal 10 bu lan ber ikutnya . 

(2) Bendahara Penge luaran/Bendabara Pengeluaran pembantu pada S K P D wajjilj* 

mempertanggungjawabkan seeara fungsional atas pengelolaan uang yang 

menjadi tanggung j awabnya dengan menyampa ikan laporan 

pertanggungjawaban pengeluaran kepada F'PKD se laku B U D paling lamljia 

tanggal 10 bu lan ber ikutnya . 
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(5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari terhitung 

sejak diterimanya SPM. 

Pasal 139 

(1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan 

pembayaran setelah: 

a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh 

PA/KPA beserta bukti transaksinya, 

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen 

pembayaran, dan 

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. | 

(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu wajib menolak 

melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi. 

(3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung- 

jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. 

Pasal 140 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagai wajib 

pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lairinya wajib menyetorkan seluruh 

penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum 

Negara. 

Pasal 141 

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran yang 

berkenaan setelah tahun anggaran berakhir. 

Pasal 142 

(1) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan 

penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat 

tanggal 10 bulan berikutnya. 

(2! Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu pada SKPD wajib 

mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang 

menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat 

tanggal 10 bulan berikutnya. 
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(3) Ketentuan batas w a k t u penerbitan sura t pengesai ian laporan 

pertanggungjawaban pengeluaran dan s a n k s i keter lambatan penyampaian 

laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Pera turan Wal i ICota. 

(4) Penyampaiian pertanggungjawaban Bend;abara Pengeluaran/Bendahajra 

Pengeluartm pembantu seeara fungsional sebagaimana d imaksud pada 

ayat (2) d i l aksanakan setelab dit(3rbitkan sura t pengesabim 

pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KI 'A. 

(5) U n t u k tertib laporan pertanggungjawaban pada akb i r t abun anggaraln, 

pertanggungjawaban pengeluaram dana bu l an Desember d i sampa ikan pali i ig 

lambat tanggal 3 1 Desember. 

Bag ian Ketu jub 

Pe laksanaan dan Penatausabaan Pembiayaan Daerah 

Pasa l 143 

(1) Pe laksanaan dan penatausabaan pener imaan dan pengeluaraan Pembiayaarii 

Daerab d i l akukan oleb kepa la S K P K D . 

(2) Pener imaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerab sebagaimana dimaksij id 

pada ayat (1) d i l a k u k a n mela lu i Rekening K a s U m u m Daerah . 

(3) Da l am bal pener imaan dan pengeluaran Pt;mbiayaan Daerab sebagaimaha 

d imaksud pada ayat (2) s esua i ketentuan peraturan perund.mg-undangan 

t idak dilaJoukan mela lu i Rekening K a s U m u m Daerab, B U D m e l a k u k ^ 

peneatatan dan pengesaban pener imaan dan pengeluaran. P e m b i a y a ^ 

Daerab tersebut. 

Pasa l 144 

Keadaan yang; menyebabkan S iLPA t a b u n sebe lumnya d igunakan da lam tabrjin 

anggaran berjalan u n t u k : 

a . menutup i defisit anggaran; 

b. mendana i kewaj iban Pemerintab Daerab yang be lum tersedia anggarannya; 

e. membayar bunga dan pokok Utang dan/a tau obligasi Daerab yajig 

me lampaui anggaran yang tersedia mendahu lu i perubahan A P B D ; 

d. me lunas i kewaj iban bunga dan pokok Utang; 

e. mendanai k ena ikan gaji dan tunjangan pegawai A S N akibat adanya k e b i j a k ^ 

Pemerintai i ; 
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Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan 

pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian 

laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota. 

Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran pembantu secara fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan 

pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA. 

Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, 

pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling 

lambat tanggal 31 Desember. 

Bagian Ketujuh 

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah. 

Pasal 143 

Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan 

Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD. 

Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah. 

Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

tidak dilakukan melalui Rekening Kas Urnum Daerah, BUD melakukan 

pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan 

Daerah tersebut. 

Pasal 144 

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun 

anggaran berjalan untuk: 

a. 

b. 
| 

mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya, | 

menutupi dIdefisit anggaran, 

membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi Daerah yang 

melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD, 

melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang, 

mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya kebijakan 

Pemerintah, 
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f. mendanai Program dan Kegiatan yang be lum tersedia anggarannya; dan/athu 

g. mendanai Kegiatan yang eapaian S a s a r a n K iner janya d i t ingkatkan dar i ya i i g 

telab di tetapkan da lam DPA S K P D t abun anggaran berjalan, yang dapat 

d ise lesa ikan sampa i dengan batas akb i r penyelesaian pembayaran dalam, 

t abun anggaran berjalan. 

Pasa l 145 

(1) Pemindahbukuan dar i rekening D a n a Cadangan ke Rekening K a s U m u m 

Daerah d i l a k u k a n berdasarkan reneana penggunaan D a n a Cadangan sesujai 

pe run tukannya . 

(2) Pemindahbukuan dar i rekening D a n a Cadangan ke Rekening K a s Umujm 

Daerab se l iagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan setelal i j u m l a h D a i a 

Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Pera turan Daerab t en ta i g 

pembentulcan D a n a Cadangan yang bersangla i tan meneukupi . 

(3) Pemindahbukuan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) pal ing tinggi 

se jumlab jDagu D a n a Cadangan yang a k a n d igunakan sesua i peruntukanny^a 

pada t abun anggaran yang berkenaam sesuai dengan yang ditetapkan dengim 

Pera turan Daerab tentang pembentukan D a n a Cadangan. 

(4) Pemindahbukuan dar i rekening D a n a Cadangan ke Rekening K a s Umujm 

Daerab sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan dengan su ia t 

per intab pemindahbukuan oleb B U D / K u a s a B U D atas persetujuan P P K D . 

Pasa l 146 

(1) Pengalokasian anggaran u n t u k pembentukan D a n a Cadangan da lam tahun 

anggaran yang berkenaan sesuai dengan jumlab yang ditetapkan d a k m 

Pera turan Daerab tentang Pembentukan D a n a Cadangan. 

(2) A lokas i anggaran sebagaimana d imaksud ] iada ayat (1) d i p i n d a b b u k u k ^ 

dar i Rekening K a s U m u m Daerab ke rekening D a n a Cadangan. 

(3) Pemindahbukuan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) di lalcukan dengjin 

sura t perintab B U D / K u a s a B U D atas persetuijuan PPKD. 

Pasa l 147 

Deilam rangkei pe laksanaan pengeluaran Pembiayaan, K u a s a BUD' b e r k e w a j i b ^ 

u n t u k : 

a . menelit i k:elengkapan perintab pembayaran yang diterbitkan oleh kepi la 

S K P K D ; 
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mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya, dan/atau 

mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang 

telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat 

diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam 

tahun anggaran berjalan. 

Pasal 145 

Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum 

Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan meme 

peruntukannya. 

Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1| dilakukan setelah jumlah Dana 

Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang 

pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi. 

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 

sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukann a 

pada tahun anggaran yang berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengki 

Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan. | 

Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat 

perintah pemindahbukuan oleh BUD/Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. | 

Pasal 146 

Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun 

anggaran yang berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. 

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan 

dari Rekering Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan. | 
| 

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengi 

surat perintah BUD/Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. | 

Pasal 147 

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD berkewajib 

untuk: | 

a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kepala 

SKPKD, 
  

PERANGKAT | KABAG 
DABRAH HUKUM ASISTEN SEKDA 
  

          C 
      

N v



- 70 -

b. menguji kebenaran perhitungan pengeluanm Pembiayaan yaing tereantuni 

da lam perintab pembayaran; 

e. menguji k(3tersediaan dana yang bersangkutam; dan 

d. menolak jDencairan dana, apabi la per intah pembayaran atas p e n g e l u a r ^ 

Pembiayaain t idak memenubi persyaratan yang ditetapkan. 

Bag ian Kedelapan 

Pengelolaan B M D 

Pasa l 148 

(1) Pengelolaan B M D adalab kese lu ruhan Kegiatan yang mel iput i p e r encanam 

kebutuban dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan 

pengamanan dan pemel ibaraan, peni la ian, pemindabtanganan, pemusnaban 

penghapusan, penatausabaan dam pembinaan, pengawasan dju3 

pengendalian. 

(2) Pengelolaan B M D sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dilaks^anakam ses i ia i 

dengan Pera turan Daerab tentang Pengelolaan B M D sesua i dengan ketentu i r 

Pera turan Perundang-undangan. 

B A B V I I 

LAPORAN R E A L I S A S I S E M E S T E R P E R T A M A APBD DAN P E R U B A H A N A P B D 

Bag ian Kesa tu 

Laporan Rea l i sas i Semester F'ertama A P B D 

Pasa l 149 

(1) Pemerintah Daerab m e n y u s u n laporan rea l isas i semester perteima A P B D djEir 

prognosis u n t u k 6 (enam) bu lan ber ikutnya . 

(2) Laporan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i sampa ikan kepada DPIjiE 

pal ing lambat pada akb i r bu lan J u l i t abun anggaran berkenaari . 

Bag ian Kedua 

Dasa r Perubahan A P B D 

Pasa l 150 

(1) Laporan l ea l i sas i semester per tama A P B D sebagaimana d imaksud dal jm. 

Pasa l 149 menjadi dasar perubahan A P B D . 
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b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang tercantum 

dalam perintah pembayaran, 

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan, dan 

d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran 

Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

Bagian Kedelapan 

Pengelolaan BMD 

Pasal 148 

(1) Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan 

kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, 

penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian. 

(2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 

dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

BAB VII 

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD, 

Bagian Kesatu 

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD 

Pasal 149 | 

(1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan 

prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada “ 

paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan. 
| 

| 
Bagian Kedua 

Dasar Perubahan APBD 

Pasal 150 | 
| 

(1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana diraaksud dalam 

Pasal 149 menjadi dasar perubahan APBD. 
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(2] Pe rubahan A P B D sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat d i l akukar i 

apabi la tei'jadi: 

a . perkembangan yang t idak sesua i dengan a s u m s i KUA; 

b. keadaan yang menyebabkan h a r u s d i l a k u k a n pergeseran cinggaran a n i a -

organisasi , antar un i t organisasi , antai- Program, antar Kegiatan, dan 

antar j en i s belanja; 

e. keadaan yang menyebabkan S iLPA t abun anggaran sebe lumnya haijmj 

digunsikan da lam tabun anggaran berjalan; 

d. keadaim darurat ; dan/a tau 

e. keada im lua r b iasa . 

Bag ian Ketiga 

Perubahan Keh i jakan U m u m A P B D dan Prior i tas dan Plafon Anggaran Sement^r j . 

Pe rubahan 

Pasa l 151 

(1) Perkembangan yang t idak sesua i dengan a s u m s i K U A sebagaimana dimaksjuc. 

da lam Pasa l 150 ayat (2) h u r u f a dapat berupa terjadinya: 

a . pelamjDauan a t au t idak tereapainya proy ths i Pendapatan Daerah ; 

b. pe lampauan a t au t idak t e rea l i sas i rya a lokas i BeL in j a D a e r j h 

dan/ai;au 

c. perubtiban sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerab. 

(2) Wal i kota memformulas ikan perkembangan yang t idak sesua i dengan asu ins i 

K U A sebagaimana d imaksud pada ayat (1) ke da lam rancangan perubahan 

K U A serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan R K P D . 

(3] D a l a m rancangan perubahan K U A sebagaimana d imaksud pada ayat (2 

disertai peinjelasan mengenai perbedaan a s u m s i dengan KUA yang ditetapkan 

sebelumnya. 

(4] Da l am rancangan Perubahan PPAS sebagsiimana d imaksud pada ayat (2 

disertai penjelasan: 

a . Program dan Kegiatan yang dapat d i u s u l k a n u n t u k diteimpung d a l i m 

perubahan A P B D dengan mempertimbEingkan s i s a w a k t u pelaksana|ai| 

A P B D tabun anggaran berjalan; 

b. capa ian S a s a r a n K iner ja Program dan Kegiatan yang bf irus dikurajigji 

da lam perubahan A P B D apabi la a s u m s i K U A t idak tereapai: dan 
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(2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dapat dilakukan 

apabila terjadi: 

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, 

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar 

organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan 

antar jenis belanja, 

c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus 

digunakan dalam tahun anggaran berjalan, 

d. keadaan darurat, dan/atau 

e. keadaan luar biasa. 

Bagian Ketiga | 

Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

Perubahan 

Pasal 151 

(1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud 
| 

dalam Pasal 150 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya: 

a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, 

b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah, 

dan/arau | 

Cc. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah. 

(2) Wali kota memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 

KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan 

KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD. 

(3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan 

sebelumnya. 

(4) Dalam rancangan Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disertai penjelasan: | 

a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam 

perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan 

APBD tahun anggaran berjalan, 

b. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi 

dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai: dan 
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c. capa ian S a s a r a n K iner ja Program dan Kegiatan yang h a r u s ditingkatklar 

da lam perubahan A P B D apabi la melampaui a s u m s i KUA. 

Bag ian Keempat 

Pergeseran Anggaran 

Pasa l 152 

Pergeseran anggaran dapat d i l a k u k a n antar organisasi , antar un i t organisalsi 

antar Program, antar Kegiatan, dan antar j en i s belanja, antar obyek belan 

dan/a tau antar r ine ian obyek belanja. 

Pasa l 153 

(1) Pergeseran anggaran antar organisasi , antar un i t organisasi , tintar Program, 

antar Kegiatan, dan antar j en i s belanja sebagaimana d imaksud dalam Pa^al 

152 d i l akukan mela lu i perubahan Pera turan Daerah tentang A P B D . 

(2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja, dan/a tau antar r ine ian oby|ek 

belanja sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 152 d i l akukan mela u i 

perubahan Pera turan Wal i Kota tentang Penjabaran A P B D . 

(3) Pergeseran antar obyek belanja da lam j en i s belanja dan antar r ine ian obyeli 

belanja da lam obyek belanja sebagaimana d imaksud pada ayat (1) ditetapkar 

oleb Wal i ICota. 

(4) Pergeseran anggaran sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan ayat (2 

d i formulas ikan da lam Perubahan DPA S K P D 

(5) Pe rubahan Pera turan Wal i kota tentang Penjabaran A P B D sebagaima i s . 

d imaksud pada ayat (2) se lanjutnya dianggarkan da lam Rancangan Peratursir 

Daerab tentang Perubahan A P B D a t au di tampung da lam laporam realisas: 

anggaran. 

(6) Pe rubahan Pera turan Wal i Kota tentang Penjabaran A P B D sebagaimaia 

d imaksud pada ayat (5) d i tampung da lam laporan rea l isas i angj^aran apabi la : 

a . t idak me l akukan perubahan A P B D ; a t a u 

b. pergeseran d i l akukan setelab d i te tapkannya Pera turan Daerab tentajig 

Perubahan A P B D . 

(7) Ketentuan lebib lanjut mengenai ta ta eara pergeseran anggaran diatur dalhir 

Pera turan Wal i Kota sesua i dengan ketentuan Pera turan Perundang-

undangan. 

F'ERANGKAT KABAG ASISTEN S E K D A 
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Cc. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan 

dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA. 

Bagian Keempat 

Pergeseran Anggaran 

Pasal 152 

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, 

antar Prograrn, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar wbyek belanja, 

dan/atau antar rincian obyek belanja. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

() 

(7) 

Pasal 153 

Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, 

antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

152 dilakukan melalui perubahan Peraturan Daerah tentang APBD. 

Pergeseran anggaran antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek 

belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dilakukan melalui 

perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD. 

Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek 

belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

oleh Wali Kota. 

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD. 

Perubahan Peraturan Wali kota tentang Penjabaran APBD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi 

anggaran. 

Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila: 

a. tidak rnelakukan perubahan APBD, atau 

b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam 

Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang:- 

undangan. | 
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Bag ian Ke l ima 

Penggunaan S i s a Lebih Perhi tungan Anggaran T a b u n Sebe lumnya da lam 

Perubahan APBID 

Pasa l 154 

Penggunaan S iLPA t abun sebe lumnya u n t u k pendanaan pengeluaran 

sebagedmana d imaksud da lam Pasa l 150 ayat (2) b u r u f e d i formulas ikan terlebib 

deibulu da lam Perubahan DPA S K P D dan/a tau R K A S K P D . 

Bag ian Keenam 

Pendanaan Keadaan Darura t 

Pasa l 155 

(1) Pemer intsb Daerah mengusu lkan pengeluaran u n t u k mendanai keadeaiji 

darurat >ang be lum tersedia anggarannyei sebagaimana d imaksud daljtnji 

Pasa l 64 ayat (1) da lam raneangan perubahan A P B D . 

(2) Da l am ba l pengeluaran u n t u k mendanai keadaan darura t sebagaimeinji 

d imaksud pada ayat (1) d i l akukan setelab jDerubaban A P B D a t au da lam tiaj 

Pemerinteib Daerab t idak m e l a k u k a n perubahan A P B D mal<:a pengeluajj-aji 

tersebut d i sampa ikan da lam laporan rea l i sas i anggaran. 

Bag ian Ketu jub 

Pendgmaan Keadaan L u a r B i a s a 

Pasa l 156 

(1) Pe rubahan A P B D banya dapat d i l akukan 1 (satu) ka l i da lam 1 (satu) tabuh 

anggaran, keeual i da lam keadaan lua r b iasa sebagaimana d imaksud daljarr 

Pasa l 150 ayat (2) b u r u f e. 

(2) Keadaan lua r b iasa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) merupa l : a ' 

keadaan yang menyebabkan est imasi pener imaan dan/a tau pengeluarar. 

da lam A P B D mengalami kena ikan a tau penurunan lebib besar dar i 5 0 % (li)ma 

pu lub perseratus) . 

(31) Ketentuan mengenai perubahan A P B D akibat keadaan luar bikslgL 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) disitur da lam Peratuiran Wal i KjotEi 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
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Bagian Kelima 

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dalam 

Perubahan APBD 

Pasal 154 

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) huruf c diformulasikan terlebih 

dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD. 

Bagian Keenam 

Pendanaan Keadaan Darurat 

Pasal 155 

(1) Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan 

darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 64 ayat (1) dalam rancangan perubahan APBD. 

(2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana 
| 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal 

Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran 

tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 

Bagian Ketujuh 

Pendanaan Keadaan Luar Biasa 

Pasal 156 

(1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 

anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 150 ayat (2) huruf e. 

  (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran 

dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50Y6 (lima 

puluh perseratus). 

(S) Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
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Pasa l 157 

{1| Da l am hgil keadaan lua r b iasa yang menyebabkan est imasi penerimalaili 

da lam A P B D mengalami kena ikan lebib dar i 5 0 % ( l ima pu lub perseratus) 

sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 156 ayat (2) dapat d i l akukan 

penambaban Kegiatan ba ru dan/a tau peningkatan capaian S a s a r a n K iner ja 

Program c a n Kegiatan da lam tabun anggaran berkenaan. 

(2) Da l am ba l keadaan lua r b iasa yang menyebabkan est imasi penerimajaiji 

da lam A P B D mengalami penurunan lebib dar i 5 0 % ( l ima pu lub perseratus) 

sebagaimima d imaksud da lam Pasa l 156 ayat (2) dajDat d i l akukan 

penjadwalan u lang dan/a tau pengurangan capa ian S a s a r a n K iner ja P r o g r ^ 

dan Kegiatan la innya da lam tabun anggaran berkenaan. 

Bag ian Kedelapem 

Penyusunan Perubaban A P B D 

Pasa l 158 

(1) Rancangan perubahan K U A dan rancangaj i pe rubahan PPAS sebagaimgn^ 

d imaksud dalgim Pasa l 151 ayat (2) d i sampa ikan kepada D P R D paling lam|3a,t 

minggu p(;rtama bu lan Agustus da lam t a h u n anggaran yang berkenagm. 

(2) Rancangan perubaban K U A dan rancangan perubaban PPAJ3 sebagaimknS 

d imaksud pada ayat (1) d ibahas bersama dan disepakat i menjadi perubaligtri 

KUA dan perubaban PPAS pal ing lambat minggu kedua bu lan Agustus d a l a n 

t abun anj^garan yang berkenaan. 

Pasa l 159 

(1) Perubaban K U A dan perubaban PPAS yang telab disepakat i Wal i Kj)ta 

bersama D P R D sebagaimgma dimgiksud dgJam Pasa l 151 ayat (2) menjjacj: 

pedoman Perangkat Daergib dgdam m e n y u s u n R K A S K P D . 

(2) Perubaban K U A dan perubaban PPAS sebagaimana d imaksud pada ayat ( 

d i sampa ikan kepada Perangkat Daerab diseirtai dengan: 

a . Program dan Kegiatan ba ru ; 

b. kr i ter ia DPA S K P D yang dapat diubab; 

e. batas wgiktu penyampaian R K A S K P D kepada PPKD; dan/a tau 

d. dokumen sebagai l ampi ran mel iput i k:ode rekening perubaban A P B E ' 

format R K A S K P D , ana l i s i s s tandar belanja, s tandar bguga sa tuan dgm 

perencanaan kebu tuban B M D serta dokumen la in yang d ibutubkan . 
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Pasal 157 

Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan 

dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50Y0 (lima pulah perseratus) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) dapat dilakukan 

penambahan Kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian Sasaran Kinerja 

Program dan Kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan. 

Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan 

dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 506 (lima puluh perseratus) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) dapat dilakukan 

penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program 

dan Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan. 

Bagian Kedelapan 

Penyusunan Perubahan APBD 

Pasal 158 | 
| 

Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) disampaikan kepada DPRI) paling lambat 

minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran yang berkenaan. 

Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubatlahi 

KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam 

tahun anggaran yang berkenaan. 

Pasal 159 

Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Wali Kota 

bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) menjadi 

pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD. | 
| 

Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Perangkat Daerah disertai dengan: 

a. Program dan Kegiatan baru, 

b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubah, 

c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD, dan/atau 

d. dokurnen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, 

format RKA SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan 

perencanaan kebutuhan BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan. 

  

| PERANGKAT | KABAG 
DAERAH HUKUM ASISTEN | SEKDA 
  

        PAN     

A v |



- 7 5 -

(3) Penyampgdan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i l akukan pal ing Igimba 

minggu k(;tiga bu lan Agustus t abun anggaran berkenaan. 

Pasa l 160 

(1) Kepa la S K P D m e n y u s u n R K A S K P D berdasarkan peruba l ian K U A (^aiji 

perubaban PPAS sebagaimana d imaksud dgilam Pasa l 151 ayat (2). 

(2) R K A S K P D sebagaimana dimgiksud pada ayat (1) d i sampa ikan kepada PPKlj) 

sebagai baban penyusunan Raneangan Pera turan Daerab tentang Perubaban 

A P B D . 

Pasa l 161 

K(3tentuan mengenai ta ta eara penyusunan R K A S K P D sebagaimana d imaksud 

da lam Pasa l 88 ber laku seeara mutat is mutand is terbadap penyusunan RpK/V 

SICPD pada perubahan A P B D . 

Pasa l 162 

(1) DPA SKPID yang dapat d iubab sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 159 ajyall 

(2) b u r u f b berupa peningkatan a tau pengurangan eapaian S a s a r a n Kinerj^ 

Program dan Kegiatan dar i yang telab ditetapkan semula . 

(2) Peningkatan a t a u pengurangan eapaian S a s a r a n Kiner ja Program dan 

Kegiatan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i formulas ikan dalair 

perubaban DPA S K P D . 

(3) Perubaban DPA S K P D memuat eapaian S a s a r a n Kiner ja , k(3lompok, j en i s , 

obyek, rineigm obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan baik sebelum 

dilakukgm perubabgm m a u p u n setelab perubabgm. 

Pasa l 163 

(1) R K A S K P D yang memuat Program dan Kegiatan ba ru dan pierubaban b P A 

S K P D yang a k a n dianggarkan da lam perubaban A P B D yang; telab disuour 

oleh S K P D d i sampa ikan kepada TAPD mela lu i P P K D u n t u k diveri f ikasi. 

(2!) Ver i f ikas i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l a k u k a n oleh TAPD un iu l l : 

menelaab kesesua ian an ta ra R K A S K P D dar. perubahan DPA S K P D dengan 

a. perubgiban K U A dan Perubaban PPAS; 

b. P rak i i a a n Maju yang telab disetujui ; 

e. dokumen perencanaan l a innya ; 

d. Capa ian Kiner ja ; 

PERANGKAT 
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(3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 

minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan. 

Pasal 160 

(1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan KUA dan 

perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2). 

(2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikari kepada PPKD 

sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

APBD. 

Pasal 161 

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD sebagairiana dimaksud 

dalam Pasal 88 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA 

SKPD pada perubahan APBD. 

Pasal 162 

(1) DPA SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat 

(2) huruf b berupa peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja 

Program dan Kegiatan dari yang telah ditetaokan semula. 

(2) Peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan 

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam 

perubahan DPA SKPD. 

(3) Perubahan DPA SKPD memuat capaian Sasaran Kinerja, kelompok, jenis, 

obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan baik sebelum 

dilakukan perubahan maupun setelah perubahan. 

Pasal 163 | 

(1) RKA SKPD yang memuat Program dan Kegiatan baru dan perubahan DPA 

SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disudutl 

oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi. | 

2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk 

menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dan. perubahan DPA SKPD dengan: 

a. perubahan KUA dan Perubahan PPAS, 

b. Prakiraan Maju yang telah disetujui, 

c. dokumen perencanaan lainnya: 

d. Capaian Kinerja, 
  

| PERANGKAT | KABAG DAERAH | Hukum | ASISTEN SEKDA 
  

          
  H4 AM



- 7 6 -

e. Indikator K iner ja ; 

f. ana l i s i s s tandar belanja; 

g. s tandar barga sa tuan ; 

h . perencanaan kebu tuhan B M D ; 

i . S tandar Pe layanan Minimal ; dan 

j . Program dan Kegiatan antar R K A S K P D dan perubaban DPy\ S K P D . 

(3) D a l a m hi i l bas i l ver i f ikasi TAPD sebagaimana d imaksud pada ayat 

terdapat ke t idaksesua ian , kepala S K P D melc ikukan penyempurnaan. 

Pasa l 1 6 4 

(1) PPKD m e n y u s u n Rgmcangan Pera turan Daerab tentang Peruba ban A P B D daifi 

dokumen pendukung berdasarkan R K A SICPD dan perubahan DPA SKjPp 

yang telab d i sempurnakan oleb kepa la S K P D . 

(2) Raneangan Pera turan Daerah tentang Perubahan A P B D sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) memuat lampi ran piding sedikit terdir i a tas : 

a . r ingkasan A P B D yang d ik las i f ikas i menurut kelompok dan jelnij 

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 

b. ringka.sgm A P B D menurut u r u s a n pemenntaban Daerah dan organisasi 

c. r ine ian A P B D menuru t u r u s a n pemerintaban Daerab, orggmisas: 

Progrgim, Kegiatan, kelompok, j en i s pendapatan, belanja, cab 

Pembiayaan; I , 

d. rekapi tu las i Be lan ja Daerab dan kesesua ian menuru t u r u s a n 

Pemer intaban Daergib, organisasi , Progrgim, dan Kegiatgm; 

e. rekapi tu las i Be lan ja Daerab u n t u k kese larasan dan keterjiadugm u r u s a n 

Pemer intahai i Daerab dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuanggin 

negara; 

f. daftar j u m l a b pegawai per golongan dan per j aba tan ; 

g. daftar P iutang Daerab; 

h . daftar penyertaan modgil Daerab dan investas i Daerab la innya ; 

i . daftar perk i raan penambaban dan pengurangan aset tetap Daerab; 

j . daftar perkiragm penambahan dan pengurangan aset la in- la in ; 

k . dgiftar Kegiatan t a h u n gmggaran sebe lumnya yang be lum dise lesa ikan (jlgij 

d iangimrkan kembal i da lam tabun angggiran berkenaan; 

1. daftar dana cadangan Daerab; dan 
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Indikator Kinerja, | 

analisis standar belanja, 

standar harga satuan, 

perencanaan kebutuhan BMD, 

Standar Pelayanan Minimal, dan 

Program dan Kegiatan antar RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD. 

Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan. 

Pasal 164 

PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan 

dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD 

yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD). 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas: 

a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis 
| 

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan, 

ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi, 

rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, 

Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dah 

Pembiayaan, | 

rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaian menurut urusan 

Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan, 

rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 

Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan 

negara, 

daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan, 

daftar Piutang Daerah, 

h. daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya, 

daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah, 

daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain, 

daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan 

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan, 

daftar dana cadangan Daerah, dan 
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m. daftar P in jaman Daerah . 

(3) Dokumen pendukung sebagaimana d imaksud pada ayat (1) terdir i a tas ndth 

keuangan dan Raneangan Pera turan \7ali Kota tentang Penjabaiaiji 

' Perubaban A P B D . 

(4) Raneangan Pera turan Wal i Kota tentang; Penjabaran Perubaban A P B D 

sebagaimana d imaksud pada ayat (3) memuat l ampi ran paling sedikit terdiri 

a tas : 

a . ringkeisan penjabaran perubaban A P B D yang d ik las i f ikas i menurut , jeijiis 

obyek, dan r ine ian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 

b. penjabaran perubahan A P B D menurut U r u s a n Pemer intaban Daer j ih, 

organisasi . Program, Kegiatan, j en is , obyek, rineian obye:k pendapatan 

belanja, dan Pembiayaan; 

e. daftar n a m a penerima, a lamat penerima, dan besaran bibab; dan 

d. daftar n a m a penerima, a lamat penerima,, dan besaran ban tuan sosia l . 
i 

P asa l 165 

Raneangan Peraturan Daerah tentang Perubaban A P B D yang telah d i s u s u n ojleh 

PPKD disamf ia ikan kepada Wal i Kota. 

Bag ian Kesembi lan 

Penetapan Perubaban A P B D 

Pasa l 166 

Wali Kota wajib menyampa ikan Rancangan Pera turan Daerab tentang Perubahan 

A P B D kepada D P R D disertai penjelasan dan dokumen pendukung u n t u k d ibahas 

da lam rangka memperoleb persetujuan bersaiTia pal ing lambat minggu kei^ujji 

bu l an September t abun anggaran berkenaan. 

Pasa l 167 

(1) Pembahasan Raneangan Pera turan Daerab tentang Perubaban A F B b 

d i laksans ikan oleb Wal i Kota dan D P R D sietelab Wal i Kota menyampa ikan 

Rancang im Pera turan Daerab tentang Perubahan A P B D beserta penjelasan 

dan dokumen pendukung sesua i dengan ketentuan Pera turan Perundang-

undangan. 

(2) Pembahasan Raneangan Pera turan Daerab tentang Perubaban A P B D 

berpedoman pada perubahan R K P D , perubeJian KUA, dan Perubaban PPAS. 

P E R A N G K A T 
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m. daftar Pinjaman Daerah. 

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota 

keuangan dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran 

Perubahan APBD. 

(4) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri 

atas: 

a. ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut, jenis, 

obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan, 

b. penjabaran perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, 

belanja, dan Pembiayaan, 

c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah, dan 

d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial. 

Pasal 165 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disusun oleh 

PPKD disampaikan kepada Wali Kota. 

Bagian Kesembilan 

Penetapan Perubahan APBD 

Pasal 166 

Wali Kota wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas 

dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua 

bulan September tahun anggaran berkenaan. 

Pasal 167 

(1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan SB 

dilaksanakan oleh Wali Kota dan DPRD setelah Wali Kota menyampaikan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta penjelasan 

dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan Peraturan en 

undangan. 

(2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 

berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan Pernibahan PPAS. 
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Bag ian Kesepu lnh 

Persetujuan Raneangan Pera turan Daerah tentang Perubahan A P B D 

Pasa l 168 

(1) Pengambilan kepu tusan mengenai Rancangan Pera turan Daerah tentang 

Perubaban A P B D d i l akukan oleb D P R D beirsama Wal i kota pal ing lamba^ ^ 

(tiga) bul8.n sebelum tabun anggaran yang berkenaan berakbir. 

(2) Da l am ba l D P R D sampai batas w a k t u sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

t idak mengambil keputusan bersama dengan Wal i Kota terbadap Raneangai i 

Peraturan. Daerab tentang Perubahan A P B D , Wal i Kota m e l a k s a n a l a j i 

pengeluaran yamg telab dianggarkam da lam A P B D t a l i un anggaran 

berkenaaui. 

(3) Penetapan Raneangan Peraturan Daerah tentang Perubaban A P B D d i l a k u k a n 

setelah d i te tapkannya Pera turan Daera l i tentang Pertanggungjawabaij] 

Pelaksanaian A P B D t a h u n sebelumnva. 

Bag ian Kesebelais 

Elvaluasi Raneangan Pera turan Daerah tentang Perubabam A P B D dan P e r a t u r ^ 

Wal i Kota tentang Penjabaran Pembaban A P B D 

Pasa l 169 

(1) Rancangan Pera turan Daerah tentang Perubaban A P B D yang te lah disetujui 

berseima dan Raneangan Pera turan Wal i Kota tentang Penjabaran Perubaban 

A P B D d i sampa ikan kepada Gube rnur paling lambat 3 (tiga) bar i sejak tanggal 

persetuju.an Rameangan Pera turan Daerab tentang Perubaban A P B D u n t u k 

dievaluasi sebelum ditetapkan oleb Wal i Kota. 

(2) Raneangan Pera turan Daerab tentang Perubaban A P B D dan Rancangan 

Peraturari. Wal i Kota tentang Penjabaran Perubaban A P B D sebagedmana 

d imaksud pada ayat (1) disertad dengan perubaban R K P D , pt irubaban KUA, 

dan perubaban PPAS yang disepakat i antara. Wal i Kota dan D P R D . 

(3) D a l a m ba l G u b e m u r menya takan bas i l eva luas i Raneangan Pera tu ian 

Daerab tentang Perubaban A P B D dan Raneangan Peraturan Wal i Kifca 

tentang Penjabaran Perubaban A P B D sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

t idak sesua i dengan ketentuan pera turan pemndang-undangan yang lehili 

tinggi, kepentingan u m u m , pembaban R K P D , p embaban KUA, Pembahan 

PPAS, dan R P J M D , Wal i Kota bersama Dl^RD me l akukan penyempurnaan 

pal ing l a m a 7 (tujub) h a r i sejaik bas i l eva luas i di ter ima. 
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Bagian Kesepuluh 

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 

Pasal 168 

(1) Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Wali kota paling lambat 3 

(tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang berkenaan berakhir. 

(2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak mengambil keputusan bersama dengan Wali Kota terhadap Rancangan 

Peraturan. Daerah tentang Perubahan APBD, Wali Kota melaksanakan 

pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 

berkenaan. 

(3) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah teritang Perubahan APBD dilakukan 

setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. 

Bagian Kesebelas 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan 

Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD 

Pasal 169 

(l) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui 

bersama dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan 

APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal 

persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD untuk 

dievaluasi: sebelum ditetapkan oleh Wali Kota. 

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan 

Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, 

dan perubahan PPAS yang disepakati antara Wali Kota dan DPRD. 

(3) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota 

tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, Perubahan 

PPAS, dan RPJMD, Wali Kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan 

paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima. 
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Pasa l 170 

( l l Penyempuirnaan has i l eva luas i sebagaimana d imaksud da lam Pasal 169 a^at 

(3) d i l aku l i an Wal i Kota mela lu i TAPD bersama dengan D P R D mela lu i badlan 

anggaran. 

(2) Has i l p enyempumaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) di tetapkan 

dengan Kepu tusan P impinan D P R D . 

(3) Keputusan p impinan D P R D sebagaimana d imaksud pada ayait (2) dijadikjaiti 

dasar penetapan Pera turan Daerab tentang Pembaban A P B D . 

(4) Kepu tusan p impinan D P R D sebagaimana d imaksud pada ayat (2) dilaporkjan 

pada s idaag pa r ipurna ber ikutnya . 

(5) Keputusan p impinan D P R D sebagaimama d imaksud pada ayat (2|) 

d i sampa ikan pal ing lambat 3 (tiga) ba r i setelab keputusan terselj)u|t 

ditetapkan. 

I 

B A B V I I I 

AKUNTANSI DAN P E L A P O R A N K E U A N G A N P E M E R I N T A H D A E R A H 

Bag ian Kesa tu 

A k u n t a n s i Pemerintab Daerab 

Pasa l 171 

(1) A k u n t a n s i Pemerintab Daerab d i l aksanakan berdasarkan: 

a . Keb i jakan A k u n t a n s i Pemer intah Daerah ; 

b. SAPD; dan 

e. B A S u n t u k Daerab, sesua i dengan ketentuan pera turan pemndci|ig 

undangan. 

(2) A k u n t a n s i Pemerintab Daerab sebagaimana d imaksud jDada ayat ( 

d i l aksanakan oleb entitas a k u n t a n s i dan entitas pelaporan. 

Pasa l 172 

(1) Keb i jakan A k u n t a n s i Pemerintab Daerab sebagaimana d imaksud daljari 

Pasa l 171 ayat (1) b u m f a, mel iput i keb i jakan a k u n t a n s i pelaporan keuangan 

dan kebi jakan a k u n t a n s i a k u n . 

(2) Keb i jakan a k u n t a n s i pelaporan keuangan sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) memuat penjelasan atas u n s u r - u n s u r laporan Freuangan yang 

berfungsi sebagai panduan da lam penyajian pelaporan keuangan. 

P E R A N G K A T 
D A E J I A H 

NGKAT KABAG ASISTEN 
:itAH HUKUM ^^ '^ ' '^ '^ S E K D A   

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(1) 

(2) 

(1) 
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Pasal 170 | 

Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat 

(3) dilakukan Wali Kota melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan 

anggaran. 

Hasil periyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Pimpinan DPRD. 

Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan 

dasar penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. 

Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan 

pada sidang paripurna berikutnya. 

Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut 

ditetapkan. 

BAB VIII 

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 

Bagian Kesatu 

Akuntansi Pemerintah Daerah 

Pasal 171 

Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan: 

a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, 

b. SAPD: dan 

c. BAS untuk Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. 

Pasal 172 | 

Kebijakari Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 171 ayat (1) huruf a, meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan 

dan kebijakan akuntansi akun. 

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang 

berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. 
  

| PERANGKAT | KABAG 
  

DAERAH HUKUM ASISTEN | SEKDA 
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(3) Kebi jakan a k u n t a n s i a k u n sebagaimana d imaksud pada ayat (1) mengatu : 

definisi, pengakuan, pengukuran, peni lman, dan/a tau pengungkapan 

t r ansaks i a t au per ist iwa sesua i dengan SAP. 

Pasa l 173 

(1) SAPD setiagaimana d imaksud da lam Pasa] 171 ayat (1) buimif b, memuat 

p i l iban ptrosedur dan teknik a k u n t a n s i da lam me l akukan identi f ikasi 

t r ansaks i , pencatatan pada j u m a l , posting ke da lam b u k u bessir, penjrusuriaifi 

neraea saldo dan penyaj ian laporan keuangan. 

(2) Penyaj ian laporan keuangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) paljng 

sedikit mel iputi : 

a . laporan rea l i sas i anggaran; 

b. laporan perubaban saldo anggaran lebib; 

e. neraea; 

d. laporan operasional; 

e. laporan a r u s kas ; 

f. laporan perubaban ekui tas ; dan 

g. eatatan a tas laporan keuangan. 

(3) SAPD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) mel iputi s istem a k u n t a n s i S K P k D 

dan s is tem a k u n t a n s i S K P D . 

Pasa l 174 

(1) B A S u n t u k Daerah sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 171 ayat (1) b u r u f 

merupak im pedoman bagi Pemerintab Daerab da lam m e l a k u k a n kodefikasi 

a k u n yang menggambarkan s t ruk tu r A P B D dan laporan keuangan seeara 

lengkap. 

(2) B A S u n t u k Daerab sebagaimana d imaksud pada ayat (1) ber tu juan u n ;u t 

mewujudl ism stat is t ik keuangan dan laporan keuangan seeara nas iona l yang 

se laras dan terkonsol idasi an ta ra Pemerintab Pusa t dengan Pemer intah 

Daerab, yang mel iput i penganggaran, pe laksanaan anggaran dan lapofan 

keuangan.. 

(3) B A S u n t u k Daerab sebagaimana d imaksud ayat (2) disela:raskan dengar 

bagan a k u n standar Pemerintab Pusat . 

Bag ian Kedua 

Pelaporan Keuangan Pemerintab Daerah 

PERANGKAT KA 
HU 

BAG 
KUM ASISTEN S E K D A 

DABRAH > X f   

(8) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 
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Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur 

definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan 

transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP. 

Pasal 173 

SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf b, memuat 

pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi 

transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan 

neraca saldo dan penyajian laporan keuangan. 

Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit meliputi: 

a. laporan realisasi anggaran, 

T laporan perubahan saldo anggaran lebih, 

neraca, 

laporan operasional, 

c 

d 

e. laporan arus kas, 

f. laporan perubahan ekuitas, dan 

g catatan atas laporan keuangan. 

SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi SKPKD 

dan sistern akuntansi SKPD. 

Pasal 174 

BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf c 

merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi 

akun yarg menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara 

lengkap. 

BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk 

mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang 

selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 

Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan 
| 

keuangan. 

BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) diselaraskan dengan 

bagan akun standar Pemerintah Pusat. 

Bagian Kedua | 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 
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Pasa l 175 

(1) Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses pcmyusunan a a n 

penyaj ian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan 

sebagai bas i l konsol idasi a tas laporan Iceuangan S K P D se laku enti 

akun tans i . 

as 

(2) Laporan keuangan S K P D sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i s u s u n dan 

d isa j ikan oleb kepa la S K P D se laku PA siibagai En t i t a s A k u n t a n s i paljng 

sedikit mel iputi : 

a . laporan rea l i sas i anggaran; 

b. neraea; 

e. laporan operasional; 

d. laporan perubaban ekui tas ; dan 

e. eatatan atas laporan keuangan. 

(3) Laporan keuangan S K P D sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i sampa ikan 

kepada Wal i Kota mela lu i PPKD pal ing lambat 2 (dua) bu lan setelah t abun 

anggaran berakbir sesua i dengan ketentuan Pera turan Perundang-undangan. 

Pasa l 176 
( 
I 

(1) Laporan IXeuangan Pemerintab Daerab sebagaimana d imaksud pada Palsa 

175 ayat (1) d i s u s u n dan d isa j ikan oleh ke j ja la S K P K D se laku PPKD sebalgai 

En t i t a s F'elaporan u n t u k d isampa ikan kepada Wal i Kota da lam rangk 

memenuhi pertanggungjawaban pe laksanaa i i A P B D . 

(2) Laporan keuangan Pemerintab Daerab sebeigaimana d imaksud pada ayat (1) 

pal ing sedikit mel iputi : 

a . laporg.n rea l isas i anggaran; 

b. laporgji perubaban saldo anggaran lebib; 

c. neraea; 

d. laporgm operasional; 

e. laporgin a r u s kas ; 

f. laporgin perubabgm ekui tas ; dan 

g. eatatan atas laporan keuangan. 

(3) Laporan keuangan Pemerintab Daerab sebgigaimana d imaksud pada ayat (ll 

d i sampa ikan kepada Wal i Kota mela lui Fiekretaris Daerab paling l a m j a i 

3 (tiga) ttulan setelab tsihun anggaran berakbir sesua i dengan ke t en tua i 

Pera turan Perundang-undangan. 

PERANGKAT 
DAERAH S E K D A   

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 
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Pasal 175 

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan 

sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas 

akuntansi. 

Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan 

disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai Entitas Akuntansi paling 

sedikit meliputi: 

a. laporan realisasi anggaran, 

b. neraca, 

c. laporan operasional, 

d. laporan perubahan ekuitas, dan 

e. catatan atas laporan keuangan. 

Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

kepada Wali Kota melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahuhi 

anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 176 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 

175 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai 

Entitas Pelaporan untuk disampaikan kepada Wali Kota dalam rangka 

memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit meliputi: 

a. laporan realisasi anggaran, 

P laporan perubahan saldo anggaran lebih, 

neraca, 

e. laporan arus kas, 

c 

d. laporan operasional, 

f. laporan perubahan ekuitas, dan 

| g. catatan atas laporan keuangan. 

  
Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah paling lambat 

3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentitafi 

Peraturar. Perundang-undangan. | 
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Pasa l 177 

(1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksuLd pada Pasjal 

175 ayat (1) d i l a k u k a n rev iu oleb aparat pengawas internal pemerintab sesua i 

dengan kfdentuan peraturan perundang-undangan sebelum d isampaik i in 

kepada B a d a n Pemer iksa Keuangan u n t u k d i l a k u k a n pemeriksgian. 

(2) Laporan k( ;uangan Pemerintab Daerab sebag;aimana d imaksud pada ayat 1) 

d i sampaik im kepada B a d a n Pemer iksa Keuangan pal ing lambat 3 (tiga) b u k m 

setelab t a h u n anggaran berakbir . 

(3) Pemer iksajm laporan keuangan oleh B P K sebagaimana d imaksud pada aylat 

(2) d ise lesa ikan se lambat- lambatnya 2 (dua) bu lan setelab mener ima laporan 

keuangan dar i Pemerintab Daerab. 

(4) Da l am ba l B a d a n Pemer iksa Keuangan be lum menyampa ikan laporan ba^i l 

pemeriksajm paling lambat 2 (dua) bu lan setelab mener ima lapor im 

keuangan dar i Pemerintab Daerab, Rancangan Peraturan Djierab tentang 

Pertanggungjawaban Pe laksanaan A P B D d ia jukan kepada D P R D . 

Pasa l 178 

Wcili Kota member ikan tanggapan dan m e l a k u k a n penyesuaian terl iadap l aponm 

bas i l pemer iksaan Badem Pemer iksa Keuangan atas Laponm Keuang im 

Pemerintab Daerab sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 177 ayat (1). 

Pasa l 179 

(1) Da l am rangka memenubi kewaj iban penyampaian informasi Keuangjm 

Daerah, PA m e n y u s u n dan menya j ikan l a p o r m keuangan S K P D bu l anan dan 

semesteran u n t u k d i sampa ikan kepada Wal i Kota mela lu i PPKD sesqa i 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Da l am rangka memenuhi kewaj iban penyampaian informasi K e u a n g i n 

Daerab, PPKD m e n y u s u n dan menya j ikan laporan keuangan bu lanan d im 

semesteran u n t u k d isampaikan kepada Menteri dan menteri yang 

menyelenggarakan u r u s a n pemer intaban di bidang keuangan sesuai 

ketentuem Pera turan Perundang-undangem. 

B A B I X 

PENYUSUNAN RANCANGAN P E R T A N G G U N G J A W A B A N 

PELAKSANAAN A P B D 

Pasa l 180 

(1) Wal i kota menyampa ikan Raneangan Pera turan Daerab t e n t a i g 

Pertanggungjawaban Pe laksanaan A P B D kepada D P R D dengan d i lampir i 

PERANGKAT 
DABRAH 

KABAG 
HUKUM 

A 
ASISTEN S E K D A 

4   

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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Pasal 177 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pa 1 

175 ayat (1) dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan 

kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan. 

Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan 

setelah tahun anggaran berakhir. 

Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan 

keuangan dari Pemerintah Daerah. 

Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil 

pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan 

keuangan dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRI). 

Pasal 178 

Weli Kota meriberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan 

hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1). 

(1) 

(2) 

(1) 

Pasal 179 

Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi Keuangan 

Daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKP) bulanan dan 

semesteran untuk disampaikan kepada Wali Kota melalui PPKD sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi Keuangan 

Daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan 

semesteran untuk disampaikan kepada Menteri dan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
| 
| 

BAB IX | 

PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN APBD 

Pasal 180 

Wali kota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri 
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laporan keuangan yang telah d iper iksa oleh Eladan Pemer iksa Keuangan ser ta 

ikht i sar lajDoran Kiner ja dan laporan keuangam B U M D pal ing lambat 6 (enam) 

bu lan setelab t abun anggaran berakbir . 

(2) Rancangan Pera turan Daerab tentang Pertanggungjaw^aban Pelaksanadm 

A P B D sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d ibahas Wal i ICota bersanjia 

D P R D un t t i k mendapat persetujuan bersama. 

(3) Persetujuan bersama Rancangan Pera turan Daerab sebagaimima dimaksikd 

pada ayat (2) d i l akukan pal ing lambat 7 (tujub) bu lan setelab t abun anggaran 

berakbir . 

(4) A tas dasar persetujuan bersama sebagaimana d imaksud pada ayat (3), Wi l l i 

kota meny iapkan Raneangan Peraturan Wal i Kota tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pe laksanaan A P B D . 

Pasa l 181 

(1) Raneangan Pera turan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pe laksanaan 

A P B D yang telab disetujui bersama dan Raneangan Pera turan Wal i Kota 

tentang P imjabaran Pertanggungjawaban Pe laksanaan A P B D d i sampa ikan 

kepada Gube rnur pal ing lambat 3 (tiga) ba r i terhi tung sejak tanggal 

persetujuan Rancangan Pera turan Daerab tentang Pertani^gungjawabm 

Pe laksana im A P B D u n t u k dievaluasi sebelum ditetapkan oleb Wal i Kota. 

(2) Da l am ba l Gube rnur menyatakan bas i l evaluasi Raneangan P e r a t u r i n 

Daerab tentang Pertanggungjawaban Pe laksanaan A P B D sudab sesua i 

dengan Pera turan Daerab tentang A P B D , Pera turan Daerab tentang 

Perubaban A P B D , dan te lah menindaklan jut i t emuan laporan h a j i l 

pemeriksajm B a d a n Pemer iksa Keuangan, Wal i Kota menetapkan R a n e a n g ^ 

Pera turan Daerab tersebut menjadi Pe ra turan Daerah. 

(3) Da l am ba l G u b e m u r menyatakan bas i l eva luas i Raneangan P e r a t u r i n 

Daerab tijntang Pertanggungjawaban Pe laksanaan A P B D bertentangim 

dengan Peraturan Daerab tentang A P B D , Pera turan Daerab tentang 

Perubaban A P B D , dan t idak menindaklan jut i t emuan laporan b a d l 

pemeriksajm B a d a n Pemer iksa Keuangan, Wal i Kota be rsama D P B D 

m e l a k u k a n penyempumaan pal ing l ama 7 (tujub) ba r i terhi tung sejak h a ^ 

eva luas i diter ima. 

Pasa l 182 

(1) D a l a m ba l dsdam w a k t u 1 (satu) bu l an sejak d i ter imanya Rancang im 

Peraturan Daerab tentang Pertanggungjawatian Pe laksanaan A P B D dar i Wjil i 

PERANGKAT 
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laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Kadan Pemeriksa Keuangan serta 
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ikhtisar laporan Kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 ena 

bulan setelah tahun anggaran berakhir. | 

Rancangar: Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Wali Kota bersama 
| 

DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. 

Persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir. | 

Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali 

kota menyiapkan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 

Pasal 181 

Rancangari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanadn 

APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Wali Kota 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disampaikan 

kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 

persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Wali Kota. 
| 

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturs 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sudah seb 

dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil 

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Wali Kota menetapkan Rancangan 

Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah. 

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peratur 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bertentang 

dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentabe 

Perubahan APBD, dan tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil 

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Wali Kota bersama DPRD 

melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak ma 

evaluasi diterima. 

Pasal 182 | 

Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancang 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Wali 

| 
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kota, D P R D t idak mengambil kepu tusan bersama dengan Wal i kota terhadi.p 

Raneangan Pera turan Daerab tentang Peihanggungjawaban P e l a k s a n a i n 

A P B D , Wal i Kota menyusun dan menetapkan Pera turan Wal i Kota tentang 

Pertanggungjawaban Pe laksanaan A P B D . 

(2) Raneangan Pera turan Wal i Kota sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

ditetapkan setelab memperoleb pengesaban dar i Gubernur . 

(3) U n t u k memperoleb pengesaban sebagaimima d imaksud pada ayat (2), 

raneangan Pera turan Wal i Kota tentang Pertanggungjawaban P e l a k s a n a m 

A P B D beserta l amp i rannya d i sampa ikan pal ing lambat 7 (tujub) h a r i 

terhi tung sejak D P R D t idak mengambil kepu tusan bersama dengem Wal i Kota 

terbadap Raneangan Peraturan Daerab tentang Pertanj^gungjawabe n 

Pelaksanaem A P B D . 

(4) Daleim ba l daleim batas w a k t u 15 (limei belas) ba r i Gube rnur t idak 

mengesabkan Raneangan Pera turan Wal i Kota sebagaimana d imaksud pada 

ayat (3), Wsdi Kota menetapkan Raneangan Pera turan Wal i Kota tersebut 

menjadi Pera turan Wal i Kota. 

B A B X 

K E K A Y A A N D A E R A H DAN UT/iNG D A E R A H 

Bag ian Kesa tu 

Pengelolaan P iutang Daerab 

Pasa l 183 

(1) Setiap pejeibat yang diberi k u a s a u n t u k mengelola pendapatan, belanja, d i n 

kekayaan Daerab wajib mengusahakan agar setiap P iutang Daen ih 

d ise lesa ikan s e lu ruhnya dengan tepat w a k t u . 

(2) Pemerintah Daerab mempunya i bak mendahu lu i atas p iutang j en i s tertenju 

sesua i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) P iutang Daerab yang t idak dapat d ise lesa ikan s e lu ruhnya dan tepat waktju 

d ise lesaikan sesua i dengan ketentuan Pera turan Perundang-undangan. 

(4) Penyelesai im P iutang Daerab yang mengakibatkan masa lab ]Derdata dapjat 

d i l akukan mela lu i perdamaian, kecua l i mengenai P iutang Daerab yang ea"a 

penyelesaifmnya sesua i dengan ketentuan Peraturan Perundang;-undangan. 

Pasa l 184 

P iutang Daerah dapat d ihapuskan secara mut l ak a tau bersyarat ddri 

pembukuan sesua i dengan ketentuan peratui 'an perundang-undangan yang 
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kota, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Wali kota terhadap 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD, Wali Kota menyusun dan menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 

(2) Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur. 

(3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari 

terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Wali Kota 

terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD. | 

(4) Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Gubernur tidak 

mengesahkan Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), Wali Kota menetapkan Rancangan Peraturan Wali Kota tersebut 

menjadi Peraturan Wali Kota. 

BAB X 

KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH 

Bagian Kesatu 

Pengelolaan Piutang Daerah 

Pasal 183 

(1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan 

kekayaan Daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah 

diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu. 

(2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertenju 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, 

diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(4) Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat 

dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara 

penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 184 | 

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari 

pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-urndangan yang 
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mengatur mengenai penghapusan p iutang Negma dan Daerah , kecua l i mengenai 

P iutang Daersih yang eara penyelesaiannya d i l akukan sesua i dengan ketentujui 

Pera turan Perundang-undangan. 

Pasa l 185 

Ketentuan l(ibih lanjut mengenai penyelesaian P iutang Daerab yahg 

mengakibatkan masa lab perdata sebagaimgma d imaksud da lam Pasa l 183 ajiat 

(4) dan penghapusan Piutang Daerab sebagaimana d imaksud dalam Pasa l I F 4 

d iatur da lam Peraturan Daerah sesua i dengan Icetentuan Pera turan Perundarjg-

un.danggm. 

Bag ian Kedua 

Pengelolaan Investas i IDaerah 

Pasa l 186 

(1) Pemerintab Daerab dapat m e l a k u k a n investas i da lam rangka memperoljeh 

manfaat ekonomi, sosial , dan/atau manfaat la innya . 

(2) Investas i Pemerintab Daerab sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i lakukj i r 

oleb Perangkat Daerab yang meyelenggaiakan u r u s a n pemer intahan 

bidang Keuangan Daerab. 

Bag ian Ketiga 

Pengelolaan B a r a n g Mil ik Daerab 

Pasa l 187 

Pengelolaan E5MD mel iputi rangka ian Kegiatan pengelolaan B M D sesua i dengjai. 

ketentuan Pera turan Perundang-undangan. 

Bag ian Keempat 

Pengelolaan Utang Daerab dan P in jaman Daerab 

Pasa l 188 

(1) Wal i Kota dapat me l akukan pengelolaan Utang sesua i dengan ketentujari 

pera turan perundang-undangan. 

(2) Wal i Kota dapat me l akukan p in jaman sesua i dengan ketentuan peratuijan 

perundang-undangem. 

(3) B i a y a yang t imbul akibat pengelolaan Utang dan P in jaman Daeijalj 

dibebankem pada anggaran Be lan ja Daerab. 
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mengatur mengenai penghapusan piutang Negara dan Daerah, kecuali mengenai 

Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentu 

Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 185 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Piutang Daerah yang 

mengakibatkan masalah perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat 

(4) dan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, 

diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 

undangan. 

Bagian Kedua 

Pengelolaan Investasi Daerah 

Pasal 186 

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh 

manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. 

(2) Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh Perangkat Daerah yang meyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang Keuangan Daerah. 

Bagian Ketiga 

Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Pasal 187 

Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Bagian Keempat 

Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah 

Pasal 188 

(11) Wali Kota dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2! Wali Kota dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3! Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Pacah 

dibebankan pada anggaran Belanja Daerah. 
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B A B X I 

BADAN LAYANAN UMUM D A E R A H 

Pasa l 189 

(1) Pemerintai i Dae rah dapat membentuk B L L ' D da lam rangka meningkatkkr 

pe layanan kepada masyaraka t sesua i dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

(2) Da l am rangka meningkatkan pe layanan kepada masyarakat sebagaimahe 

d imaksud pada ayat (1), Wal i Kota menetapkan keb i jakan fleksibilitas B L U E 

da lam Pera turan Wal i Kota yang d i l aksanakan oleb pejabat pengelola B L U D 

(3) Pejabat pengelola B L U D sebagaimana d imaksud pada ayat (21) bertanggung 

j awab atas pe laksanaan keb i jakan fleksibilitas B L U D dalam pemberiar 

Kegiatan pelayanan u m u m te rutama pada aspek manfaat dan pelayanar 

yang d ihas i lkan . 

! Pasa l 190 

Pe layanan ke]Dada masyaraka t sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 189 ayat il 

meliputi : 

a . penyediaan barang dan/a tau j a s a l ayanan u m u m ; 

b. pengelolaein dana k h u s u s u n t u k meningkatkan ekonomi dan/a tau layanjari 

kepada masyarakat ; dan/a tau 

e. pengelolaan w i l ayab/kawasan tertentu u n t u k tu juan meningkatk|ai i 

perekonomian masyaraka t a t au layanan u m u m . 

Pasa l 191 

(1] B L U D merupakan bagian dar i Pengelolaan Keuangan Daerab. 

(2]! B L U D merupakan kekayaan Daerab yang t idak d ip i sahkan yang dikelhld 

u n t u k menyelenggarakan Kegiatan B L U D yang bersangkutan sesua i dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) B L U D m e n y u s u n reneana b isn is dan anggaran. 

(4) Laporan keuangan B L U D d i s u s u n berdasarkan SAP. 

Pasa l 192 

Pembinaan k<;uangan B L U D d i l akukan oleh PPKD dan pembinaaj i teknis BLtJE) 

d i l akukan oleb kepa la S K P D yang bertanggung] awab atas U r u s a n Pemerintah|an 

yang bersanglcutan. 
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BAB XI | 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

Pasal 189 

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meninekalkl 

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

(2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD 

dalam Peraturan Wali Kota yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD. 

(3) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung 

jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian 

Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan 

yang dihasilkan. 

Pasal 190 

Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) 

meliputi: 

a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum, 

b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan 

kepada masyarakat, dan/atau 

Cc. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan 

perekonomian masyarakat atau layanan umum.   
Pasal 191 | 

(1! BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah. | 

(2: BLUD merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola 

untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3! BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran. 
4 

(4! Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP. 

Pasal 192 

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD 

dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan 

yang bersangkutan. 
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Pasa l 193 

(1) S e lu ruh j jendapatan B L U D dapat d igunakan langsung u n t u k membiayai 

belanja B L U D yang bersangkutan. 

(21 Pendapatan B L U D sebagaimana d imaksud pada ayat (1) mel iput i pendapatjaii 

yang diperoleb dar i akt iv i tas peningkatan Icualitas pelayanar. B L U D sesijiaj 

kebutuban . 

Pasa l 194 

Remeana b isn is dan anggaran ser ta laporan keuangan dan K iner ja B L U D d isus i i r i 

dan d isa j ikan sebagai bagian yang t idak te rp isabkan dar i renesma ker ja dan 

anggaram, AP13D serta laporam keuangan dan K iner ja Pemerintah Eiaerab. 

Pasa l 195 

Ketentuan lebib lanjut mengenai B L U D diatur dalam Pera turan Wal i Kota yang 

d i s u s u n sesua i ketentuan Peraturan Perundang- undangan. 

B A B X I I 

P E N Y E L E S A I A N K E R U G I A N KEL^ANGAN D A E R A H 

Pasa l 196 

Setiap kerugian Keuangan Daerab yang d isebabkan oleb t indakan mel£mgj;a]' 

h u k u m a t au ke la la ian seseorang wajib segera d ise lesaikan sesua i deng i r 

ketentuan Pera turan Perundang-undangan. 

Pasa l 197 

{1} Setiap bendabara, Pegawai ASN b u k a n bendabara, a t au pejabat la in yalnri 

ka r ena perbuatannya melsmggar b u k u m a tau me la la ikan kewaj ibannya, b i i lc 

langsung a t au t idak langsung merug ikan Keuangan Daerah wajib mengga i t . 

kerugian c l imaksud. 

(2) Ketentuan lebib lanjut mengenai ta ta eara penggantian keimgian Daerjah 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) sesua i dengan ketentuan Peraturpr 

Perundang-undangan. 

B A B X I I I 

INFORMASI K E U A N G A N D A E R A H 

Pasa l 198 

(1) Pemerintab Daerab wajib menyediakan informasi Keuangan Daeraib djui 

d i u m u m k i m kepada masyaraka t . 
PERANGKAT 
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Pasal 193 | 

(1) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai 

belanja BLUD yang bersangkutan. 

(21 Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendapa 

yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai 

kebutuhan. 

Pasal 194 

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusun 

dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan 

anggaran, API3D serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah. 

Pasal 195 

Ketentuan lebih lanjut mengenai BLUD diatur dalam Peraturan Wali Kota yang 

disusun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. | 

BAB XII 

PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal 196 

Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar 

hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. | 

| 

Pasal 197 

(1) Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang 

karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik 

langsung atau tidak langsung merugikan Keuangan Daerah wajib mengganti 

kerugian dimaksud. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian kerugian Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peang 

Perundang-undangan. 
| 

BAB XIII 

INFORMASI KEUANGAN DAERAH 

Pasal 198 

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan 

diumumkan kepada masyarakat. 
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(2) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) pal ing 

sedikit m i m u a t informasi penganggaran, pe laksanaan anggaran, dan laporan 

keuangan. 

(31 Informasi Keuangan Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) digunal«(ai|i 

u n t u k : 

a . membantu Wal i Kota da lam m e n y u s u n anggaran Daera l i dan lapoi^an 

Pengelolaan Keuangan Daerab; 

b. membantu Wal i Kota da lam m e r u m u s k a n kebi jakan Keuangan Daerab; 

e. membantu Wal i Kota da lam m e l a k u k a n eva luas i K iner ja Keuan^aij i 

Daeralti; 

d. menyediakan stat ist ik keuangan Pemerir;tab Daerab; 

e. mendukung ke te rbukaan informasi kepada masyaraka t ; 

f. mendukung penyelenggaraan s istem informasi Keuangan Daerjih^ 

dan 

g. me l akukan eva luas i Pengelolaan Keuangan Daerab. 

(41 Informasi Keuangan Daerab sebagaimana d imaksud pada ayat (2 

ba rus mudab d iakses oleb masyaraka t dan wajib d i sampa ikan kepada 

Menteri dan menteri yang menyelenggarakan u r u s a n pemerintaban di bidang 

keuangan. 

Pasa l 199 

Da lam ba l Wali Kota t idak mengumumkan informasi Keuimgan Daera l i 

sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 198 dik( inai s a n k s i administrat i f sesijrai 

dengan ketentuan Pera turan Perundang-undangan. 

B A B X I V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bag ian Kesa tu 

U m u m 

Pasa l 200 

Wal i Kota me l aksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuan^aij i 

Daerab kepad a Perangkat Daerab. 

Pasa l 2 0 1 

(1) Pembinaan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 200 d i l akukan da lam bentiuk 

fasi l i tasi , konsu l tans i , pendidikan dan pelat iban, serta penelit ian dan 

pengemba ngan. 
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(2) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan 

keuangan. 

(3) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 

untuk: 

a. membantu Wali Kota dalam menyusun anggaran Daerah dan laporan 

Pengelolaan Keuangan Daerah, 

b. membantu Wali Kota dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah, 

c. membantu Wali Kota dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan 

Daerah, 

d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah, 

e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat, 

f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi Keuangan Daerah, 

dan 

g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah. 

(4! Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada 

Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan. 

Pasal 199 

Dalam hal Wali Kota tidak mengumumkan informasi Keuangan Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 dikenai sanksi administratif sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

BAB XIV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu | 

Umum 

Pasal 200 

Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan 

Daerah kepada Perangkat Daerah. 

Pasal 201 

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 dilakukan dalam bentuk 

fasilitasi, konsultansi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan 

pengembangan. 
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(2) Pengawasan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 200 d i l a k u k a n dalam 

bentuk audit , rev iu, eva luasi , pemantauan, bimbingan teknis , dan benfuk 

pengawasan l a innya sesua i dengan ketentuan Pera turan Perundaj ig-

undangan. 

Pasa l 202 

(1) U n t u k mencapai Pengelolaan Keuangan Daerab yang ekcnomis, efekti: 

efisien, t ransparan , dan akuntabe l , Wal i Kota wajib me l akukan pengendaljar 

in terna l a tas penyelenggaraan Kegiatan pemerintaban di DaeraJi . 

(2) Ke tentuan mengenai penyelenggaraan s istem pengend;alian inteiin 
I 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) sesua i dengan ketentuan Peratuj-ap 

Perundang-undangan. 
Pasa l 203 

(1) Pemerint£ih Daerab menerapkan s istem pemer intaban berbasis elektroj i i l ; 

da lam Pengelolaan Keuangan Daerab. 

(2) Penerapa: ! s is tem pemerintaban berbasis elektronik sebagaimana d i m a k s u 

pada ayat (1) dapat d i l a k u k a n secara bertjibap d i sesua ikan dengan kondis 

dan/a tau kapas i tas Pemerintab Daerab. 

(3) Pemerint£ih Daerah wajib menerapkan s is tem pemerintaban berbdsi|ji 

elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerab seeara terintegrasi pal ing 

sedikit mel iputi : 

a . penyuisunan Program dan Kegiatan dar i reneana ke i j a Pemerintab 

Daerab; 

b. p enyusunan rencana ker ja S K P D ; 

c. penyxisunan anggaran; 

d. pengelolaan Pendapatan Daerab; 

e. pe laksanaan dan penatausabaan Keuangan Daerah ; 

f. a k u n t a n s i dan pelaporan; dan 

g. penga daan barang dan j a s a . 

B A B X V 

K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasa l 204 

Pada saat Pera turan Daerab in i mu la i berlalcu, Pera turan Daerab Nomor 18 
i 

T a b u n 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Daerab Rota 

Gorontalo T a h u n 2008 Nomor 18, Tambaban Lembaran Daerab Kota Goronjajp 

Nomor 110 Ser i E ) dieabut dem d inya takan tidalk ber laku. PERAttf5KAT KABAG 
D A E ^ H HUKUM '^^^y^^ z n X x : 
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(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 dilakukan dali 

bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk 

pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 

undangari. 

Pasal 202 
| 

(1) Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, 

efisien, transparan, dan akuntabel, Wali Kota wajib melakukan pengendalian 

internal atas penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Daerah. 

(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem pengendalian internal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Pasal 203 

(1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik 

dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. 

2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksuf 

pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi 

dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah. 

(5) Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis 
| 

elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling 

sedikit meliputi: | 

a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah 

Daerah, 

b. penyusunan rencana kerja SKPD, 

Cc. penyusunan anggaran, | 

d. pengelolaan Pendapatan Daerah, 

e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah, | 

f. akuntansi dan pelaporan, dan 

g. pengadaan barang danjasa. 

BAB XV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 204 | 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 18 

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Gorontalo Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

Nomor 110 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasa l 205 

Pera turan Daerah in i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer intabkan pengundangan Pera turan 

Eiaerab in i d(;ngan penempatannya da lam Lembaran Daerab Kota Gorontalo. 

Di te tapkan di Gorontalo 

pada tanggal 98 Dese Tiber2022 

W A L I KOTA GORONTALO, . ^ 

N A. TAHA 

D iundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 28 Desember 2022 

S E K R E T A R I S D A E R A H KOTA GORONTALO, 

ISMAI J I D 

L E M B A R A N D A E R A H KOTA GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 10 

N O R E G P E R A T U R A N D A E R A H KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO : 

(10/40/2022) 

PERA 
DAB 

NGKAT 
RAH 

KA 
H U 

BAG 
KUM ASISTEN SEh IDA 

> ~ F /   
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Pasal 205 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

WALI KOTA GORONTALO, 

fa tanggal 28 Desember2022 

MABIEN A. TAHA 

Ti 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 28 Desember 2022 

SEKRETARIS DAE KOTA GORONTALO, 

ISMAI JID 

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 10 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO : 

(L0/40/2022) 
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P E N J E L A S A N 

ATAS 

P E R A T U R A N D A E R A H KOTA GORONTALO 

NOMOR 1 0 TAHUN 2022 

TENTANG 

P E N G E L O L A A N K E U A N G A N D A E R A H 

I . UMUM 

Perencanaan serta pengelolaan keuangan yang baik ba rus l ab d i w u j u d k M 

da lam tata kelola pemerintaban. Berbagai ins t rumen b u k u m yang ada s^at 

in i sangat menunjang u n t u k mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yan§ 

tremsparan, akuntabe l , dan partisipatif . 

Dengan terbitnya Pera turan Pemerintab Republ ik Indonesia Nomor 

T a h u n 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerab merupakan dinamijca 

da lam perkembangan Pemer intaban Daerah da lam rangka menjawab 

permasa laban yang terjadi pada Pemerintaban Daerab terutama da lam pa l 

pengelolaan keuangan daerab. Perubahan kebi jakan mengenai pengelolaan 

keuangan daerah te lah member ikan dampak yang eukup besar b£ig 

pengaturan mengenai keuangan daerah ya i tu adalab u n t u k menjaga 3 (tiga) 

pi lar ta ta Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, ya i tu transparanlsi , 

akuntab i l i tas , dan partisipatif. 

D i m a n a bid in i , s emak in dipertegas dengan di te tapkannya Per£ituran Menteri 

Da lam Negeri Nomor 77 T a b u n 2020 tentang Pedoman Tekn i s Pengelolam 

Keuangan Daerab, yang da lam ketentuan Pasa l 3 b u r u f a, dengan teg as 

menyatak im babwa pada saat peraturan Menteri in i mu la i ber laku P e r i a 

yang mengatur mengenai Pengelolaan Keu£ingan Daerah ditetapkan p a l i i g 

l ama t abun 2022 . 

Oleb sebab i tu , Pemerintaban Kota Gorontalo per lu menetaplcan Pera turan 

Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah . Kebu tuhan a]<an Peraturpn 

Daerab tentang Pengelolaan Keuangan Daerab merupakan ba l yajig 

mendesak u n t u k d iwujudkan. 

I I . PASAL D E M I PASAL 

Pasa l 1 

C u k u p j e las . 

Pasa l 2 

C u k u p j e las . 

PERA 
DA 

NGKAT 
ERAH 

KAl 
HU 

3AG 
CUM ASISTEN S E K D A 

7 X f   II. 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR 10 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

UMUM 

Perencanaan serta pengelolaan keuangan vang baik haruslah diwujudkan 

dalam tata kelola pemerintahan. Berbagai instrumen hukum yang ada saat 

ini sangat menunjang untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang 

transparan, akuntabel, dan partisipatif. 

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dinamika 

dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab 

permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah terutama dalam hal 

pengelolaan keuangan daerah. Perubahan kebijakan mengenai pengelolaan 

keuangan daerah telah memberikan darnpak yang cukup besar bagi 

pengaturan mengenai keuangan daerah yaitu adalah untuk menjaga 3 (tiga) 

pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, 

akuntabilitas, dan partisipatif. 

Dimana hal ini, semakin dipertegas dengan ditetapkannya Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah, yang dalam ketentuan Pasal 3 huruf a, dengan tegas 

menyatakan bahwa pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku Perda 

yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan paling 

lama tahun 2022. 

Oleh sebab itu, Pemerintahan Kota Gorontalo perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebutuhan akan Peraturan 

Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan hal yang 

mendesak untuk diwujudkan. 

PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 
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Pasa l 3 

Ayat (1) 

Yang d imaksud dengan "tertib" adalab Keuangan Daerab dikelcjla 

seeara tepat w a k t u dan tepat guna yang d idukung dengan buk t i 

admin is t ras i yang dapat dipertanggung j awabkan . 

Yang d imaksud dengan "efisien" adalab peneapaian Ke luaran 

yang m a k s i m u m dengan m a s u k a n tertentu a tau penggunaan 

m a s u k a n terendab u n t u k meneapai Ke lua ran tertentu. 

Yang d imaksud dengan "ekonomis" adalab peroleban m a s u k a n 

dengan kua l i t as dan kuant i t a s tertentu pada tingliat barga yang; 

terendab. 

Yang d imaksud dengan "efektif^ ada lah peneapaian Has i l Program 

dengan S a s a r a n yang telah ditetapkan, ya i tu dengan ea[r£. 

membandingkan Ke lua ran dengan Has i l . 

Yang d imaksud dengan " t ransparan" adalab pr insip ke terbukaan 

yang memungk inkan masyaraka t u n t u k mengetabui djar. 

mendapatkan akses informasi s e luas - luasnya tentang Keuangan 

Daerab. 

Yang dimgiksud dengan "bertan^;gung jawab" adali ib perwujud|£iri 

kewaj iban seseorang a t au sa tuan ker ja u n t u k 

mempertgmggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian 

sumber daya dan pelaksgmaan kebi jakan yang dipercayakeui 

kepadanya da lam rangka pisneapaian tu juan ygmg telah 

ditetapkan. 

Yang d imaksud dengan "keadi lan" adalab keseimbangan 

d is t r ibus i kewenangan dan pendanaannya. 

Yang d imaksud dengan "kepatutan" adalab tindgik;an a tau su j i tu 

s ikap yang d i l akukan dengan wajar dan proporsional. 

Yang dimgiksud dengan "manfaat u n t u k masygirakat" adalalji 

Keugmgan Daerab d iu tamakan u n t u k pemenuban kebutuban 

masyarakat . 

Yang d imaksud dengan "taat pada ketentuan peratuifah 

perundang-undangan" adalab Pengelolaan Keuangan Daeigjji 

b a r u s sesua i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ayat (2) 

C u k u p j e las . 

P E R A N G K A T 
D A B R A H 

K A B A G 
H U K U M 

V 
A S I S T E N S E K D A   

Pasai 3 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "tertib" adalah Keuangan Daerah dikelola 

secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti 

administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan. 

Yang dimaksud dengan "efisien" adalah pencapaian Keluaran 

yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan 

masukan terendah untuk mencapai Keluaran tertentu. 

Yang dimaksud dengan "ekonomis" adalah perolehan masukan 

dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang 

terendah. 

Yang dimaksud dengan "efektif” adalah pencapaian Hasil Program 

dengan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara 

membandingkan Keluaran dengan Hasil. 

Yang dimaksud dengan "transparan" adalah prinsip keterbukaan 

yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan 

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan 

Daerah. 

Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab" adalah perwujudan 

kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian 

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan 

kepadanya dalam rangka pencapaian tujuar yang telah 

ditetapkan. 

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah keseimbangan 

distribusi kewenangan dan pendanaannya. 

Yang dimaksud dengan "kepatutan" adalah tindakan atau suatu 

sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. 

Yang dimaksud dengan "manfaat untuk masyarakat" adalah 

Keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan 

masyarakat. 

Yang dimaksud dengan "taat pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan" adalah Pengelolaan Keuangan Daerah 

harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Ayat (3) 

C u k u p j e las . 

Pasa l 4 

Ayat (1) 

C u k u p j e las . 

Ayat (2) 

C u k u p j e las . 

Ayat (3) 

C u k u p j e las . 

Ayat (4) 

H u r u f a 

Yang d imaksud dengan "koordinator" ada lah terkait dengm 

peran dan fungsi Sekre ta i i s Dae rah membantu Wal i Kcta 

da lam m e n y u s u n keb i jakan dan mengoordinasik m 

penyelenggaraan U r u s a n Pemerintahan Daerab termas ik; 

Pengelolaan Keuangan Daerab. 

H u r u f b 

C u k u p je las . 

H u r u f e 

C u k u p je las . 

Ayat (5) 

C u k u p j e las . 

Ayat (6) 

C u k u p j e las . 

Pasa l v5 

C u k u p j e las . 

Pasa l 6 

C u k u p j e las . 

Pasa l 7 

Ayat (1) 

C u k u p je las . 

Ayat (2) 

H u r u f a 

C u k u p je las . 

H u r u f b 

C u k u p je las . 

I 'ERANGKAT KABAG     

  

            

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "koordinator" adalah terkait dengan 

peran dan fungsi Sekretaris Daerah membantu Wali Kota 

dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah termasuk 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat: (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 | 

Ayat (1) | 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

PERANGKAT | KABAG | Asisten | SEKDA 
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H u r u f c 

C u k u p je las . 

H u r u f d 

C u k u p je las . 

H u r u f e 

Kewenangan pemungutan pajak daerah dapat d i p i s a h k i n 

dar i kewenangan SKPKID sesua i dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

H u r u f f 

C u k u p j e las . 

H u r u f g 

C u k u p j e las . 

H u r u f h 

C u k u p je las . 

H u r u f i 

C u k u p je las . 

H u r u f j 

C u k u p je las . 

Pasa l 8 

Ayat (1) 

C u k u p j e las . 

Ayat (2) 

C u k u p j e las . 

Ayat (3) 

H u r u f a 

C u k u p je las . 

H u r u f b 

C u k u p je las . 

H u r u f e 

C u k u p je las . 

H u r u f d 

C u k u p je las . 

H u r u f e 

C u k u p je las . 

H u r u f f 

C u k u p je las . 

PERAr 
DAE 
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HU 
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Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Kewenangan pemungutan pajak daerah dapat dipisahkan 

dari kewenangan SKPKD sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Hurufj 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a | 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 
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H u r u f g 

C u k u p je las . 

H u r u f h 

C u k u p je las . 

H u r u f i 

Yang d imaksud dengan "me laksanakan Pember i in 

P in jaman Daerab atas n a m a Pemerintab Daerah" adalah 

h a n y a terkait eksekus i Pemberian P in jaman Daerah bukitn 

kebi jakan Pemberian P in jaman Daerab. 

H u r u f j 

C u k u p je las . 

H u r u f k 

C u k u p je las . 

Ayat (4) 

C u k u p j e las . 

Pasa l 9 

C u k u p j e las . 

Pasa l 10 

Ayat (1) 

H u r u f a 

C u k u p je las . 

H u r u f b 

C u k u p je las . 

H u r u f e 

C u k u p je las . 

H u r u f d 

C u k u p je las . 

H u r u f e 

C u k u p je las . 

H u r u f f 

C u k u p je las . 

H u r u f g 

C u k u p je las . 

H u r u f b 

C u k u p je las . 
F'ERANGKAT 

DAEfRAH 
KABAG 
HUKUM ASISTEN S E K D A 
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Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan "melaksanakan Pemberian 

Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah" adalah 

hanya terkait eksekusi Pemberian Pinjaman Daerah bukan 

kebijakan Pemberian Pinjaman Daerah. 

Hurufj 

Cukup jelas. 

Huruf k 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 
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H u r u f i 

Yang d imaksud dengan "mengelola Utang dan P i u t a i g 

Daerah yang menjadi tanggung j awab S K P D yang 

dip impinnya" adalab sebagai akibat yang d i t imbulkan dari 

pe laksanaan DPA S K P D . 

H u r u f j 

C u k u p j e las . 

H u r u f k 

C u k u p je las . 

H u r u f 1 

C u k u p je las . 

H u r u f m 

C u k u p je las . 

H u r u f n 

j C u k u p je las . 

Ayat (2) 

C u k u p j e las . 

Pasa l 11 

Ayat (1) 

Yang d imaksud dengan "Unit S K P D " t e rmasuk un i t pe laksana 

teknis daerah. 

Ayat (2) 

C u k u p j e las . 

Ayat (3) 

C u k u p j e las . 

Ayat (4) 

C u k u p j e las . 

Ayat (5) 

C u k u p je las . 

Pasa l 12 

Ayat (1) 

Yang d imaksud dengan "PA/KPi\ da lam me laksanakan Kegiatar 

menetapkan pejabat pada S K P D / U n i t S K P D se laku PPTK" ada la l . 

PA/KPA menetapkan PPTK mela lu i u s u l a n atsisan langsunf; 

pejabat yang bersangkutan. 

PERANGKAT 
DAE^H 
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Huruf i 

Yang dimaksud dengan "mengelola Utang dan Piutang 

Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang 

dipimpinnya" adalah sebagai akibat yang ditimbulkan dari 

pelaksanaan DPA SKPD. 

Hurufj 

Cukup jelas. 

Huruf k 

Cukup jelas. 

Huruf 1 

Cukup jelas. 

Huruf m 

Cukup jelas. 

Huruf n 

Cukup jelas. 

Ayat. (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Ayat: (1) | 

Yang dimaksud dengan "Unit SKPD" termasuk unit pelaksana 

teknis daerah. 

Ayat (2) | 

Cukup jelas. 

Ayat: (3) 

Cukup jelas. 

Ayat: (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan 

menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK" adalah 

PA/KPA menetapkan PPTK melalui usulan atasan langsung 

pejabat yang bersangkutan. 
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Ayal (2) 

Yang d imaksud dengan "membantu tugas" adaleib tugas yahg; 

d i t entukan oleb PA/KPA da lam rangka me l aksanakan t i n d a k i r 

yang mengakibatkan pengeluargm atas Beban ang^garan belarlijg 

yang me laksanakan anggaran S K P D yang dip impinnya, ya i tu : 

mengendal ikan pe laksanaan Kegiatan; b. melaporkkr 

perkembangan pe laksanaan Kegiatan; e. meny iapkan dokumer 

dalgim rangka pe laksanaan ang;garan atas Beban pengelugirar 

pe laksanaan Kegiatan; dan d. m(;laksanakgm kegiatan pengadaar 

bgirang/jasa sesua i dengan ke:tentuan pera turan perundarg-

undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa. 

Ayat (3) 

C u k u p j e las . 

Pasa l 13 

C u k u p j e las . 

Pasa l 14 

C u k u p j e las . 

Pasa l 15 

C u k u p je las . 

Pasa l 16 

C u k u p j e las . 

Pasa l 17 

C u k u p j e las . 

Pasa l 18 

C u k u p j e las . 

Pasa l 19 

C u k u p j e las . 

Pasa l 20 

C u k u p j e las . 

Pasa l 2 1 

C u k u p j e las . 

Pasa l 22 

C u k u p je las . 

Pasa l 23 

Ayat (1) 

C u k u p je las . 

r'ERAN 
DAE 

GKAT 
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Ayat (2) 

2 F4 

Yang dimaksud dengan "membantu tugas" adalah tugas yang 

ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan 

yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja 

yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, yaitu: a. 

mengendalikan pelaksanaan Kegiatan,  b. melaporkan 

perkembangan pelaksanaan Kegiatan, c. menyiapkan dokumen 

dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran 

pelaksanaan Kegiatan, dan d. melaksanakan kegiatan pengadaan 

barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa. 

Ayat: (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

C u k u p je las . 

Ayal (3) 

Yang d imaksud dengan "fungsi otorisasi" ada lah anggaran daerkh 

menjadi dasar u n t u k me l aksanakan pendapatan dan belarijg. 

pada t abun berkenaan. 

Yang d imaksud dengan "fungsi pereneanaan" adialab anggarkr 

daerab menjadi pedoman bagi manajemen da lam mereneanakpn 

Kegiatan pada t a h u n berkenaan. 

Yang d imaksud dengan "fungsi pengawasan" adalab anggarar. 

daerab menjadi pedoman u n t u k meni la i apakab Kegiatar; 

penyelenggaraan Pemer intahan IDaerab sesua i dengan ketentuan 

yang telab ditetapkan. 

Yang d imaksud dengan "fungsi alokasi" adalab anggaran daerah 

b a r u s d i a rahkan u n t u k meneipt i ikan lapangan kerja/menguraijigi 

pengangguran dan pemborosan sumber daya ser ta meningkatkar. 

efisiensi dan efektivitas perekoncmian. 

Yang d imaksud dengan "fungsi d is t r ibus i " adalab kebi jakan 

anggaran daerab ba rus memperbat ikan r a s a keadi lan dan 

kepatutan. 

Yang d imaksud dengan "fungsi s tabi l isas i " adidah anggaran 

Pemerintab Daerab menjadi alat u n t u k memel ibara dan 

mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomi|ar)i 

Daerab. 

Ayat (4) 

C u k u p j e las . 

Pasa l 24 

Ayat (1) 

C u k u p je las . 

Ayat (2) 

C u k u p j e las . 

Ayat (3) 

C u k u p je las . 

Ayat (4) 

C u k u p j e las . 
I 'ERANGKAT KABAG ASISTEN SEE IDA 

^ X r /   

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "fungsi otorisasi" adalah anggaran daerah 

menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja 

pada tahun berkenaan. 

Yang dimaksud dengan "fungsi perencanaan" adalah anggaran 

daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan 

Kegiatan pada tahun berkenaan. 

Yang dimaksud dengan "fungsi pengawasan" adalah anggaran 

daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan. 

Yang dimaksud dengan "fungsi alokasi" adalah anggaran daerah 

harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi 

pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas perekoncmian. 

Yang dimaksud dengan "fungsi distribusi" adalah kebijakan 

anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatutan. 

Yang dimaksud dengan "fungsi stabilisasi" adalah anggaran 

Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan 

mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian 

Daerah. 

Ayat (4) 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
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Ayal; (5) 

C u k u p je las . 

Ayat (6) 

C u k u p je las . 

Aya l (7) 

Yang d imaksud dengan "dianggarkan secara iDruto" adalkh 

j u m l a h Pendapatan Daerah j^ang dianggarkan t idak bol 

d ikurang i dengan belanja yang d igunakan cialam rangka 

menghas i lkan pendapatan tersebut dan/ a tau d ikurang i dengan 

bagian Pemer intah Pusa t/ Daerab l a in da lam rangka bagi has i l . 

Pasa l 25 

C u k u p j e las . 

Pasa l 26 

C u k u p j e las . 

Pasa l 27 

C u k u p je las . 

Pasa l 28 

Ayat (1) 

Yang d imaksud dengan "ekui tas" adalab selisihi an ta ra a^et 

lanear dengan kewaj iban j a n g k a pendek. 

Ayat (2) 

C u k u p je las . 

Ayat (3) 

C u k u p j e las . 

Pasa l 29 

C u k u p j e las . 

Pasa l 30 

C u k u p j e las . 

Pasa l 3 1 

C u k u p j e las . 

Pasa l 32 

C u k u p j e las . 

Pasa l 33 

C u k u p je las . 

Pasa l 34 

C u k u p j e las . 
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Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Yang dimaksud dengan "dianggarkan secara bruto" adalah 

jumlah Pendapatan Daerah yang dianggarkan tidak boleh 

dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka 

menghasilkan pendapatan tersebut dan/ atau dikurangi dengan 

bagian Pemerintah Pusat/ Daerah lain dalam rangka bagi hasil. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "ekuitas" adalah selisih antara aset 

lancar dengan kewajiban jangka pendek. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukip jelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cuknp jelas. 

Pasal 34 

Cukip jelas. 
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Pasa l 35 

C u k u p j e las . 

Pasa l 36 

Ayal; (1) 

C u k u p j e las . 

Ayal; (2) 

H u r u f a 

Ysmg d imaksud dengan "pajak bumi dan bangunan" adalab 

pajak yang d ikenakan a tas bumi dan/a tau bangunan yang 

dimi l ik i , d ikuasa i , dan/a tau d imanfaatkan di k a w a s a n yang 

d igunakan u n t u k kegiatan usaba , an ta ra la in perkebun£ n 

perbutanan, dan pertambangan sesua i dengan ketentu sir 

peraturan perundang-und£ingan. 

H u r u f b 

C u k u p je las . 

H u r u f e 

C u k u p je las . 

Ayat (3) 

C u k u p je las . 

Pasa l 37 

C u k u p j e las . 

Pasa l 38 

C u k u p j e las . 

Pasa l 39 

C u k u p je las . 

Pasa l 40 

Pendapatan bagi bas i l me rupakan bagi has i l pajak kendaraan bermotor 

yang dibagikan oleb Daerab provinsi kepada Daerab kabupaten/kota di 

w i layahnya . 

Pasa l 4 1 

C u k u p je las . 

Pasa l 42 

H u r u f a 

Hibab baik da lam bentuk devisa, rupiab, barang, dan/a tau ja i ja 

t e rmasuk tenaga abl i dan pelat iban yang t idak per lu dibaja j ' 

kembal i . 
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Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat. (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "pajak bumi dan bangunan" adalah 

pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang 

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan di kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha, antara lain perkebunan, 

perhutanan, dan pertambangan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c | 

Cukup jelas. | 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

Pasal 40 

Pendapatan bagi hasil merupakan bagi hasil pajak kendaraan bermotor 

yang dibagikan oleh Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota di 

wilayahnya. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Huruf a 

Hibah baik dalam bentuk devisa, rupiah, barang, dan/atau jasa, 

termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar 

kembali. 
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H u r u f b 

C u k u p je las . 

H u r u f e 

C u k u p j e las . 

Pasa l 43 

Hibab t e rmasuk sumbangan dar i p ibak ketiga/sejenis yang tidhk 

menihkat, t idak berdasarkan perhi tungan tertentu, dan t idak 

mempunya i konsekuens i pengeluaran a tau pengurangan kewaj iban 

kepada pener ima m a u p u n pemberi seiha t idak menyebabkan ekonomi 

b iaya tinggi. 

Pasa l 44 

C u k u p je las . 

Pasa l 45 

C u k u p j e las . 

Pasa l 46 

Ayat (1) 

Yang d imaksud dengan "a lokasi belanja" sesua i d eng in 

ketentuan peraturan perundang-undangan antara la in besaran 

a lokas i belanja u n t u k fungsi pi jndidikan, anggaran kesebatajn, 

dan ins f ras t ruktur . 

Ayat (2) 

C u k u p j e las . 

Pasa l 47 

Ayat (1) 

C u k u p je las . 

Ayat (2) 

C u k u p je las . 

Ayat (3) 

Yang d imaksud dengan "standaj- barga sa tuan regional" a d a l i h 

harga sa tuan barang dan j a s a yang ditetajDkan dengjtn 

mempert imbangkan tingkat kemeibalan regional. Penetapan barga 

sa tuan regional d i l akukan dengan memperbat ikan t ingkat 

kemaba lan regional yang ber laku d i sua tu Daerab. 

Ayat (4) 

S tandar barga sa tuan pada masing-masing daerab dadat 

memperbat ikan t ingkat kemabak in yang ber laku di s u a t u daerah. 
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Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak 

mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak 

mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban 

kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi 

biaya tinggi. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Cukp jelas. 

Pasal 46 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "alokasi belanja" sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran 

alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, 

dan insfrastruktur. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "standar harga satuan regional" adalah 

harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan 

mempertimbangkan tingkat kemahalan regional. Penetapan harga 

satuan regional dilakukan dengan memperhatikan tingkat 

kemahalan regional yang berlaku disuatu Daerah. 

Ayat (4) 

Standar harga satuan pada masing-masing daerah dapat 

memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu daerah. 
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Ayat (5) 

C u k u p je las . 

Ayat (6) 

C u k u p j e las . 

Pasa l 48 

C u k i j p j e las . 

Pasa l 49 

C u k i j p j e las . 

Pasa l 50 

C u k u p j e las . 

Pasa l 51 

Ayat (1) 

H u r u f a 

C u k u p je las . 

H u r u f b 

Yang d imaksud dengan "belanja modal" an ta ra la in berupa 

belanja modal tanab, belajrija modal peralat£in dan mes in , 

belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal j a l a n , 

ir igasi dan ja r ingan , dan aset tetap la innya . 

H u r u f e 

C u k u p j e las . 

H u r u f d 

C u k u p je las . 

Ayat (2) 

C u k u p j e las . 

Ayat (3) 

C u k u p j e las . 

Ayat (4) 

C u k u p j e las . 

Ayat (5) 

C u k u p je las . 

Pasa l 52 

Ayat (1) 

H u r u f a 

Yang d imaksud dengan "belanja pegawai" an ta ra lajin 

berupa gaji dan tunjangan, tambaban pengbasi lan Pegawai 

ASN, belanja pener imaan la innya pimpinan dan anggdta 
PERANGKAT 
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Ayat (5) | 

Cukup jelas. 

Ayat (6) | 
Cukup jelas. 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "belanja modal" antara lain berupa 

belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, 

belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, 

irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (S5) 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "belanja pegawai" antara lain 

berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai 

ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota 
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D P R D serta WaH Kota/Waki l Wa l i Kota, insentif 

pemungutan pajak daerah dan retr ibusi daerab, dan 

honorar ium. 

H u r u f b 

C u k u p je las . 

H u r u f e 

C u k u p je las . 

H u r u f d 

C u k u p je las . 

H u r u f e 

C u k u p je las . 

H u r u f f 

C u k u p je las . 

Ayat (2) 

C u k u p j e las . 

Ayat (3) 

C u k u p je las . 

Ayat; (4) 

C u k u p je las . 

Pasa l 53 

Ayal: (1) 

C u k u p j e las . 

Ayat (2) 

Yang d imaksud dengan "Pegawai ASN" adalah profesi b i g I 

pegawai negeri s ip i l dan pegawai pemerintab dengan perjanjian 

ker ja yang bekerja pada ins tans i pemerintah. 

Ayai: (3) 

C u k u p je las . 

Pasa l 54 

Ayat (1) 

Persetujuan D P R D d i l akukan bersamaan dengan pembahasjaij 

KUA. 

Ayat (2) 

Tambaban pengbasi lan berdasarkan beban k(;rja diberikjah 

kepada Pegawai ASN yang; dibebani pektjrjaan u n t u k 

menyelesaikan tugas yang dini la i melampaui beban ker ja normal . 
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DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota, insentif 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan 

honorarium. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat. (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "Pegawai ASN" adalah profesi bagi 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

Aya: (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Ayat (1) 

Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan 

KUA. 

Ayat (2) 

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan 

kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk 

menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui bebari kerja normal. 
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T a m b a h a n penghasi lan be rdasa ikan tempat bertugas d i b e r i k i n 

kepada Pegawai ASN yang da lam me laksanakan tugasnya berada 

di Daerab memi l ik i t ingkat kesu l i tan tinggi dan Daerab terpeneil 

Tambaban pengbasi lan berdas i i rkan kondis i ker ja d iber ikan 

kepada Pegawai ASN yang da lam me laksanakan tugasnya berada 

pada l ingkungan ker ja yang mijmi l ik i resiko tinggi. Teimbaban 

pengbasi lan berdasarkan ke langkaan profesi d iber ikan kepada 

Pegawai ASN yang da lam mengemban tugas memi l ik i 

keterampi lan k b u s u s dan langka. 

Tambaban pengbasi lan berdas j i rkan prestas i k(;rja diberikjin 

kepada Pegawai ASN yang memi l ik i prestasi ker ja yang tinggi 

dan/ a t au inovasi. Tambahian pengbasi lan berdasarkan 

pert imbangan objektif l a innya diberikan kepada Pegawai ASN 

sepanjang d iamanatkan oleb peraturan perundang-undangan. 

Ayat (3) 

C u k u p je las . 

Ayat (4) 

C u k u p j e las . 

Pasa l 55 

Ayat (1) 

Yang d imaksud dengan "belanja barang dan j a s a " an ta ra Idir 

berupa belanja barang paka i babis, baban/ mater ia l , j a s a kan to r 

j a s a a su rans i , perawati in kendaraan bermotor 

eetak/penggandaan, sewa r u m a b / gedung/ gudang/ park ir , sewa 

sa rana mobil itas, sewa alat berat, sewa perk;ngkapan dar 

peralatan kantor, m a k a n a n dan m i n u m a n , paka ian d inas dari 

a t r ibutnya, paka ian ker ja, paka ian k b u s u s dan bari-harL 

tertentu, per jalanan d inas, p(;rjalanan d inas ]Dindab tugas 

pemulangan pegawai, pemel ibaraan, j a s a konsu l tans i , j a s a 

ketersediaan pe layanan (availability payment), l a in la in pengadaan 

barang/ j a s a , belanja l a innya y img sejenis, belanja barang dan 

a tau j a s a yang d iserabkan kepada masyarakat/p ibak ketiga 

belanja barang dan/a tau j a s a yang di jual kepada masyara l i a 

a t au pibak ketiga, belanja be£isiswa pendidikan PNS, belanja 

k u r s u s , pelat iban, sos ia l isas i dan bimbingan telcnis PNS, dlan 

belanja pemberian uang yang diber ikan kepada p ibak ket iga) 

masyaraka t . Yang d imaksud dengan "barang/ jgisa yang a k a n 
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Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan 

kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada 

di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil. 

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan 

kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada 

pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. Tambahan 

penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada 

Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki 

keterampilan khusus dan langka. | 

Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan 

kepada Pegawai ASN yang merailiki prestasi kerja yang tinggi 

dan/ atau inovasi. Tambahan penghasilan berdasarkan 

pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN 

sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat. (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain 

berupa belanja barang pakai habis, bahan/ material, jasa kantor, 

jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, 

cetak/penggandaan, sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa 

sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan 

peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan 

atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari 

tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, 

pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa 

ketersediaan pelayanan (availability payment), lainlain pengadaan 

barang/ jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/ 

atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak kara 

belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat 

atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja 

kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan 

belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ 

masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/ jasa yang akan 
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d iserabkan a t au di jual kepada masyaraka t/ p ibak ketiga" ada lah 

barang/jasa yang terkait dengan peneapaian S a s a r a n prioritas 

Daerab yang tereantum dalam R P J M D . 

Ayat (2) 

C u k u p j e las . 

Pasa l 56 

Yang d imaksud dengan "belanja bunga" an ta ra l a in berupa belanja 

bunga u tang p in jaman dan belanja bunga utang obligasi. 

Pasa l 57 

C u k u p j e las . 

Pasa l 58 

Ayat (1) 

Pemberian bibab d idasarkan atas u s u l a n tertul is yatig 

d i sampa ikan kepada Wal i Kota. Pemberian bibab j u g a berupa 

pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yatig 

mendapatkan k u r s i di D P R D Kota Gorontalo siesuai d e n g ^ 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ayat (2) 

C u k u p je las . 

Ayat (3) 

C u k u p j e las . 

Pasa l 59 

C u k u p je las . 

Pasa l 60 

Ayai: (1) 

Yang d imaksud dengan "belanja modal" antar j i l a in berupa 

belanja modal tanab, belanja meda l peralatan dan mesin, belamjtL 

modal gedung dan bangunan, belanja modal ja l f in, ir igasi djan 

ja r ingan , dan aset tetap la innya . 

Ayat (2) 

C u k u p je las . 

Ayat (3) 

C u k u p je las . 

Ayat (4) 

C u k u p je las . 

Pasa l 61 

Cu l :up je las . 
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diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga" adalah 

barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas 

Daerah yang tercantum dalam RPJMD. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Yang dimaksud dengan "belanja bunga" antara lain berupa belanja 

bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Ayat (1) 

Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang 

disampaikan kepada Wali Kota. Pemberian hibah juga berupa 

pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang 

mendapatkan kursi di DPRD Kota Gorontalo sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat: (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

Pasal 60 

Aya (1) 

Yang dimaksud dengan "belanja modal" antara lain berupa 

belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja 

modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan 

jaringan, dan aset tetap lainnya. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas. 
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Pasa l 62 

C u k u p j e las . 

Pasa l 63 

Ayat (1) 

Yang d imaksud dengan " tu juan tertentu la innya" ada lah dalalm 

rangka member ikan manfaat bagi pemberi dan/ £itau pener ima 

ban tuan keuangan. 

Ayat (2) 

C u k u p je las . 

Ayat (3) 

C u k u p j e las . 

Ayat (4) 

C u k u p je las . 

Ayat (5) 

C u k u p je las . 

Ayat (6) 

C u k u p je las . 

Ayal (7) 

C u k u p je las . 

Pasa l 64 

Ayat (1) 

Keper luan mendesak sesua i dengan karakter i s t ik mas ing mas ine 

Pemerintah Daerah sebagaimana d imaksud d s l a m Undar g-i 

Undang Nomor 17 T a b u n 2003 b^ntang Keuangan Negara. 

Ayat (2) 

C u k u p je las . 

Ayat (3) 

C u k u p j e las . 

Pasa l 65 

C u k u p j e las . 

Pasa l 66 

C u k u p j e las . 

Pasa l 67 

C u k u p j e las . 

Pasa l 68 

C u k u p je las . 
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Pasal 62 

Cukup jelas. | 

Pasal 63 | 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "tujuan tertentu lainnya" adalah dalam 

rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/ atau penerima 

bantuan keuangan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) | 

Cukup jelas. 

Ayat (S5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Pasal 64 

Ayat. (1) 

Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing masing 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- 

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat: (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

  

PERANGKAT | KABAG 
DAERAH HKUM SN SEKDA 
  

          
    £ v !



- 17 -

Pasa l 69 

Ayat (1) 

C u k u p je las . 

Ayat (2) 

Yang d imaksud dengan "bukt i pener imaan" seperti dokumen 

lelang, a k t a j u a l beli, nota kredit, dan dokumen sejenis la innya . 

Pasa l 70 

Culcap j e las . 

Pasa l 7 1 

C u k u p j e las . 

Pasa l 72 

C u k u p je las . 

Pasa l 73 

C u k u p j e las . 

Pasa l 74 

C u k u p j e las . 

Pasa l 75 

C u k u p j e las . 

Pasa l 76 

C u k u p je las . 

Pasa l 77 

C u k u p j e l as . 

Pasa l 78 

C u k u p je las . 

Pasa l 79 

Ayal: (1) 

Yang d imaksud dengan " surp lus A P B D " adalab. se l is ih let^ih. 

an ta ra Pendapatan Daerab dan Be lan ja Daerab. 

Yang d imaksud dengan "defisit A P B D " ada lah sel is ib kurabg 

an ta ra Pendapatan Daerah dan EBelanja Daerab. 

Ayat (2) 

C u k u p j e las . 

Ayat (3) 

C u k u p je las . 
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Pasal 69 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "bukti penerimaan" seperti dokumen 

lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya. 

Pasal 70 

Cukup jelas. 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

Pasal 74 

Cukup jelas. 

Pasal 75 

Cukup jelas. 

Pasal 76 

Cukup jelas. 

Pasal 77 

Cukup jelas. 

Pasal 78 

Cukup jelas. 

Pasal 79 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "surplus APBD" adalah selisih lebih 

antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. 

Yang dimaksud dengan "defisit APBD" adalah selisih kurang 

antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. | 

Ayat (3) 

Cukup jelas. | 
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Pasa l 80 

H u r u f a 

Yang d imaksud dengan "pembayaran eieilan pokek u tang yang 

j a t u b tempo" adalab pembayaran pokok utang yang; be lum eukijip 

tersedia anggaran da lam pengelugiran pembiayaan sesuai dengan 

perjanjian. 

H u r u f b 

C u k u p j e las . 

H u r u f e 

C u k u p j e las . 

H u r u f d 

C u k u p je las . 

H u r u f e 

C u k u p j e las . 

Pasa l 8 1 

C u k u p j e las . 

Pasa l 82 

C u k u p j e las . 

Pasa l 83 

C u k u p j e las . 

Pasa l 84 

Ayat (1) 

C u k u p j e las . 

Ayat (2) 

H u r u f a 

C u k u p je las . 

H u r u f b 

C u k u p je las . 

H u r u f e 

C u k u p je las . 

H u r u f d 

C u k u p je las . 

H u r u f e 

C u k u p je las . 

H u r u f f 

Strategi peneapaian memuat langkab konkret dalajm 

mencapgd target. 
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Pasal 80 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "pembayaran cicilan pokok utang yang 

jatuh tempo" adalah pembayaran pokok utang yang belum cukup 

tersedia anggaran dalam pengeluaran pembiayaan sesuai dengan 

perjanjian. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Pasal 81 

Cukup jelas. 

Pasal 82 

Cukup jelas. 

Pasal 83 

Cukup jelas. 

Pasal 84 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Strategi pencapaian 

mencapai target. 
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Ayat (3) 

C u k u p je las . 

Pasa l 85 

C u k u p j e l a s . 

Pasa l 86 

Wal i kota menyampa ikan Raneangan Perda tentang A P B D berdasarkhn 

R K A S K P D yang d i s u s u n dengan mengaeu pada R K P D , raneangan KUA, 

dan raneangan PPAS yang d i s u s u n oleb Wal ikota. 

Pasa l 87 

Ayat (1) 

C u k u p je las . 

Ayat (2) 

H u r u f a 

Kegiatan T a b u n J a m a k mengaeu pada lb"ogram yajig 

tereantum da lam R P J M D . 

H u r u f b 

Yang d imaksud dengan "pekerjaan atas pe laksanakr 

Kegiatan yang menurut sifatnya ba rus tetap ber langsuig; 

pada pergantian t abun ariggaran" an ta ra la in penanaman 

benib/ bibit, pengbijauan, pelayanan perintis laut/ udaj-a 

m a k a n a n dan obat di rum. ib saki t , pe layanan pembuangar 

sampab, dan pengadaan j a s a pe layanan kebersiban 

(eleaning sendee). 

Ayat (3) 

C u k u p je las . 

Ayat (4) 

C u k u p je las . 

Ayai: (5) 

C u k u p je las . 

Ayai: (6) 

C u k u p je las . 

Pasa l 88 

Ayat (1) 

U n t u k kes inambungan penyusunan R K A S K P D , kepala S K P E ' 

mengevaluasi bas i l pe laksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua 

t abun anggaran sebe lumnya sampai dengan semester pertaipia 

t a h u n anggaran berjalan. 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 85 

Cukup jelas. 

Pasal 86 

Walikota menyampaikan Rancangan Perda tentang APBI) berdasarkan 

RKA SKPD yang disusun dengan mengacu pada RKPD, rancangan KUA, 

dan rancangan PPAS yang disusun oleh Walikota. 

Pasal 87 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a | 

Kegiatan Tahun Jamak mengacu pada Program yang 

tercantum dalam RPJMD. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "pekerjaan atas pelaksanaan 

Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung 

pada pergantian tahun anggaran" antara lain penanaman 

benih/ bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/ udara, 

makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan 

sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan 

(cleaning service). 

Ayat: (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) | 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 88 

Ayat (1) 

Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD 

mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua) 

tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama 

tahun anggaran berjalan. 
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Ayat (2) 

C u k u p je las . 

Ayat (3) 

C u k u p j e las . 

Pasa l 89 

C u k u p je las . 

Pasa l 90 

Ayat (1) 

P enyusunan R K A S K P D d<3ngan pendekatein Kerangka 

Pengeluaran Jeingka MenengaJi d i l akukan secara bertahap 

d i sesua ikan dengan kebutuban . 

Ayat (2) 

C u k u p j e las . 

Ayat (3) 

C u k u p j e las . 

Ayat (4) 

C u k u p j e las . 

Pasa l 9 1 

C u k u p j e las . 

Pasa l 92 

C u k u p j e las . 

Pasa l 93 

C u k u p j e las . 

Pasa l 94 

C u k u p j e las . 

Pasa l 95 

C u k u p j e las . 

Pasa l 96 

C u k u p j e las . 

Pasa l 97 

Ayat (1) 

Raneangan Perda tentang A P B D memuat informasi Kinei j t . 

berdasarkan S a s a r a n eapaian Kiner ja dan indikator Kinejjg. 

masing-masing Program dan Kegjatan. 

Ayat (2) 

C u k u p je las . 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 89 

Cukup jelas. 

Pasal 90 

Ayat (1) 

Penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan Kerangka 

Pengeluaran Jangka Menengah dilakukan secara bertahap 

disesuaikan dengan kebutuhan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 91 

Cukup jelas. 

Pasal 92 

Cukup jelas. 

Pasal 93 

Cukup jelas. 

Pasal 94 

Cukup jelas. 

Pasal 95 

Cukup jelas. 

Pasal 96 

Cukup jelas. 

Pasal 97 

Ayat (1) 

Rancangan Perda tentang APBD memuat informasi Kinerja 

berdasarkan Sasaran capaian Kinerja dan indikator Kinerja 

masing-masing Program dan Kegiatan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Ayat (3) 

C u k u p je las . 

Ayat (4) 

C u k u p je las . 

Pasa l 98 

C u k u p je las . 

Pasa l 99 

Ayat (1) 

Yang d imaksud dengan "penjekisan dan dokumen pendukur[g' 

an t a ra l a in nota keuangan, RKPE) , K U A dan PPAS. 

Ayat (2) 

C u k u p j e las . 

Pasa l 100 

C u k u p j e las . 

Pasa l 101 

C u k u p je las . 

Pasa l 102 

Ayat (1) 

Yang d imaksud dengan "angka A P B D tahun anggarlsm 

sebelumnya" adalab pagu j u m l a b pengeluaran A P B D yajng 

ditetapkan dalam perubahan A P B D tabun sebelumnya. Ayat |2 

Yang d imaksud dengan "belanjai yang bersifat mengikat" adalEdi 

belanja yang d ibu tubkan seei ira terus menertis dan barus; 

d ia lokas ikan oleb Pemerintab Dtierab dengan j u m l a b yang c u k u p 

u n t u k keper luan setiap bulan dalam tabun anggaran b e r k e n a ^ 

seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan j a s a . 

Ayat (2) 

Yang d imaksud dengan "belanjci yang bersifat mengikat" adaljali 

belanja yang d ibu tubkan seeara terus menerus dan bar us; 

d ia lokas ikan oleb Pemerintab Dfierab dengan j u m l a h yang e u k a p 

u n t u k keper luan setiap bu lan da lam tabun anggaran berkenaj in 

seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan j a sa .Yang 

d imaksud dengan "belanja yang bersifat wajib" adalab belanja 

u n t u k ter jaminnya kelangsungan pemenuban pendanaan 

Pe layanan Dasar masyaraka t an ta ra la in pendidikan, kesehabm, 

me laksanakan kewaj iban kepiada pibak ketiga, kewaj iban 

pembayaran pokok p in jaman, bunga p in jaman yang telab j a t u b 
I 'ERAr 

DAE 
NGKAT 
RAH 

KABAG ASISTEN S E K D A 

H / 

  

  

« 91 - 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Pasal 98 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 99 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "penjelasan dan dokumen pendukung" 

antara lain nota keuangan, RKP), KUA dan PPAS. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 100 

Cukup jelas. 

Pasal 101 

Cukup jelas. 

Pasal 102 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "angka APBD tahun anggaran 

sebelumnya" adalah pagu jumlah pengeluaran APBD yang 

ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya. Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat mengikat" adalah 

belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus 

dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup 

untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, 

seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat mengikat" adalah 

belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus 

dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup 

untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, 

seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.Yang 

dimaksud dengan "belanja yang bersifat wajib" adalah belanja 

untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan 

Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, 

melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban 

pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh 
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tempo, dan kewaj iban la inmm sesua i dengan ketentmm 

peraturan perundemg-undangan. 

Ayat (3) 

C u k u p je las . 

Pasa l 103 

C u k u p j e las . 

Pasa l 104 

C u k u p j e las . 

Pasa l 105 

C u k u p je las . 

Pasa l 106 

C u k u p j e las . 

Pasa l 107 

Culcap je las . 

Pasa l 108 

C u k u p j e las . 

Pasa l 109 

Ayat (1) 

C u k u p je las . 

Ayat (2) 

Contob Pener imaan dan Pengeluaran Daerah yang t i d i k 

d i l akukan mela lu i Rekening K a s U m u m Daerahi, an ta ra la in 

sumber pener imaan yang berasail dar i Pembiayaam pinjaman 

dam/atau bibeih lua r negeri t idak ba rus d i l akukan melalui 

Rekening K a s U m u m Daerab n a m u n tetap ba rus d ibukukan 

dalaim Rekening K a s U m u m Daerab. 

Pasa l 110 

C u k u p je las . 

Pasa l 111 

C u k u p j e las . 

Pasa l 112 

C u k u p j e las . 

Pasa l 113 

Ayat (1) 

C u k u p je las . 
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tempo, dan kewajiban lainnva sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 103 

Cukup jelas. 

Pasal 104 

Cuknp jelas. 

Pasal 105 

Cukup jelas. 

Pasal 106 

Cukup jelas. 

Pasal 107 

Cukup jelas. 

Pasal 108 

Cukup jelas. 

Pasal 109 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Contoh Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak 

dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, antara lain 

sumber penerimaan yang berasal dari Pembiayaan pinjaman 

dan/atau hibah luar negeri tidak harus dilakukan melalui 

Rekening Kas Umum Daerah namun tetap harus dibukukan 

dalam Rekening Kas Umum Daerah. 

Pasal 110 

Cukup jelas. 

Pasal 111 

Cukup jelas. 

Pasal 112 

Cukup jelas. 

Pasal 113 

Ayat. (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Yang d imaksud dengan "dokumen la in yang d ipersamakkn 

dengan SPD" an ta ra la in kepu tusan tentang pengangkat ar 

pegawai. 

Ayat (3) 

C u k u p je las . 

Pasa l 114 

C u k u p j e las . 

Pasa l 115 

Ayat (1) 

Yang d imaksud dengan "bank u m u m yang sebat ' adalab b a ^ l : 

u m u m di Indonesia yang aman/sebat sesua i dengan ketentu 

pera turan perundang-undangan yang mengatur mengeikai 

perbankan. 

Ayat (2) 

C u k u p j e las . 

Ayat (3) 

C u k u p j e las . 

Pasa l 116 

C u k u p je las . 

Pasa l 117 

C u k u p j e las . 

Pasa l 118 

C u k u p j e las . 

Pasa l 119 

C u k u p j e las . 

Pasa l 120 

Ayat (1) 

Yang d imaksud dengan "mendepositokan" adalalti penempatjaii 

deposito d i l akukan pada bank u m u m di Indonesia yang 

aman/sebat sesua i dengan k ihentuan pera turan perundang 

undangan yang mengatur mengenai perbanktin dan t idal 

me lampaui t abun anggaran berkenaan. 

Ayat (2) 

C u k u p j e las . 
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Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "dokumen lain yang dipersamakan 

dengan SPD" antara lain keputusan tentang pengangkatan 

pegawai. | 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 114 

Cukup jelas. 

Pasal 115 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "bank umum yang sehat' adalah bank 

umum di Indonesia yang aman/sehat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

perbankan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 116 | 

Cukup jelas. | 

Pasal 117 

Cukup jelas. | 

Pasal 118 

Cukup jelas. 

Pasal 119 

Cukup jelas. 

Pasal 120 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "mendepositokan" adalah penempatan 

deposito dilakukan pada bank umum di Indonesia yang 

aman/sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan yang mengatur mengenai perbankan dan tidak 

melampaui tahun anggaran berkenaan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Pasa l 121 

Ayat (1) 

C u k u p je las . 

Ayat (2) 

Rencana pener imaan dana h a n y a d iber lakukan bsigi S K P D ya|ig 

memi l ik i tugas dan fungsi pendajoatan. 

Ayat (3) 

C u k u p je las . 

Pasa l 122 

C u k u p j e las . 

Pasa l 123 

C u k u p j e las . 

Pasa l 124 

C u k u p j e las . 

Pasa l 125 

C u k u p j e las . 

Pasa l 126 

C u k u p j e las . 

Pasa l 127 

C u k u p je las . 

Pasa l 128 

C u k u p je las . 

Pasa l 129 

Ayat (1) 

Yang d imaksud dengan "Pen(;r imaan Daerab yang sifatiiyji 

berulang" ada lah pener imaan yang setiap t abun rujtiii 

d ianggarkan, seperti pendapattm pajak, pendapatan re t r ibus i 

dan la innya . 

Ayat (2) 

Yang d imaksud dengan "Pener imaan Daerah yang s i fatnya tideik 

berulang" adalab pener imaan yang t idak setiap teibun 

dianggarkan, seperti pendapatan tuntu tan ganti rugi, pendapatan 

penjuedan kekayaan daerab yang d ip i sahkan, dan la innya . 

Ayat (3) 

C u k u p je las . 

Pasa l 130 

C u l a i p j e las . 
I 'ERANGKAT KABAG ASISTEN SEF IDA 
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Pasal i2i 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Rencana penerimaan dana hanya diberlakukan bagi SKPD yang 

memiliki tugas dan fungsi pendapatan. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 122 

Cukup jelas. 

Pasal 123 

Cukup jelas. 

Pasal 124 

Cukup jelas. 

Pasal 125 

Cukup jelas. 

Pasal 126 

Cukup jelas. 

Pasal 127 

Cukup jelas. 

Pasal 128 

Cukup jelas. 

Pasal 129 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "Penerimaan Daerah yang sifatnya 

berulang" adalah penerimaan yang setiap tahun rutin 

dianggarkan, seperti pendapatan pajak, pendapatan retribusi, 

dan lainnya. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "Penerirnaan Daerah yang sifatnya tidak 

berulang" adalah penerimaan yang tidak setiap tahun 

dianggarkan, seperti pendapatan tuntutan ganti rugi, pendapatan 

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya. 

Ayat (3) 

Pasal 130 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. |     
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Pasa l 131 

Culcap je las . 

Pasa l 132 

Culcap j e las . 

Pasa l 133 

C u k a p je las . 

Pasa l 134 

C u k a p je las . 

Pasa l 135 

C u k a p j e las . 

Pasa l 136 

C u k a p je las . 

Pasa l 137 

C u k a p je las . 

Pasa l 138 

Ayat (1) 

C u k u p je las . 

Ayat (2) 

C u k u p je las . 

Ayat; (3) 

H u r u f a 

C u k u p je las . 

H u r u f b 

Yang d imaksud dengan "per intah pembayaran" ada lkh 

perintab membayarkan dar i PA/ KPA. 

H u r u f c 

C u k u p je las . 

H u r u f d 

C u k u p je las . 

Ayat (4) 

C u k u p j e las . 

Ayat (5) 

C u k u p je las . 

Pasa l 139 

C u k u p j e las . 

Pasa l 140 

C u k u p j e las . 
F'ERANGKAT 
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Pasal i31 

Cukup jelas. 

Pasal 132 

Cukup jelas. 

Pasal 133 

Cukup jelas. 

Pasal 134 

Cukup jelas. 

Pasal 135 

Cukup jelas. 

Pasal 136 

Cukup jelas. 

Pasal 137 

Cukup jelas. 

Pasal 138 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat. (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "perintah pembayaran" adalah 

perintah membayarkan dari PA/ KPA. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (S5) 

Cukup jelas. 

Pasal 139 

Cukup jelas. 

Pasal 140 

Cukup jelas. 
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Pasa l 141 

C u k u p je las . 

Pasa l 142 

C u k u p je las . 

Pasa l 143 

C u k u p je las . 

Pasa l 144 

C u k u p j e las . 

Pasa l 145 

C u k u p j e las . 

Pasa l 146 

C u k u p j e las . 

Pasa l 147 

C u k u p j e las . 

Pasa l 148 

C u k u p j e las . 

Pasa l 149 

Avar, (1) 

Yang d imaksud dengan "prognosis" ada lah pirakiraan d|ar 

penje lasannya yang a k a n dirisalisir da lam 6 (enam) bullar 

be r ikutnya berdasarkan rea l isas i . 

Ayai: (2) 

C u k u p je las . 

Pasa l 150 

C u k u p je las . 

Pasa l 151 

C u k u p j e las . 

Pasa l 152 

C u k u p j e las . 

Pasa l 153 

C u k u p j e las . 

Pasa l 154 

C u k u p je las . 

Pasa l 155 

C u k u p je las . 
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Pasal 141 

Cukup jelas. 

Pasal 142 

Cukup jelas. 

Pasal 143 

Cukup jelas. 

Pasal 144 

Cukup jelas. 

Pasal 145 

Cukup jelas. 

Pasal 146 

Cukup jelas. 

Pasal 147 

Cukup jelas. 

Pasal 148 

Cukup jelas. 

Pasal 149 

Ayat (1) 

- 26 - 

Yang dimaksud dengan "prognosis" adalah prakiraan dan 

penjelasannya yang akan direalisir dalam 6 (enam) Pula 

berikutnya berdasarkan realisasi. 

Ayar. (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 150 

Cukup jelas. 

Pasal 151 

Cukup jelas. 

Pasal 152 

Cukup jelas. 

Pasal 153 

Cukup jelas. 

Pasal 154 

Cukup jelas. 

Pasal 155 

Cukup jelas. 
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Pasa l 156 

Ayat (1) 

C u k u p je las . 

Ayat (2) 

Yang d imaksud dengan "lebih besar dar i 50°/) ( l ima pu ln l i 

perseratus)" adalab batas persentase m in ima l sel is ib (gap) 

k ena ikan an ta ra pendapatan dan belanja da lam A P B D . 

Ayat (3) 

C u k u p j e las . 

Pasa l 157 

C u k u p j e las . 

Pasa l 158 

Cuknjp j e las . 

Pasa l 159 

Cuknap j e las . 

Pasa l 160 

Cul<:up je las . 

Pasa l 161 

Cuk-up je las . 

Pasa l 162 

C u l m p j e las . 

Pasa l 163 

C u l a i p j e las . 

Pasa l 164 

C u k u p je las . 

Pasa l 165 

C u l a i p j e las . 

Pasa l 166 

Yang d imaksud dengem "penjelasan dan dokumen pendukung" an ta ra 

la in nota keuangan, perubaban R K P D , dan perubahan K U A dan P P A S . 

Pasa l 167 

Cu ln jp j e las . 

Pasa l 168 

C u l a i p j e las . 

Pasa l 169 

C u k u p je las . 
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Pasal 156 

Ayat. (1) 

Cukup jelas. 

Aya: (2) 

Yang dimaksud dengan "lebih besar dari 50» (lima puluh 

perseratus)" adalah batas persentase minimal selisih (gap) 

kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APBD. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 157 

Cukup jelas. 

Pasal 158 

Cukup jelas. 

Pasal 159 

Cukup jelas. 

Pasal 160 

Cukup jelas. 

Pasal 161 

Cukup jelas. 

Pasal 162 

Cukup jelas. 

Pasal 163 

Cukup jelas. 

Pasal 164 

Cukup jelas. 

Pasal 165 

Cukup jelas. 

Pasal 166 

Yang dimaksud dengan "penjelasan dan dokumen pendukung" antara 

lain nota keuangan, perubahan RKPD, dan perubahan KUA dan PPAS. 

Pasal 167 

Cukup jelas. 

Pasal 168 

Cukup jelas. 

Pasal 169 

Cukup jelas. 
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Pasa l 170 

C u k a p j e las . 

Pasa l 171 

C u k a p j e las . 

Pasa l 172 

C u k a p j e las . 

Pasa l 173 

C u k a p je las . 

Pasa l 174 

C u k a p j e las . 

Pasa l 175 

C u k u p j e las . 

Pasa l 176 

Ayat: (1) 

C u k u p je las . 

Ayat: (2) 

H u r u f a 

Yang d imaksud dengan "laporan rea l isas i ani^garan" adalkh 

laporan yemg menggambarkan perbandingan ante re 

anggarem dengan rea l i sas inya da lam 1 [satu) periode 

pelaporan sesua i s t ruk tur A P B D yemg dikls is i f ikasikan [ke 

da lam kelompok, j en is , obyek dan r ine ian obyjek 

pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

H u r u f b 

C u k u p je las . 

H u r u f e 

C u k u p je las . 

H u r u f d 

C u k u p je las . 

H u r u f e 

C u k u p je las . 

H u r u f f 

C u k u p je las . 

H u r u f g 

C u k u p je las . 

Ayat (3) 

C u k u p j e las . 
PERANGKAT KABAG ASISTEN S E K D A 
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Pasal 170 

Cukup jelas. 

Pasal 171 

Cukup jelas. 

Pasal 172 

Cukup jelas. 

Pasal 173 

Cukup jelas. | 

Pasal 174 | 

Cukup jelas. 

Pasal 175 

Cukup jelas. 

Pasal 176 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat. (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "laporan realisasi anggaran" adalah 

laporan yang menggambarkan perbandingan antara 

anggaran dengan realisasinya dalam 1 (satu) periode 

pelaporan sesuai struktur APBD yang diklasifikasikan ke 

dalam kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek 

pendapatan, belanja dan pembiayaan. | 

Huruf b | 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Pasa l 177 

C u k u p j e las . 

Pasa l 178 

C u k u p j e las . 

Pasa l 179 

C u k u p je las . 

Pasa l 180 

C u k u p je las . 

Pasa l 181 

C u k u p j e las . 

Pasa l 182 

C u k u p j e las . 

Pasa l 183 

C u k u p j e las . 

Pasa l 184 

C u k u p j e las . 

Pasa l 185 

C u k u p je las . 

Pasa l 186 

Investasi d i l akukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkateiri 

pendapatan daerah, peningkatan kese jahteraan masyarakat , 

peningkatan pelayanan masyarakat , dan/ a tau t idak mengganggu 

l ikuid i tas keuangan daerah. Investas i IPemerintab Daera l i d iatur daljirn 

Pereituran Menteri setelab berkoordinasi dengan menteri yang 

menyelenggarakan u r u s a n pemerintaban di bidang keuangan. 

Pasa l 187 

C u k u p j e las . 

Pasa l 188 

C u k u p je las . 

Pasa l 189 

Cukaip j e las . 

Pasa l 190 

H u r u f a 

Yang d imaksud dengan "penj^ediaan barang dan a t au j t i sa 

l ayanan u m u m " an ta ra la in r u m a b sak i t daerab, pfmyelenggaralan 

pendidikan, pe layanan l isens i dan dokumen, ptmyelenggaraan 

I 'ERANGKAT KABAG   

Pasal 177 

Cukup jelas. 

Pasal 178 

Cukup jelas. 

Pasal 179 

Cukup jelas. 

Pasal 180 

Cukup jelas. 

Pasal 181 

Cukup jelas. 

Pasal 182 

Cukup jelas. 

Pasal 183 

Cukup jelas. 

Pasal 184 

Cukup jelas. 

Pasal 185 

Cukup jelas. 

Pasal 186 

-29 - 

Investasi dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan 

pendapatan 

peningkatan pelayanan masyarakat, dan/ atau tidak 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

mengganggu 
| 

likuiditas keuangan daerah.Investasi Pemerintah Daerah diatur dalan 

Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. | 

Pasal 187 

Cukup jelas. 

Pasal 188 

Cukup jelas. 

Pasal 189 

Cukup jelas. 

Pasal 190 

Huruf a 

  
Yang dimaksud dengan "penyediaan barang dan atau jasa 

layanan umum" antara lain rumah sakit daerah, penyelenggaraan 

  pendidikan, pelayanan lisensi dan dokumen, penyelenggaraan 
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j a s a penyiaran publ ik, dan pe layanan j a s a penelit ian dan 

pengujian. 

H u m f b 

Yang d imaksud dengan "dana k b u s u s u n t u k meningkatkar 

ekonomi dan/a tau layanan kepada masyarakat " an ta ra la in d a i s 

bergulir, u s a b a mikro, keei l , menengab, dan t abungm 

perumaban. 

H u r a f e 

C u k u p je las . 

Pasa l 191 

C u k u p je las . 

Pasa l 192 

C u k u p j e las . 

Pasa l 193 

C u k u p j e las . 

Pasa l 194 

C u k u p j e las . 

Pasa l 195 

C u k u p j e las . 

Pasa l 196 

C u k u p j e las . 

Pasa l 197 

C u k u p j e las . 

Pasa l 198 

C u k u p je las . 

Pasa l 199 

C u k u p j e las . 

Pasa l 200 

C u k u p je las . 

Pasa l 2 0 1 

C u k u p j e las . 

Pasa l 202 

C u k u p je las . 

Pasa l 203 

C u k u p j e las . 
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jasa penyiaran publik, dan pelayanan jasa penelitian dan 

pengujian. | 

Huruf b | 

Yang dimaksud dengan "dana khusus untuk Mentngicatik 

ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat" antara lain dana 

bergulir, usaha mikro, kecil, menengah, dan tabungan   
perumahan. 

Hurif c 

Cukup jelas. 

Pasal 191 

Cukup jelas. 

Pasal 192 

Cukup jelas. 

Pasal 193 

Cukup jelas. 

Pasal 194 

Cukup jelas. 

Pasal 195 

Cukup jelas. 

Pasal 196 

Cukup jelas. 

Pasal 197 

Cukup jelas. 

Pasal 198 

Cukup jelas. 

Pasal 199 

Cukup jelas. 

Pasal 200 

Cukup jelas. 

Pasal 201 

Cukup jelas. 

Pasal 202 

Cukup jelas. 

Pasal 203 

Cukup jelas. 
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Pasa l 204 

C u k u p je las . 

Pasa l 205 

C u k u p j e las . 

TAMBAHAN L E M B A R A N D A E R A H KOTA GORONTALO NOMOR.242 
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Pasal 204 

Cukup jelas. 

Pasal 205 

Cukup jelas. 
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